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ABSTRAK

Nama : LAILA ANDITTA P.D
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG

DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Salah satu kekurangan UUIN vaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) buruf ¢ funcic
Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 avat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil
oleh Notaris vang merangkap scbagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan
Pasal 11, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis ini
menggunakan metode penelitian Empiris, baban Kepustakaan sebagai Data Sekunder
dan wawancara langsung sebagat Data Primer. Dari hasil penelitian terdapat pro
kontra terhadap ketentwan cuti dengan Notaris Pengganti. Alternatif sernentara yaitu
Notaris tersebut dapat diberbentikan sementara atau cuti tanpa Notaris Pengganti,
sehingga tidak ditemukan permasalahan rangkap jabatan pada kepala akta Notaris dan
protokol Notaris yang diganti.

Kaia kunci :
Notarig, Pejabat Negara
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ABSTRACT

Name : LAILA ANDITTA PD
Study Program: Master of Notary Programme
Title : JURIDICAL REVIEW OF THE PUBLIC NOTARY WHO WAS

APPOINTED AS THE STATE OFFICIALS

One of the deficiencies in the UUIN is about the impact or conflict between the
Article 8, paragraph (1) letter ¢ juncto Article 3 letter g with Article 11 paragraph
(1} that raises a question, which procedures should be taken by a Notary who was
appointed as State Officials, and the Arficle 17 lefter 4 with Article 11, which cause
the existence of geminating of position that cause conflict of fnterest. This thesis
uses empirical research methods, matertals bibliography as Secondary Data and
direct interviews as Primary Data. From the results of the research there is 4 pro-
contra leave with the provisions of the Notary Replacement. Alternative to
intercede that is does not refer Substitution Notary, thal means Notary can be
dismissed for a while or leave without Substitution Notary so that does not
duplicate the problems found positions as seen in the making of z%zc head of
teaching license and Notary protocols that replaced it

Keyword ;
Notary, State Officials
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BABI

FENDAHULUAN

i:i,. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalab Negara Hukum vyang berlandaskan Pancagila dan Undang-
undang Dasar 1945, menurut Aristoteles Negara Hukum adalah “... Negara yang
berdiri di atas hukum yang menjamin keadiian kepada Warga Negaranya. .. 2 dimana
setiap tindakan dan penilaku harus sesuai dengan nomna kasdah yang berlaku di
masyarﬁkét yang menjadi pegangan dan pedoman. Nilai-nilai dan norma-porma
tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan sikap tindak manusia dalam
hidup bermasyarakar dan perilake baik atau buruk berdasarkan kodrat manusia yang
diwyiudkan melalui kebebasan kehendaknys sehingpa diatur dengan peraturan
hukum, :

Peraturan tersebut jika didasarkan pads isi atau hubungan dan kepenlingan yang
diator dapat dibedakan ke dalam bidang Hulem Publik dan Hukum Privat’ Hukum
Publik dihubungkan dengan aturan dimana terdapal unsur campur tangan Penguasa
sehingga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individa dengan
Negara, antara lain yang terdivi dari Hukwm Tata Negara, Hukum Administrasi
Negara, Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Privat mengatur hubungan hukum di
antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dalam bidang Perdata,

‘Moh, Kusnardi dan Bintan R. Samgih, Ham Nagara, Cetke-5, (Jakara ¢ Gayn Media Pratama,
20033, hal. 131

*Sourjono Soekanto dan Purnadi Purbacarska, Sendi-Sendi Hmu Hukum dan Tata Hikum, Cet ke
V1, (Bandung : PT.Citrs Aditya Bakii, 1993), hal. 45

1
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yaitu mengenai orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa, vang diatur di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdaia Indonesia. Dalam ketentuan Hukum
Pidana yang merupakan Hukum Publik, tidak sedikit peraturannya yang menyangkut
kepentingan perscorangan, kepentingan jiwa serta harta benda, Begitu pula
sebaliknya, dalam Hukum Privat terdapat peraturan-peraturan yang menyanghkut
kepentingan umum, seperti Hukum Perkawinan ydng mengatur  Kkepentingan
persecrangan, namun untuk kepentingan ketertiban umum maka Pemerintzh turut
campur tangan dalam hal tersebut. sehingga ... Paham kepentingan ini tidak dapat
menentukan perbedaan antara Hukum Publik dan Hukum Privat berdasarkan
kepentingan vang diaturnya itu secara mutlak dan tajam...,” karena Hukum Publik
mengatur joge kepentingan perseorangan atau sebaliknya Hukum Privat mengatur
Kepentingan umurn,

Hal ini terhhat pula di dalam kewenangan seorang Notaris yang menjalankan
sebagian fungsi publik dari Negara khusus dalam bidang Hukum Perdata, sehingga
dalam hal ini Notaris adalah seorang Pefabat Umuem, seperti yang dinyatakan dalam
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
{untuk sclanjutaya disebut UUJIN), *,.. Notars- adalah Pejabat Umum vang
berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnva schagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.... >

Pengertian baliwa yang dimaksud Pejabat Umum tersebut bukan berarti bahwa
Notaris merupakan Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
'Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan Pefabat yang dimaksud
dalam Pasal 1868 Kitab Undeng-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).”
Alta Otentik itu menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah
akta yang bentuknya ditentuksn undang-undang, dibuat di badapan Pejabat Umum

*Kusnardi dan Saragih, Op.Cir, hal. 99.

*mdonesia (13, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, ULl No. 30, LN, No. 117 Tabun 2004,
TLN. No. 4432, psi. 1 ayst (1),

SKomar Adasasmite, Notaris Selapang Pandang, Cet. ke-2, (Bandung : Alumni, 1983), hal 2.
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yang berwenang, di tempat akta dibuatnya. ® Pemberian éuaiit‘zkasi Notaris schagai
Pejabat Umum berkaitan dengan kewenangan Notaris membuat Akia Otentik,
sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecuslikan kepada
Pejabat fain. .., Pemberian wewenang kepada Pejabat lain tersebut, tidak berarti
memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tetapi hanya menjalankan fungsi
sehagai- Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan
hukum....™

Dalam menialankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris tunduk terhadap
peraturan sebagaimana terdepat di dalam UUJN, selain itu, Notans juga harus
memperhatikan  kepentingan Masyarskat umum yang bersifat pelsyansn dan
menjalankan amangh vang dipercayakan kepadanya, batk di dalam tingkah laku
Notaris maupun pelaksanaan jabatannya. Notaris harus mematuhi seluruh kaedash
yang telah hidup dan berkembang di Magyarakat, agar dapat _menjalankan tugasnya
dengan baik sebagai pelayan Masyarakat, secorang Notaris harus menjalankan
jabatannya dengz;n menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan
menjunjung tinggi kode etik profesi yaiti kode etik Notards.

Uum merupakan pedoman hukum posilif bagz Notaris untuk melaksanakan
jabatannya sehari-hari yang mengatur sikap dan tingkah laku Notaris baik di dalam
mauvpun diluar jabatannya. Secara rinci UUIN mengatur tentang Ketentuan Umum,
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Kewenangan Kewajiban dan Larangan,
Tempat Kedudukan Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris, Cuti Notaris dan .Nataris
Pengganti, Honorarium, Akta Notaris, Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan
Notaris, Pengawasan, Organisasi Notaris, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan,
dan Ketentuan Fenuhup.

Dengan h{:riakunya UUIN, pada tanggal 6 Oktober 2004, telah membawa
perubshan besar bagi i‘éctans untuk memsui:; era baru. Lahimya UUJIN mengakhini

*Kitab Undong-undang Hulum Perdata (Burgeriiph Wethoek), diteriemahkan oleh R Subekt] dan
R. Tjitrosudiblo, Cet, ke-33, (Jakarta : Pradnya Paramita, 20033, psl, 1868,

"Wawan Setiawan, “Kedudukan dan Keberadazn seria Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat
Umnm dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesie,” (Makalsh
disampaikan pada Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Dacrah Jawa
Timur, 22+23 Mei 1998), hal. 7.
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ketentuan perundang-undangan yang sebagiar besar merupakan produk peninggalan
pemerintaban Kolonial Hindia Belanda, antara lain sebagai berikut :

1. Reglement (p Het Notaris Ambi in Indonesia {8t 1860:3) sebagaimana telah

diubah terakhir dalam Lembaran Megara Tahun 1954 Nomor 101;

Ordorantie 16 September 1931 tentang Honorarivm Notaris;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1934 tentang Wakil Notaris dan Wakil

Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 700);

4. Undapg-undang Nomor 5 Taliun 2004 fentang Perubghan Atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide Pasal 36 telzh
dinyatakan tidak mempunyat kekuatan hukum mengikat oleh Putosan
Mahkamah Konstitusi Nomor 667/FPULLIE2004%;

5. Undang-undang Nomor & Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4379); dan

6. Pcrazzzzagn Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan
Notaris.

Ll

Peratusan Jabatan Notaris (PIN) Stb 1860 dan peraturan-peraturan tersebut di atas
dianggap sudsh tidak relevan dan tidak sesual dengan pefkembangan dan kebutuhan
hukurn Masyarakat saat ind, khususﬁy& dalam menjamin kepastian hukum profesi
Notaris. Landasan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Stb 1860 bukan berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dassr 1945, karena merupakan hasil dari undéz:ag
undang Notaris di Belanda. Sehingga dengan lahirnya UUIN maka lahir pula suatn
produk hukum positif asli Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, _ ;

Pembentukan UUIN bertujuan untuk sewsjudkan unifikasi hukum di bidang
kenotartatan, Tetapi sctelah lebik dari 4 (empat) tahun UUIN beralan, terdapat
kekurangan-kekurangan y&ng menyebabkan pluralisme hukum dan pez‘masalahan di

*Hadi Setla Tunggal, ed., Himpunan Peraturan Pelaksunaan Undang-Undang Jabatan Rotaris,
{Jakania : Harvarindo, 20083, hal. 205,

Universitas indonesia
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dalam pelaksansan jabatan Notaris. Hal ini sangat éisadéri mengingat UUJN
- merupakan “... produk buatan manusia yang tidak luput dari kekurangan... i
Salah satu kekurangan dalam UUJN, antara lain mengenai prosedur atau tata cara
yang harus dilakokan oleh Notaris yang diangkat sebagat Pejabat Negara mempunyal
pemahaman vang berbeda di dalam pasal UUIN. Sebagainwana dinyatakan di dalam
Pasal § ayat (1) ULIN, yaitu

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena @

meninggal dunia;

telah berumur 65 (enam puluh itma) tahun;

permintaan sendiri; b

tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani uniuk melaksanakan tugas
jabatan Notaris secara ferus menerus lebih dan 3 {tipa} tahun; ai:au

¢. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 horuf g 10

e orp

Rangikap jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 huref g adalah mengenai salah satu
syarat untuk diangkat sebagai Notaris, yaitu : “... tidak berstatus sebagai Pegawal
Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atay tidak sedang mamangk{i jabatan lain yang oleh
Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris....”"!

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e juncro Pasal 3 huruf g tersebut, menghendaki
bahwa Notaris yang merangkap scbagai Pejabat Negara harus berhenti atau
diberhentikan dari jabatannya. Sementara ite di dalam Pasal 11 ayat (1}, memuat
ketentuan bahwa Nofaris tersebut wajib mengambil cuti dan menunjuk “seorang
Notaris Pengganti.

Selain itu ketentuan mengenat adanya pasal vang mengaiur ientang Notaris
sai}agaa Perabal ﬁegara {Pasal 11 UUIN) terlihat saling berlawanan atau kontradiksi
dengan iaz‘az‘zgaa Notaris untek merangkap sebagai Pejabat Negara (Pasal 17 huruf d

UUIN), schingga menycbabkan terjedinyva perangkapan jabatan, Masalah rangkap

"Anke Dwi Saputro, ed., Jarf Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarong, dzm df Maza Darang,
{Jakarta : PF, Gramedis Pustaka., 2008), hat. 104,

®indonesia (I), CGp i, pst 8 ayat (1)

Yibid,, ps! 3 huruf g,
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jabatan terlihat di dalam pembuatan ke;;a!a akta Notaris dan protokol-protokol
Notaris yang diganti tersebut. Di mana dalam kepala akia mencantumkan nama
Notaris yang menjabat sebagai Pejabst Negara besertas nama Notaris Penggantinya
sehingga dengan ketentuan ity dapat menyebabkan ‘terjadinya benturan kepentingan
terhadap Notaris vang diangkat sebagai Pejabat Negara tersebut. ‘

Mengenal adanya benturan atau konflik antara Pasal 8 ayat (1) huruf ¢ juncto
Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1) menimbulkan suatu pertanyaan, prosedur
manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat
Negara, apakah diberhestikan dengan hormat atau diberhentikan sementara, atau
mengambil cuti dengan pengganti atan tanpa pengganti, serta Pasal 17 huraf 4 dengan
Pasal 11, yang menyebabkan adanya perangkapan jabatan vang menyebablkan
benturan kepentingan, hal-bal tersebut sudah pasti menimbulkan suatu permasalahan
bar di dalam pelaksanaan tugas Notaris.

Schubungan dengan apz yang divraikan di ates, maka Penulis mengadakan
pembahasan lebih lanjut tentang Tinjavan Yuridis Terhadap Notaris yang
Disngkat Sebagai Pejabat Negara., ‘

1.2. Pokek Permasalahan
Sesuai dengan pembahasan sebelummya, maka Penulis  mengemukakan

pembatasan masaiah yang akan dibahas dalam Tesis ini, yakni sebagai berikut:

I Bagaimﬁna peagaturan terhadap Notaris yvang éiangkat sebagai Pejabat Negara
dalam Undang-undang Jabatan Notaris? |

2. Bagaimana efektifitas ketentuan larangsn rangkap jabatan dalam kaitannya
terhadap Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Nepara?

3. Bagaimana penyelesaian untuk menghindari pertentangan kepentingan dalam
rangkap jabstan?
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1.3. Metode Penclitian
Metode yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode penelitian Lapangan,
dengan jenis pepelitian Empiris. Penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan
Kepustakaan sebagal Data Sekunder dan juga bahan-bahan yang diambil langsung
dari Masyarakat sebagai Data Primer. Data Sekunder tersebut meliputi 12
I. Sumber Primer, berupa pératuran pmmdang—undangafz; Peraturan Menteri dan
bahas hukum lain yang tidak dikodifikasikan.
2. Sumber Sekunder, berupa buku-buku teks vang berhuburgan dengan
permasalahan, Tesis, Kumpulan Makalah, Tulisan atau Artikel yang berkaitan.

3. Sumber Tersier, berupa Kamus Begar Bahasa Indonesia

Tipologi penclitian ini adalah Eksplanatoris, berusaha mengpambarkan atau
menjelaskan iebih dalam snatu permasaishan yang terjadi, dengan metode penelitian
Problem Solution, yaitu bertujuan untok memberikan jalan keluar atau saran dari

suatu permasalahan. Alat pengumpulan data vang digunakan berupa Studi Dokumen

sebagai bahan masukan untuk penclitian dan Wawancara yang digunakan Ontuk
memperoleh informasi yang dilakukan secara langsung.

1.4. Sistematika Penulisan
Penulisan ini terdiri dari tiga bab sebagal berikut:

BAB 1: = PENDAHULUAN
Rab ini merupakan gambaran dari Penulis secara keseluruhan, vaitu
deogan menguaikan fentang latar belakang peréxasaiahan, pokok
permasalahan, metode penelitian dam bagian terakhir dari bab ini
adalah sistematika penulisan yang i:srwrupa.ka’n gambaran singkat dari’
Bab 1 sampai Bab 1. '

BAB II: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT
SEBAGAI PEJABAT NEGARA

RSri Mamudii et.al, Metade Penclitian dan Penudisan Hukur, Cet. 1, {Jakarta : Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 20083, hal, 36-31,
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BAB 1II:

Dalam bab ini menjelaskan tentang ketentuan urnum &an menguratkan
permasalahan di dalam ?&sai 8 ayat (1) huraf e juncto Pasal 3 huruf g,
Pasal 11 dan Pasal 17 huruf d Undang-undang Jabatan Notaris,
berkaitan dengan Pengangkatan Notaris sebagal Pejabat Negara dan cara

penyelesaiannya.

PENUTUP

Dalam bab Penutup ditulis tentang kesimpulan dari selurch bab

terdahulu dalam arfi kata vang tersirat daiam bab-bab tersebut,
Saran merupakan harapan, himbauan maupun jalan keluar untok
membahas masalah yang timbul.

Universitas indonesia
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BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA

2.1 TINJAUAN UMUM
2.1.1. Pengertian Pejabat, Pejabat Negara, Pejabat Publik

2.1.1.1. Pejabat

istilah  Pejabat menurt Kamus Besar Bahasa v Indonesia,
mempunyai arti sebagat “... dinas; bagian pekerjaan Pemerintah atau
sebagai Pegawai Pemerintahy; jabat....”' Pejabat merupakan individu yang
menjalankan suatu jabatan yang merupakan hak dan kewajiban ”... Jabatan
bertindak  dengan perantaraan Pejabatnya...” > Menurut E. Utrecht ,
Iabatan (ambé) adalah “... suatu lingkungas peketjaan tetap (Aring van
vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan gana kepentingan
negara (kepentingan umum)....”™

Dengan demikian hubungan antara Pejabat dengan Jabatan, bahwa
jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atan tugas yang sengaia dibuat
oleh aturan hokum  untuk  keperiuan  tertentu  serta bersifat
berkesingmbungan sehagai suatu pekerjaan fetap, agar suatu jabatan dapat

"Fim Penyusun Kamus Pusat Pembinasn dan Pengembancan Bahasa, Kumwms Umum Bahosae
Indonesia, Cet ke-16, {fakarta : Balal Pustaka, 1999), hel. 723.

I, Unecht, Penguntar Fukm Adminisirasi tndonesia, (Diakarta : Penerbitan dan Balai Buku
Ieheiar, 1963, hal. 124-125.

tbid., hal. 159.
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berjalan maka jabatan tersebut diiaksanal;an oleh manusia sebagai
pendukung hak dan kewajiban, manusiz yang menjalankan tersebut
disebut Pejabat. Mengenai Jabatan Notaris, Prof. A.G. Lubbers, menulis
dalam buku Hef Notariaas (1963} sebagal ... suatu jabatan yuridis yang
tidak spektakuler (tidak amat menarik perhatian), namun tidek kurang
mengasyikkan,...™

Pejabat adalah subyek yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan.
Pejabat yang menduduk; jabatan selaly berganti-ganti, sedangkan jabatan
terus menerus {continue), extinya Pejabat bisa digantiken oleh siapapun,
sedangkan Jabatan zkan tetap ada selama diperiukan dalam suatu stuktor
‘pemerintah atav organisasi. Hubungan antara Jabatan dengan Pejabat tidak
dapat dipisahkan, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkangan
pekerjaan fetap), sisi yang lain bahwa jabatan dapat dijalankan oleh
manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga yang mengisi
atau menjalankan jabatan disebut Pejabat atau Pejabat adalah vang
menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan
tidak akan berjalan fika tidak ada pejabat yang menjalankannya, Kata
Peiabat vfﬁbih menunjuk kepada .. orapg yang memangkn suatu
jabatan...”* Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesvai
dengan kewenangannya merapakan implementasi dari jabatan ®

2.1.1.2. Pejabat Negara

Menurut Pasal 1 ayat {4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
Pejabat Negara adalah ... pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan
tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945

“Yan Thong Kie, Srdi Notarial Beberapa Muatu Pelajaran don Serba Serbi Prakeek Notaris, Cet
ke-2, {Jekarta : PT. ICHTIAR BARU VAN HOAVE, 2000), hal.172.

* mdrobarte, Useha Memahami Undangundang Tentang Peredilan Tate Usahe Negara,
Beberape Pengerfion Dasar Hukum Tata saha Negara, Boku 1, (Jakarta ; Pusigka Sinar Harapan,
1996}, isai. 28.

*Habib Adjie (1}, Sanksi Perdata dan Adminisiratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cot
i, {Bandung : PT, Refiks Aditema, 2008}, hal, 18,
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dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang...,”’

Pejabat Negara menurut Pasal 11 ayat (1), terdiri  atas

a. Presiden dan Wakil Presiden,

b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Pennusyawaratan
Rakyat.

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada
Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada
semua badan peradilan. i
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung.
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuvangan.
Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa
penuh.

Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang- undang®

o

o o

—

e

Pejabat Negara lainnya yang dimaksud  dalam’ undang-undang
tersebut antara lain Ketua, Wakil Ketua dan anggota KPU, KPK, DPD,
DPRD, BIN (Badan Intelijen Negara), BAPPENAS, BPN (Badan
Pertanahan Nesional), Sekretaris Negara, Komisi Ombusman dan
sebagainya. .

Sejak dikeluarkannya amandemen ke-I'V Undang-undang Dasar 1945
pada tanggal 10 Agustus 2002, _keberadaan Dewan Pertimbangan Agung
(DPA) dalam Bab IV Pasal 15 dihapus, dan diganti menjadi Presiden
membentuk suatu Dewan Pertmbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Perubahan lainnya yaitu tidak
ada lagi istilah lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara, sﬁsunan dan
kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakfat, Dewan Perwakilan Daerah,

"Indonesia (2), Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 43 Tahun 1999, psl. 1 ayat (4).

Y1bid., psl 11 ayat (1).
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Dewan Perwakilan Rakyat, Dewen Perwakilan Rakyat Duaerah, adalah
sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang setara.

Pejabat Nepara vang diangkat dari Pepawai Negeri, diberhentikan
dari jabatan organiknya sclame menjabat sebagai Pgjabat Negara, tanpa
kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri, dan apabila telah selesal
menjalankan fugasnya scbagai Pejabat Négara, roaka dapat diangkat
kembali dalam jabatan organiknya tersebut.” Menurut Hoge Raad (H.R),
Pegawai Negeri adalah :

Mereka yang diangkat oleh penguzsa yang berhak  untuk
kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau merska vang bekerja
pada badan publik, misalnya negara, propinsi atau kotapraja, vang
mewakili badan it di dalam menijalankan tugasnya dan menislankan
kekuasaan yang ada pada badan ie."”

Pejabat Negara berbeda dengan Pejabat Umum (Notaris). Dilibat dari
kewenangannya, Pejabat Negara menjalankan jabatan berdasarkan Mandat
dari rakyat karena Pe¢jabat Negara dipilih oleh rakyat melalui lembaga
perwakilan rakyat, karena itu Pejabat Negara bertanggung jawab kepada
pemberi mandat, Sedangkan Pejabat Umum (Notaris) menjalankan
kewenangannya berdasarkan kewenangan afributif yaitu kewenangan yang
diatwr dalam peraturan perundang-undangan pads saat jebatan itu
dibentuk, sehingga Pejabat Umum hanya beriangguog jawab kepada
dirinya sendiri tetapi pelaksanaan jsbatannya diawasi oleh Pemerintah.

Jika dilihat dari ruang lingkup jabatan, maka Pejabat Negara meliputi
bidang Eksekutif, Lepislatif dan Yudikatif dan digaji oleh Pemerintah,
sedangkan Pejabat UUmum (Notziris) bersifat independent, tcrfepas-- dari
ketiga bidang tersebut, Peiabat Umum (Notaris) hanya menjalankan
sebagian fungsi publik dari negara khusus dalam bidang hukum perdata,

*Bid, hal. 28,

3, H.5. Lumban Tobing, Perpruran Jabaten Notaris, Cet. ke-3, (Jakarta : Erfangea, 1983), hal.
36.
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yéitu mezz;baat akta otentik, sehingge jabatan Notaris bukan jabatan vang
\ digaji oleh Pemerintah, Notaris mendapatkan honor atas jasa yang telab
diberikannya,
ULIIN juga mengamr_ mengenat Notaris yang diangkat scbagai
Pejabat Negara, berdasarkan Pasal 11 ayat {1} dan Pasal 11 ayat (2)
~ UUJN, seorang Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib
r;:wz;gamﬁil cuti'! dan mengangkst Notaris Penggantinya, ™ dan setelah
tidak lagi memangku jabatan sebagal Pejabat Negara, maka Notaris yang
diangkat sebagai Pejabat Negara tersebut dapat melanjutkan kembali tugas
jabatannya sebagai Notaris.?

2.1.1.3. Pejabat Publik

Publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang
banyak (umum),’ sedangkan menurut bahasa Latin, Publik diambil dari
kata Pyblicum yang berarti ”... milik negara, tansh milik negara, khalayak
camai, umum...” ' Dalam bahasa Belanda publik mempunyai istilah
Ge&eraaz’,  Algemeen, O;penbaar, dan Publiek. Kata Generaal
dipergunakan sebagal lawan kata khusus (Speciaal), Algemeen diartikan
schagai aturan hukum yang bersifat umum, seperii digemene Bepalingen
vat Welgeving voor Nederlands-Indie '(Ketenm Umum mengenal
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia-Stb. 1847-23), Openbaar
ditujukan untuk lembapga (hukum) yang melayani umum, seperti
Openbaar Ambtenaar, yang ditwjukan kepada Notarls sebagai Pejabat
Umum yang melayani umum dalam pembuatan akia otentik, sedangkan

“;ndezéesia(iy, Op.Cir., psh. 11 ayat (1),

2ibid., psl. 11 ayat {2).

Yrbid., psi. 11 ayat (6},

*1im Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit,, hal. 771,

BK. Prest, C.M,, J. Adi Subrata dan W.1.S. Poerwadarminta, Xamus Lafin-Indonesia, {Kanisius,
19693, hal. 699,
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Pub!iek_ merupakan sebutan untuk badan/pejabat pemérintah yang
diperlengkapi dengan kekuasasn uwmum, misalnya Publieklichaam yang
berarti badan pemerintab/umum.'®

Pejabat Publik adalab sescorang yang tugasnya berfungsi untuk
mejayani kepentingan umum, sesuai dengan kewenangan yang diberikan,
Pejabat Publik tidak hanya kepada mereka yang berkedudukan schagai
Pejabat Eksekutif (Pemerintah) saja, tetapi juga kepada Notaris vang
mempunyai jabatan independent terlepas dari kekuasaan dalam bentuk
apapun. !’

Pemerintah sebagai Pejabat Publik, mempunyai wewenang publik
yang mencakup dua hal, yaitu wewenang prealabel, vang merupakan
wewenang uniuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil tanpa
meminta persetnjuan terlebih dabulu dari siapspun baik instansi atau
orang perorangan dan wewepang €x ¢fficio, vang berarti semua keputusan
yang diambil karena jabatan yang berdasarkan sumpah jabatan, tidak
dapat dilawan oleh siapa pun. Sehingga terhadap pihek yang melawan
keputusannya dikenakan sanksi pidana (misalnya Pasal 160, 161, 211,
212, 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).

Dengan demikian, pejabat-pejabat publik mempunyai kewenangan
dalam  mengambil kepumsaz%iwputusan pemerintah  yang menjadi

" tugasnya sehari-hari dan oleh karena itu tindakan-tindakan pejabat
pemerinigh harus selalu diawasi agar tidak texjédi kesewsnang-wenangan. _
Pengawasan ini menjadi aspek yang sangat penting bagi berjalannya

- pemerintaban.
~ Dalam hal ini, jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, tugas dan
jabatan Notaris selalu diawasi oleh Majelis Pengawas yang bertugas
miclaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap NWotaris, selain itu
pengawasan juga dilakuken dalam bentuk kode etik Notaris yang

YAdjie (1), Op.Cit,, hal, 25.26.

Yihid., hisl. 28,
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merupakan sarana kontrol sosial,’®

sehingga dengan ketentuan ini, jabatan
Notaris dapat mendukung gagasan mengenai pemerintahan yang baik dan

bersih (clean and good governance).

2.1.2. Pengertian  Notaris sebagai- Pejabat Umuam, Netaris Pengpanti,
Notaris Pengganti Khasus, dan Pejabat Sémmtara Notaris.
2.1.2.1. Notaris sebagai Pejabat Umum
Notaris sebagai Pejabat Umum ditegaskan dalam bab I Pasal 1 PJN
(Ord Stbl 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang
menyebutkan ;

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk .
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan )
penetapan yang diharoskan oleh suatu peraturan umum ataw oleh
yang berkepentingan dikehendaki untuk dirgatakan dalam suatu akta
otentik, menimmin kepastian tanggaloya, menyimpan akianva dan
memberikan grosse, salinan dan kutipasnya, semuanya sepanang
pembuatan akia e olch suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.'”

““““

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (13} UUJN ™... Notaris adalah Pejabat
Umum yang berwenang untok membuat akia otentik dan kewenangan
* lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini..”" ¥
kewenangan lain vang dimaksud adalah kewenangan yang diatur di dalam
Pagal 15 UUJN dan kewenangan wyang ditegaskan dalam peraturan
perundang-undangan lainnya (di lvar ketentuan UUJN), dalam arti
peraturan perundang-undangan  tersebut menegaskan agar perbuatan
hukem tertentu waitb dibuat dengan akis Notaris (sebagai contoh Undang-
undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), -

®Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cet, Ke-2, (Bandung : PT, Citra Aditya Bakti,
2001), hal, 78. ' -

“Tobing, On.Cit., hal. 31

Pdonesia {1}, Op.Cit., pst | ayat {1).
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Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata hanya menerangkan definisi akta
otentik, ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas n‘iengenai stapa
yang dimaksud dengan Pejabat Umum, serta tidak menjelaskan tempat di
mana ia berwenang hingga batas-batas wewenangnya, sehingga pembuat
undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan
untuk mengatur- hal tersebut, dengan demikian dapat dii(atakan bahwa
UUIN dan PJN adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868
KUHPerdata dan Notarislah yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu.*"

Notaris menjalankan sebagian fungsi publik dari negara khusus dalam
bidang hukum perdata, seperti yang dimaksud dalam Openbaar
Ambtenaar, dimana Notaris sebagai Pejabat Umum bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada umum (masyarakat) dalam pembuatan akta
otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Otensitas akta Notaris
ditentukan apabila dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti
yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Jabatan Notaris tidak
ditempatkan di lembaga Yudikatif, Eksekutif ataupun Legislatif, karena
jabatan Notaris berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat
sehingga untuk menjamin kepastian hukumnya maka Notaris harus berada
di dalam posisi netral, apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga
lembaga tersebut maka Notaris tidak- lagi dapat dianggap netral. Posisi
netral tersebut berlaku pula dalam pembuatan akta, Notaris tidak
diperbolehkan untuk memuat isi akta yang memthak kliennya, karena
tugas Notaris adalah memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan
status ataupun kepentingannya, kecuali apabila melanggar peraturan
perundang-undangan. )

Dengan memperhaiikan béberapa pasal dari bebérapa peraturan
perundang-undangan yang mélegithn_asikan keberadaan Notaris sebagai
Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekeqiaan Notaris memberikan
pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk membuat akta-akta
otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pencatatan dalam buku

2T obing, Op.Cit., hal 35.
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daftar surat di bawab tangan yang dibukukan (wearmerken) serta
melakukan pendaftaran dalem buku daftar surat di bawah tangan yang
disahkan (Jegaliseren) terhadap surat-surat atau akta-akia yang dibuat di
bawah tangan (L.N. 1916-46 jo. 43).%

Menurut Pasal 3 UUIN, Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris

adalah :

oo ge

b

warga Negara Indonesia;

bertakwa kepada Tuban Yang Maha Esa;

berumur paling sedikit 27 (dua pulub tujuh} tahun,

sehat jasmani dan rohani;

berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua
kenotariatan;

telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai
karyawan Notaris dalam waktu 12 (dva belas) bulan berturut-turut
pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi
Orgamsasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

tidak berstatus sebagar pegawai negeri, pejabat negara, advokat,
atau {idak sedang memangku jabatan lain  yang oleh undang-
undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

Pengangkatan 'éan pemberhentian  Notanis  dilzkukan  oleh
Pemerintah, ** dalam hal ini adalah Menteri yang bidang tugas dan
tanggung jawabnya melipuii bidang kenotariatan, * ‘dengan éemikian
persyaratan Peiabat Umum ‘adalah seseorang yang diangkat oleh

Pemerintah depgan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di
bidang tertentu, terpenuhi oleh jabatan Netaris.”

21bid., hal, 32-35.

# Indonesia (1), Qp.Cit., psi. 3.

*1bid., psl. 2.

Bibid. psl, | ayat (14},

TTabing, Op.Cit., hal. 37439,

Universitas Indonesia
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2.1.2.2. . Notaris i’mgganti,

Motaris Pengganti adalah ... scseorang yang sementara diangkat
sebagai Nofaris untuk mengpantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau
untuk  sementara berhalangan  menjalanken  jabatannya  sebagai
Notaris...”?” Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti-
adalah "... warga negara Indonesia yang berijazah satjana hukum dan telah
bekerja sebagai karyawan kantor WNotaris paling sedikit 2 (dus} ahun
berturut-turut....”>

Notaris Pengganti oleh undang-undang diberikan kewenangan dan
kewayiban serta larangan yang sama dengan Notaris yang digantikennya,
(scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
UUIN), sehingga seorang Notarls Pengganti berhigas melanjutkan
pelaksanaan jabatan Notaris vang digantikannya, Ketentuan pasal-pasal
ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan
Notaris masih melckat pada Notaris yang digantikan.” “

Menurut ketentuan Pasal- 32 ayat (1) UUJN, Notaris yang
menjalankan cuti wajib menyerabkan Protokol Notaris kepada Notaris
Penggantinya, apabila culinyz sudah berakhir maka Notaris Pengganti
menyerahkan kembali Protokol tersebut kepada Notaris, dan Notaris
Pengganti tetap bertanggungiawalb atas sétiap akla yang dibuatnya
walaupun Pigtokol tersebut telah diserabkan.®® ‘

Susunan kepala akta yang dibuat 02#;‘3 Notaris Pengganti berbeda

_ dengan susunan kepala akia Notards yang digantikannya, yaitu ssbagal
bertkut :

Findonesia (13, Op.Cir., psl. 1 ayat{3),
Brbid  psl. 33 ayat (1)

FHabib Adlie ), Hubum Notarts Indonasia, Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004
Tantang Jabotan Notariz, Cet. 1, (Bandung : PT. Befika Aditama, 2008), hal 43,

Stndonesia (1), Op.Cit., psl. 65,
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~Berhadapan dengan sﬁya, ABC, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat
Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Jakarta Selatan,
tangeal 10-01-2005 (sepuluh Januari dua ribu lima), Nomor :
IO//MPON-IS/CT/2005, pengganti dan é(‘yz, Sagana Hukum,
Notaris di Jakerta, dengan dihadini oleh saksi-sgksi yang nama-
namanya akan disebut pada bagian akhir akia ini: n

Sedangkan susunan kepala akin Notards yang digantikan, berbunyi sebagai
berikut ;

~Berhadapan dengan saya, XYZ, Sarjana Hukum, Notaris di lakarta,
dengan dihaditi oleh saksi-sakst yang nama-namanys akan disebut
pada bagian akhir ghta ini. -

2.1.2.3. Notaris Pengganti Khusus.
Menusut ketentuan Pasal 1 ayvat (4) UUIN Notaris Pengganti Khusus
adalah

seorang yang diangkat sehagal Notaris kKhusus untuk membuat akta
tertentu schagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai
Notaris karene di dalam satu dagrah kabupsten atau kota terdapat
hanya seoraog Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan
menurat kelentuan undang-undang” ini tidak boleh membuat akta
dimaksud.*!

Yang dimaksud Notaris tidak boleh membuat akta & atas adalah
berkaitan, dengan adanya larangan @i dalam Pasal 52 ayat (1) UUIN,
dimana Notaris tidak diperkenankan membuat akia untuk diri sendit,
isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan
dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam
garis keturunan Ruwus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat,

M 1bid., psl. 1 ayat {(4).

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta BABT¥@FSitagoindonesia



20

serta déiam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi |
pihak untuk dirl perantaraan kuasa, \ '

Pengaturan Notaris Pengganti Khusus juga berkaitan dengan tempat
keduduken Notdris dan wilayah iabatan Notaris. Hal tersebut di atur di
dalam Pasal 18 UUIN -

1.” Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau
kota, :

2. Notaris mempunyat wilayah jabatan meliputi selursh wilayah
provinsi dari tempat kedudukannya.™

Jika substansi Pasal 1 ayat (4) UUIN dikaitkan dengan Pasal 18
UUIN meniadi keterntuan yang tidak berguna. Jika di scbuah kabupaten
atau kota hanya ada scorang Notaris, dan Notarig tersebul ingin membuat
akta untuk dirinya, maka Notaris yang bersangkutan datang saja kepada
Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota lain sepanjang masih
dalam provinsi yang sama, schingga tidak pelru mengangkac Notaris
Pengganti Khusus untek membuat akta untuk kepentingan Notaris yang
bersangkutan, ™

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Netaris Pengpanti Khusos sama
dengan syaral pengangkatan Notaris Pengganti, ?aim 7. wWarga negara
Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekere scbagai
karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 {dua) tahun berturut-turut....™*
Kewenangan, kewaiiban dan larangannya juga berlakn ketentuan Pasal 15,
Pasal 16 dan Pasal 17 UUIN.

Ketentuan mengenai serah terima Protokol Notaris terhadap Notaris
Pengganti Khusus berbeda dengan Notaris Pengganti. Menurut Pasal 34
ayat (2) UUJN, penunjukkan sementara Notaris f’cn%anti Khusus tidak
disertai dengan serah terima Protokol Notaris, karena ;zaci%z sant bersamaan

21vid., psl. 18.
Y Adjic {2), Op.Cit., hal. 44,

Yindonesia (1), Op.Cit., psl. 33 avat {1}

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH UI, @H?versitas Indonesia



21

Notaris yang digantikan masih  berwenang untuk  melaksanakan
Jjabatannya, schingga Protokol Notaris tetap dipegang oleh Notaris
tersebut, tetapi Notaris Pengganti Khusus wajib untuk  diambil
sumpalvjanji jabatannya {(Pasal 34 ayat (3) UUIN). MNotaris Pengganti
Khusus juga turut, bertanggung jawab atas akfa tortentu yang telah
dibuatnya, ‘

2.1.2.4. Peiabat Sementara Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Pejubat Sementara
Notaris adalah "... seorang yang sementara menjabat sebagali Notaris
untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan
atau diberhentikan sementara.” * Penunjukkan Pejabat Sementara
Blotaris dalam hal Notaris meninggal dunia, diberhentikan {dengan tidak
hormat) atau diberhentikan sementara di dalam pasal ini mempunyai
perafsiran yang berbeda dengan pasal yang diatur di dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manugia Republik Indonesia Nomor °

 M.O1-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,
Perpindaban dan Pemberhentian Notaris,

Wotaris yang meninggal dunia dan diberhentikan (dengan tidak
hormat) atau diberhentikan sementars berdasarkan ketentuan dalam Pasal
21 ayat (4), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 32 ayat {1) Permen Kum&Ham
No. M.OI-HT.03.01 Thrn. 2606, wajib menverahkan protokolaya kepada '
Majelis Pengawas (Menteri) yang kemudian akan menunjuk Notaris lain
untuk menyimpan profokol tersebut scbagai Pemepgang Sementara
Protokol Notaris,* sehingga berdasarkan ketentuan tersebut penyerahan

 dan penunjukkannya bukan kepada Pejabat Sementara Notaris, melainkan
kepada Pemegang Sementara Protokol Notaris.

B ibid., psh. 1 ayat(2).
*Indonesia {3}, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindshan dan Pemberhentian Notaris, Permen Kumé&Ham No.
M.OI-HT £3.01 Tahun 2006, pst. 21 ayat (4), psl. 34 ayat (3}, pst 32 avat (1)

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.0. AR T3igs Indonesia



Tetapi apabila pengertian meninggal dunia dalam Pasal 1 ayat (2)
dikai&m dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUIN, maka dapat
disimpulkan bahwa apabila Notaris meningpal dunia pada saat
menjalankan cuti maka Pejabat Sementara Notaris bertuges untuk
. meneruskan pelaksanaan jabatan yang belem selesai, yaitu paling lama 30
(ﬁgﬁ puiuh} hari sejak Notaris tersebut mz*:zzinggal,37 Pejabat Sementarz
Notaris memegang protokol Notaris tersebut dap akan menyerahkannya
kepada Majeli§ Pengawas Daerah paling lama 60 {enam puluh} har
terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dumia*®
Substansi Pasal 1 ayat (2) UUIN menimbulken kerancuan techadap
Notaris sehagal suatu jabatan. Notaris dalam menjalankan tupas dan
jabatannya diberikan wewenang tertentu. Notaris vang meninggal dunia
dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi,
artinya jabatan Notaris yang disandangnya iclah berhenti dan tidak akan
kembali scbagai Notaris, oleh karena itu protokol Notaris vang
beisangkzztaxt disimpan' oleh Notaris lain sebagai Pezmgaﬁg Sementara
Protokol thaés,_sedangkaa untuk Notaris yang diberhentikan sementara
make uniuk éamentara wakiu ia tidak mempuoysi kewenangan untuk
menjalankan tugas jabatannya, sehingga tidak logis apabila orang yang
sudah fidek mempunyal kewepangan (schenfara wakty), tetapi
kewenangannya itn dijalankan oleh orang lain dengan mengangkat Pej abat
Sementara Notaris.”® -

2.1.3. Sejarah Notaris

Notaris adalah salsh satu cabang dari profesi hukum yang tertus di duniz,
pada mulanya lembaga Notariat ini dibawa dari Italia ke Perancis hingga
akhirnya meluas k¢ negara-negara lain. Lembaga ini muncul dari kebutuhan

dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya,

ndonssia (1), Op.Ciz., pst. 35 ayat (3.
®1bid., psi. 35 ayat (4).

*Adiie (2), Op.Cit., hal. 42-43.
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mengenai hubungan hukum keperdataan vang terjadi di antara mereka. Sejarah
izhimya Notaris diawall dengan lahimya profesi Scribae pada zaman Romawi

kuno permulaan abad Masehi,

Scribae adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta
akan sebuah kegiatan atau keputusan, kemudian membuat salinan.
dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun pnvat yang sangat
dibutuhkan karena sebagian besar Masyarakat buta huruf.*®

... Kata Notaris berasal dart kata Norarius (majemuknya Nesarff), yang
pada zaman Romawi diberikan kepada grang-orang yang merz_zﬁ&iazakan

masa sekarang, dimana pada abad ke-dua sesudah Masehi, istilah ini menjadi
istilah bagi golongan orang penulis cepat atau Stenografer, sedanghkan tanda
atau karakter yang dipakal dalam penulisan cepat disebut Srerografie,
ditemukan olch Marcus Tuilivs Tiro pada tahun 63 BC {sebelum Masehi), pada
zaman Romawi. % Pejabat-pejubat vang dinamakan Neterii ini merupakan
pcjabatvyang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik
(umum};mgas utama Notarii adalah untuk menuliskan segala sesuatu yang
dibicarakan dalam konsistorium Kaisar pada rapat-rapat yang membahas soal di
- bidang kenegaraan,

Pada permulaan abad ke-tiga sesudah Masehi, muncul pejabat-pejabat yang
melayani publik yang dinamakan Tabelliones. Tabelliones diambil dari kata ...
tabulae yang berarti plat berlapis lilin yang dipakal untuk menulis..,”" mereka
adalah pejabat vang menjalankan topas sebagal penulis untuk publik vang
membutubkan keahliannya dalam membuat surat-surat atsu akta-akta, fetapi
surat-surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat ambrelift yaitu sifat jabatan \

““Saputro, Op.Cit,, hal. 40.

'R, Soegondo Notodisoerjo, Hukwm Noteriat di Indonecia Suatu Perjelasan, Cet2, (Yakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 1993), hal, 13,

“Saputre, Up.Cit., hal. 41,
BIbid.,
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negeri, tidak mempunyai sifat otentik sehingga kekuatannya seperti akta di
bawah tangan, oleh karema it mereka berada di bawah pengawasan
Kehakiman, ... Jabatan Tabelliones tidak mempunyai sifat kepegawaian dan
juga tidak ditunjuk atauw diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan
sesuatu formalitas yang ditentukan oleh andangmﬁm;g...,‘m sehingga jabatan
Tabelliones ini mempunyai beberapa persamaan dengan Notans pada zaman
sekarang. “

Disamping Tabelliones, terdapat pula apa yang dinamakan 7abularii, yaita
”... pegawai-pegawal yang bertugas untuk memegang dan mengerjakan buku-
buku keuangan kota-kota serta mengadakan pengawasen terhadap administrasi
dari magistrat kota...” Selain itu, mereka ditugaskan pula untuk menyimpan
surat-surat {dokumen-dokumen) bahkan diberi wewenang uniuk membuat akta,
dengan demikian publik lebih banyak mengalihkan perhatiannya kepada
Tabularii dan lebih suka mempergunakan jasa-jasa mereka di bandingkan
'de:ngaa_ Tabelliones, karena Tabularii mempunyai sifat an%bfef{jk dan berhak
menyatakan secara tertalis terjadinya tindakan-tindakan hukum.,

Sekitar abad ke-lima sesudah Masehi, kerajaan Romawi Barat diduduid
oleh bangsa Lombordic, raja-rala Longobarden menjalankan kerajaannya
dengan mempergunakan sistem pemerintaban Romawi Barat. Pada zaman itu
Notarit kerajaan diturguk dari Tabelliones yang cakap, schingga Tabellioneys
yang ziitiz;zjuk oleh kerajasn mempunyai keduduken lebih terhormat di mata
rakyat dibanding dengan Tabelliones biasa, mercka dianggap sebagal Pejabat
Istana tanpa pepgangkatan, dan nama Tebelfiones tersebut diganti menjadi
Notarius., Namun akhimya pada abad ke-delapan sesudah Masehi, Kerajaan
Lombardia ditundukkan oleh Kgrel de Grote, Raja dari bangsa Frank,

Setelah penundukkan tersebut, Karel de Grofe menjalankan kekuasaannya

dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang hukumn peradilan yang
turut memberikan pengarub besar terhadap perubahan di bidang Notariat, yaitu

ia membagi Notaris menjadi Notarii untuk Konselor Raja dan Konselor Paus,

“Tobing, Op.Ci., hal. 7.

“Notodisoerie, Op.Cit., hal. 14,
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serta Tabelio dan Clericus untuk Gereja Induk dan Pejabat-pejabat agama yang
kedudukannya lebih rendah dari Paus. Selain itu salah satu perubahan yang
terpenting yang telah dilakukan oleh Karel de Grote yaitu :

Pemberian perintah kepada para Komisaris Raja guna menjamin
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di berbagai bagian dari

~ kerajaan Perancis, untuk memperbantukan seorang Nofarius atau
Cancellarius pada badan-badan peradilan di tiap-tiap daerah kekuasaan
Graaf, terutama dengan tugas untuk menuliskan semua apa yang terjadi
pada sidang-sidang peradilan tersebut.*

Kemudian sejalan dengan perkembangan, ZYabellionat dan Notariat
Pengadilan mulai tergabung dalam satu badan yaitu Corporatie, Notarii dari
Corporatie ini dianggap scbagai satu-satunya pgjabat yang berhak untuk
membuat akta-akta, baik di dalam maupun di lvar pengadilan.

Pada abad ke-sebelas sampai dua belas sesudah Maschi, Italia Utara
menjadi sebagai daerah perdagangan utama, yang merupakan daerah asal dari
lembaga Notariat Latijnse Notariaf. -Hal ini terlihat dari ... diangkatnya Notaris
oleh Penguasa Umum, bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan
menerima honorarium atas pelayanan yang telah diberikan....”*’ Pada tahun
1888, terbitlah buku Formularium Tabellionum oleh Imerius, pendiri sekolah
Bologna, dalam rangka peringatan 8 (delapan) abad sekolah hukum Bologna.
Seratus tahun kemudian diterbitkan Summa Arfis Notariae oieh Rantero dari
Perugia, kemudian pada abad ke-tiga belas buku dengan judul yang sama
diterbitkan oleh Rolandinus Passegeri, yang kemudian juga menerbitkan Flos
Tamentorum. _

Sementara itu, kebutuhan atas profesi Notaris telah sampai di Peraneis.
Pada abad ke-tiga belas, lembaga Notariat memperoleh puncak
perkembangannya Raja Lodewijk de Heilege merupakan tokoh ketatanegaraan

%Tobing, Op.Cit., hal. 9.

“’Saputro, Op.Cit., hal. 45.
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Perancis, yang banyak berjasa dalam pembuatan undang-undang kbusus di
bidang Notariat, yang menjadj contoh bagi undang-undang selanjutnya.

Pada 6 Okiober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang
Notariat, yang menghapuskan perbedaan di antara berbagai macam Notaris
menjadi  satn jenis Notaris, dimana ”.. undang-undang terscbut juga
menghapuskan ketentuan bahwa jabatan Notaris ketentusn bahwa jebatan
Notaris dapat dijual dan diwariskan..."® Namun pada tanggal 16 Maret 1803,
undang-undang tersebut kemudiar diganti dengan Venrosewet, Undang-undang
dari 23 Ventose an XI, yang menjadikan Notaris sebagai Ambiencar dan berada
di bawah pengawasan Chambre Des Notaries, serta memperkenalkan
pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi
kepentingan masyarakat umum, agar Notaris dapat melakukan tugesnya dengan
sebaik-baiknya.””

Setelah Notariat mencapai puncak perkembangannya, maka pada abad ke-
empat belas, prbfesi Notaris mengalami kemunduran karena penjualan jabatan
Notaris oleh Penguasa yang dilatarbelakangt faktor vang, tanpa ﬂmempe}:‘nazikan'
kezhlian dan kesiapan Notaris, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian
kepada masyarakat dan berakibaf adanya ketidakpercayaan masyami;at terhadap
Notaris serta timbul ucapan-ucapan seperti ™... Ognorantia notariorum, poanis
aa;voz:atarum, yang berarti kebodohan dari para Notaris adalah pencaharian bagi
para Pengacara....””" Kemerosotan di bidarig Notariat ini tidak hanya terjadi di
Italia saja, tetapi juga di negara-negara lainnya. |

Sejarsh Notariat di Indonesia tidak lfepas dari sejarah Notariat di Belanda
dan Perancis. Pada abad ke-tujuh belas, penjajghan pemerintah kolonial Belanda
telah dimulai di Indonesia, Belanda mengadaptasi Vemiosewer dari Perancis dan
melakukan ;}myempﬁmaazz terhadap beberapa pasalnya, hingga dikeluarkanlah
i}zﬁdangwundang tanggal 19 Juli 1842 (Ned Stb ne. 20) tentang Jabatan Notaris
atau dikenal dengan Notariswet dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-

Erhid., hal. 46,
“Loc.Cit.

#Tebing, Op.Cit, hal. 11.
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undang itu juga berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia. Adapun perbedaan-
perbedaan terpenting antara Ventosewe! dengan Netariswet antara lain sebagai
beriknt :

i. Vemtosewet mengenal 3 (tiga) golongan . Notars, vakni
Hofnotarissen, Arrondissementynotarissen  dan  Kantonnotarissen,
yang berturut-turut mempunyai tempat kedudukan dan menjalankan
tugas jabatannya di selurub daersh hukum den “Cerechishof™,
»Rechtbank”, “Kontongerechi”. Notariswed hanya mengenal satu
macam Notaris dan tiap-tiap Notaris, dengan tidak mengadakan
pembedaan, berwenang untuk menjalankan tugas jabatannys di
seluruh daerah hukoun dari "Kechthank™, di dalam daerab hukum mana
Notaris itz bertempat kedudukan.

ii. Berdasarkan ketentuan dalam Venfosewet diadakan yang dinamakan
“Chambres des Notaires” yang mempunyal tugass razxgkap, yaitu
melakukan pengawasan terhadap para Netans dan mengup para
Notaris, Oleh karena badan ini menurut penilaian pembuat zz:zéa:zg»
undang tabun 1842 di dalam menjalankan tugasnya tidak mencapal
tujuznnya, maka badan ini dibapuskan dan pengawasan terhadap para
Notaris diserahkan kepada badan-badan peradilan, sedang tugas untuk
mengadakan ujian para Notaris mule-mula dipercayakan kepada

“gerechichover” dan kemudian dalam tghun 1878 dijadikan Ujian
Negara,

iii. Vemiosewst mengharuskan adanya suaty masa magang bagi para calon
Notaris selama & (onam} tshun dan penyershan sertifikar vang
dinamakan “certificate de moralite et de copocite” (keterangan
berkelakuan baik dan memiliki kecakapan) dad calon pelamar vang
diberikan oleh “ Chambre de discipline” dari daerah hukum kamar, di
mana calon Notards itu hendak menjalankan tugas jabatannya, Dalam
tahun 1842 masa magang inl dihapuskan berdasarkan pertimbangan
vang semata-mata bersifat teoritis dan tidak tepal, bahwa tidak
menjadi soal darimana seseorang mendapatkan keabliannya itn, asal
saja ia memilikinya dan lagt puls suatu jangka wakta tertente mungkin
bagi seseorang adalah terlalu lama, sehingga sebagal penggantinya
diadakan Uljian Negara,

iv. Menurut Vemrosewe! suatn akia Notaris hanya dapat dibuat di hadapan
2. (dua) Notaris tanpa saksi-saksi atau di hadapan seorang Notaris dan
2 (dua) orang saksi. Notariswer 1842 menghapuskan ketentuan itu dan
menetapkan pembuatan akta dilakukan dihadapan seorang Notaris dan
2 (dua) saksi, kecuali untuk pembuatan akia superskripsi dan surat
wasiat rahasia, deng&n ancaman  batal demi hukwn jika tidak
dilakukan demikian,’

3 ibid., hal. 13-14.

*
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Notaris pertama yang diangkat ;li Indonesia adalah Melchior Kelchen,
Sekretaris dar] College van Schenpenen di Jakarta, pada tanggal 27 Agustus
1620, ia menjabat jabatan Netarius Publicus dalam wilayah kota Jakarta dan
menjalankan jabatannya itu secara baik dan pdtut selayaknya seorang Notaris,
Selanjutnya, untuk’ memenuhi kebutuban akan Notaris di Jakarta serta di Iuar
kota Jakarta, mzka berturut tunst diangkal beberapa Notaris lainnyva oleh
penguasa-penguase ssterpat, dengan demikian Notariat mulai berkembang di
wilayah Indonesia. '

Pada tahun 1833 (Srbl No. 71} dengan Resolusi Gubemur fenderal 7 Maret
1822 No. 8, dikeluarkan Instruksi untuk Notaris (/nsiruciie vaor de Notarissen),
yang mengatur lebih luas mengenai jabatan Notaris. Kemudian pemerintah
Belanda mengeluarkan kembali peraturan perundang-ondangan bam mengenai
Notariat di Indonesia, yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan - -
Notariat ¢ Belanda, schinggs pada tanggal 26 Januan 1860 diundangkaniah
Reglement op het Notarisamibt in Nederlands Indie (Stbi 1860 No.3) yang
berlaku pada tanggal 1 Tuli 1860, dan dikenal sebagai Poraturan Jabatan Notaris
{selanjutnyz disebut PIN), menggantikan Imstructie voor de Notarissen
séhingga undang-undang kenotariatan vang berlake di Indonesia sekarang
adalah berakar dari peraturan kenotariatan Perancis yang telah disempurnakan
oleh Belanda. ©... Peraturan Jabatan Notaris sdalah copie dari pasal-pasal dalam
Notariswet yang berlaku di Indonesia... ’

Sétﬁiaix Indonesia  merdeka, terjadi kekosongan Pejabat Notaris
dikarenakan Notarss vang berkewarganegaraan Belanda harus meninggalkan
jabatannya di Indonesia, schingga Pemerintah mengundangkan Undang-undang
Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.
Pasal 4 undang-undang ini mengatur bahwa untuk menjadi Wakil Notasis
{sementara) tidak perlu lulus ujian keseluruban tetapi cukup satm atauv dua
bagian dari ujian, bagi mercka yang telah memiliki jazah dianggap cokup
memiliki pengetashuan dan keterampilan, Hal ind dilakukan karena situasi dan
kondist yang mendesak, guna mengisi kekosongan Pejabat Notaris di Indonesia,

Ssaputro, Op.Cit., hal. 48,
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Setelah keadaan Notaniat di Indonesia sudsh mulal membaik, Pemerinizh
tetap mempertabankan PIN  sebagai  satu-satunya ﬁnﬁang»«undang yang
mengatur kenotariatan di Indonesia. Dalam hal ini apa yang diatur di dalam PIN
tersebut banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.
Hingga pada tanpgal 6 Oktober 2004, diundangkaniah Undang-undang Nomor
30 tahun 2004-tentang Jabatan Notaris, vang tidak terlepas dari perjuangan
Tkatan Notaris Indonesia (INI) sejsk tahun 1970an, dalam membaﬁgzm undang-
undang kenotariatan yang baru dan sejalan dengan perkembangan hukum dan

ekonomi di Indonesia.

2.1.4. Cuti Notaris

Pengertian cuti mepurut Kamus Besar Bahasa Indsnesia, mempunyai arti
scbagai “... lbur, tempoh, pakansi; beberapa lamanya tidak bekerja (untok
beristirahat d=b), perlop...,”™ Notarls oleh undang-undang diberikan hak untuk
mengajukan cuti dengan jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua
belag) tahun selama merzg'aiankén jabatannya.” Dengan ketentuan hak cuti dapat
diambil setelah Notaris menjalankan jobatannya selama 2 (dua) tahun,** oleh
karena itu apabila Notaris hendak menggunakan hak cutinjfa maka ia
diwajibkan untuk menjalankan jabatannya terlebih dahulu serta diwajibkan
untuk menunjuk seorang Notaris i’eﬁggan{i.s‘s

Ketentuan mengenai cuti Notaris distur pula di dalam PIN, jika
dibandingkan dengan peraturan vang berlaka di Belanda, maka terdapat
perbedaan-perbedaan sebagai berikut

1. Notaris di negeri Belanda dapat tanpa cuti meninggalkan tempat
kedudukannya selama 14 (empat belas) hari, sedang Notans di -
Indonesia hanya selama 3 (liga) hari berturut-turut,

Tim Penyusun Kamus Posat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Ci7, hal. 218.
Sndonesta (1), Op.Ciz, psl. 26 ayat (3).
Sibid., pst. 25 ayat (2).

" bid,, psl, 25 ayal (3).
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2. Norariswer hanys mengenal satw macam cuti, yakni cuti atas
permintaan dari Netaris itu sendiri, sedang PIN mengenal 2 {dua)

macanm cul, yakni cuti atas permintaan Notaris sendiri dan cuti karena -

berhalangan sementara, yang diberikan atau atas pemmintaan atau
karena jubatan. i negeri Belanda tidak diberikan cuti dalam hal
Notaris berhalangan karena sakit atau sebab lain, akan tetapt diadakan
pengganti dart Notaris itu berdasarken ketentuan dalam psl 53
-Notariswet, yakni atas permintaan Notaris yang bersanghutan atau
isterinya atau salah seorang dari keluarganya sedarah atau keluarga
semenda,
3. Lamanya cuti bagi Notaris di Belanda tidak terbatas, sedang untuk cat
bagi Notaris di Indonesia diadakan pembatasan,
4. Cuti bagi Notaris di negeri Belanda diberikan oleh satu instansi, sedang
di Indonesia boleh lebih dari satu instansi.”’

PIN juga membertkan penjelasan mengenai pejabat-pejabat mana yang
berwenang untuk memberikan cuti dan untuk berapa lama cuti dapat diberikan
oleh pejabat-pejabat tersebut, yaitu dijelaskan sebagai berikut :

a. culi yang lamanya tidsk lebih dari 6 {enam) bulan, demikian juga .

perpanjangan dan cuti sedemikian, yang keseluruhan jangka waktunya
tidak melebili 6 (enam) bulan, diberikan oleh Xetua Pengadilan Negeri
dari tempat di mana Notaris mempunyai kedudukan;

b, cutl yang lamanya lebih darfi 6 (enam} bulan dan perpaniangan cuti
sedemikian, dengan tidak mengindahkan berapa lamanya perpatjangan

cuti iy, demikian juga perpanjangan cuti yang dimaksud pada suba di

atas sampal jangka waktu lebik dari 6 {¢nam) bulan, diberikan oleh
Menteri Kehakiman; ] :

¢. untuk cud dan  perpanjangan cuti  dalam  hal banding,
diberikan/ditetapkan oleh Presiden {(dahulu Gub. Jenderal).>

Sedangkan di dalam UUIN, prosedur pengajuan hak cuti Notaris diuraikan
di dalam Pasal 27 hingga Pasal 32, seorang Notaris dapat mengajukan
permohonan cuti yaitu dengan cara tertulis dan disertai usulan penunjukkan
Notaris Penggantinya. Permmohonan tersebut kemudian digjukan kepada pejabat
yang berwenang memberikan izin cuti, dengan ketentuan diajukan kepada :

 Tobing, Op.Cit., hal. 74,

* 1pid., hal, 88,

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH U"@?ﬁ%rsﬁas indonesta



31

. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka wakfu cuti tidak lebih dari
6 {enam) bulan,

. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6
{enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atay

! Mq]ehsa; Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (sam)
tahun,

Sehingga, apabila seorang Notaris yang bertempat kedudukan di

Kc;tamaéya Jakarta Selatan ingin menggunakan hak cutinya selama 2 (dua)
bulan dalam rangka menunaikan ibadah haji, maks Notaris tersebut mengajukan
permohonan cutinya kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan, karena
i2 menggunakan hak cutinys tidak lebih dar 6 (enam) bulan dan

mengajukannya Kepada Majelis Pengawas Daerah tempat dimana Notaris
tersebut berkedudukan. '
Permohonan cuti dapat diterima atau ditolgk oleh pejabat yang berwenang,

.penolakan  permohonan cuti harus  disertal denpan  alasan  penolakan.
Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Permen Kum&Ham No. M.O1-HT.03.01 Thn,
2006, alasan ditolaknya permohonan cuti antara lain

a. Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum

mencapai 2 {dua} {shun efhitung seiak mﬂiakm sumpah jabatan
Naotaris; '

. Notaris yang bersangkutan telab menjalani cuti selama 12 (dus belas)
tahun; atau

. Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36
avat 2 (yaxiu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang waiib untuk
dilampirkan}.®

Surat permohonan wajib dilampirkan dengan dokumen berupa

. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris
yang disahkan oleh Notaris;

Fndonesia (1), Op.Cit., psl. 27 ayat (2).

®1ndonesia (3), Gp.Cit., psl. 38 ayat {2).
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Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris;
Fotokopi surat yang menjadi dasar untuk culi yang disahkan oleh
Notaris;

4. Asli sertifikat cuti Notaris.®!

el o

Sertifikat cuti memuat data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku
register cuti Notaris serta ditandatangani oleh Majelis Pengawas. Permohonan
sertifikat cuti digjukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) har
setelah Notarls yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris dan diterbitkan
dalam waktu paling lama 30 {tiga puluh} hari terhitung sejak permohonan
diterima sccara lengkap.

Peimohonan sertifikat cuti wajib dilampirkan dengan dokumen berupa ;

&

Fotokopi surat keputusan pengangkatan Notaris yang disahkan oleh
Notaris;

Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
Kertas dobel folio 2 {(dua) lembar;

Meterai secukupnya 2 (dua2 lembar; dan

Perangke pos secukupnya. 2

& 0.6

Notaris vang mengajukan permobonan enti wajib menyampaikan laporan
permohonan ceti denpan melampirkan sertifikat cuti dan harus sudah diterima
oleh Majclis Pe;zgawas dalam waktu paling lama 34 (tiga puluh) har sebelum
wakiu cuti dimulal, kecuali ada alasan lain yang dapat diterima,

Apabila permohonan cuti difolak, maka Notaris dapal mengajukan banding
kepada Majelis Pengawas Wilayzh jika penolakan permohonan cuti tersebut
dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah, dan apabila penolakan

- permohonan cuti dikeluarkan olch Majelis Pengawas Wilayah dapat diajuken
banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Setelah  seluruh  persyaratan-persyaratan i atas  telah  dilengkapi,
pennohonan culi dapat diterima oleh pejabat vang berwenang dengan

“ibid, psh 39 ayat (2).

1hid., psl 40 ayat (3).
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mengeluarkan surat keterangan izin cull, dimana menurut Pasal 29 ayat (1)

DUIN, surat kelerangan tersebut paling sedikit memuat ;

.. Nama Motaris;

. Tanggal dimulai dan berakhimya cuti; dan

c. Nama Notaris Pengganti disertai dokumen vang mendukung Notaris
Pengganti tersebut sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-

. undm:zgazz.f’3

[l -]

Dolkumen vang mendukung Notaris Pengganti adalah sebagai berikut

1. Fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disabkan oleh
pergurpen tinggi yang bersangkntan:

2. Fotekopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;

3. Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;

4. Fotokopi akta perkawinan bagi vang sudah kawin vang disahkan oleh
Notaris; ;

8. Surat keterangan kelakvan baik dard kepolisian setempat;

6. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;

7. Pasfoto terbaru bgrwama ukuran 3x4 cm sebanyak 4 {empat) lembar;

. dan :
8. Daflar riwayat hidup.*!

Dengan ditunjuknya Notaris Pengganti, maka Notaris yvang menjalankan
cuti walib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Pengpantinya, dengan
ketenfuan apabila cutinya sudah berakhir, Notaris Pangganﬁ tersebut akan
menyerahkan kemball Proiokol tersebut kepada Notaris yang bersangkutan.
Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris,

2.1.5. Akta Notaris,
2.1.5.1. Pengertiap Akia Notaris sebagai Akta Otentik
Menurut Prof. R. Soebekti, S.H yang dinaroakan Akia adaish ...
suaty tulisan yang memang dengan sengaia dibuat untuk dijadikan bukt

“indonesia (13, Op.Cit,, psl. 29 ayat (1)
% ibid,, penjelasan psl. 29 ayat (1) huruf ¢,

iV n i
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tentang suatu peristiwa dan dita.ndatangatzi\m,”‘ss sedangkan Dr, Sudikno
Mertokusuma, S.H. berpendapat bahwa yang dimaksud akta adalah ™.,
surat yang diberi tanda fangan yang memuat perisiiwa-peristiwa yang
menjadi dasar dari suatu hak ateu perikatan vang dibuat sejak semula

“dengan sengaja untuk pembuktian...,” % agar suatu surat disebut Akta
maka ' )

a, Surat harus ditendatangani. .

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akia
ditentukan dalam Pasal 1874 ayat (1) KUHPerdata, vang berbunyi :

Sebagal tulisan-tulisan di bawzh tangan dianggap akta-skta
yang ditendatangani di bawah tangan, surat-surat, register-
register, surat-surat grusan rumah tangga dan lain-lain fulisan
yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum %

Tujuan dari keharusan ditandatangani adalah untuk memberikan
ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan
akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai
ciri tersendinl yang berbeda dengan tanda tangan orang lain, dan
dengan penandatanganannya, seseorang dianggap menj amin fentang
kebenaran dari apa yang ditulis dalam akia tersebut.

b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesnatu hak atau
perikatan,

Surat terscbut harus berisikan siatu keterangan yazzé dapat "

menjadi bukti yang dibutubkan, dan peristiwa hukum vang disebut

“R. Subekti (1), Hukum Pembuksian, (Jakarts - Pradnya Paramita, 1987), hal 27.

“Sanaryati Hartono, Penelition Hukum i Indonesia pade Akhir Abad ke-28, Cet. ke-1, {Bandung
: Alumnid, 1994}, hal. 33.

5 Kitab Undang-usndang Hukum Perdata (Burperiiik Wetboek), Op.Cit., pst 1874 ayat (1}
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dalam surat haruslah inempakan peristiwa bukum yang menjadi

dasar dari suatu hak atan perikatan,
¢. Surat diperuntukkan scbagai alat bukti.

Surat dibuat secara sengaja untuk dijadikan alat bukti. Menurut
ketentuan Aturan Bea Materai Tahun 1921 Pasal 23 ditentukan
bahwa semua tanda yang ditandatangani yang diperbuat gebagai
bukii;zya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat Hokum
Perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp. 25,- {dua pulubh
iima Rupialt). Oleh karena ilu sesuata surat yang akan dijadikan alat
pembuktian di pengadilan harus ditempeli bea materai secukupnya
{sckarang sebesar Rp. 6.000,- {enam ribu Rupizh}).

Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut di atas, maka surat
jual beli, surat sewa menyewas, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta,
karcna dibuat sebagai alat bukti dard suat peristiwa bukum dan
ditandatangani oleh vang berkepentingan, "

Alat-alat bukti yang di atur di dalam Pasal 1866 KUHPerdata, terdin
atas: ‘

Bukts tulisan;
RBukti dengan saksi-saksi;
Persangkaan-persangkaan;

Pengakuan;
Sumpah;ﬁa_

LR S S

Akta Notaris adalah dokumen atau akta resmi yang dikeluarkan oleh
Notaris berupa alat bukti tulisan yang merupakan safah satu dari alat-alat
bukti yang diatur di dalam pasal tersebut, yang mempunyai kekuatan
pembuktian mutiak dan mengikat. Akta Notaris sebagai akta otentik tidak
perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbeparannya

Brbid,, psl 1866,
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tidak dapat dibuktikan, tetapi akta otentik itu masih dapat dilumpubkan
oleh bukti lawan, ”... terhadap pihak Kketiga alat bukti aktz otentik i
merupakan slat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas yaitu bahwa
penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim....”® Akia Notaris
merupakan bukti yang sempurma dan merupakan cara pembuktian yang
paling utamsa, 7° jika selurvh ketentuan prosedur pembuatan akta
terpenuhi, namun apabila prosedur tersebutl tidak dipenuhi maka akte
tersebut mempunyat kekuatan pembuktian sebagai akia di bawah tangan.

Berdasarkan Ketentuan Umum Bab | Pasal 1 ayat (7) UUIN, akta
Notaris ™... adalah akta otentik yang dibuat oleh atan dihadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan,,.”’" Akta yang dibuat oleh
Notaris disebut Reloas dkta atan Akia Berita Acara, yang berupa uraian
Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para
pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak ditvangkan ke dalam Akia
Notaris. Sedangkan Akta yang dibwat dihadapan Notaris disebut Partij
Akta atou Akia Pihak, yaitu berupa ureian atau pernyataan para pihak
yang diberikan di hadapan Notaris, untuk ditvangkan ke dalam Akta
Motaris.” Akta otentik tidak hanya dibuat oleh Motads, tetapi juga olch
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pemabat Lelang, dan Pegawai
Kantor Catatan Sipil.”

Adapun perbedaan yang dapat diuraikan antara alat bukti akta Notaris
sebagai akia otentik dengan” akia vang dibust di bawah itangan, yaitu A
sebagai berikut :

“Sudikno Mertokusumd, Hukum Acara Perdata nfonesia, Cet. 2, {¥ogvakarts : Liberty, 1985),
kal. 123, : -

R Subekti (2}, Pokok-Pokok Hukun: Perdata, Cet. XX V1, (Jakarta : PT, Intermasa, 1994}, hal.
180.

MSubekti (1), Op.Cir., hal. 28.
Probing, Op.Cir., hal. 51.

M. Ali Boediarto, Kamplilasi Kaidak Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata
Serengah Abad, {Yakarw | Swa Justitis, 20053, hal, 148,
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Keterangan Akfa Notaris sebagai | Akta di Bawah Tangan
Akta Otentik

Dasar Hukam Pasal 1 ayat (7) UUIN, Pasal 1875 KUHPerdata
Pasal 1868 KUHPerdata

Bentuk Dibuat dalam bentuk yang | Dibuat dalam bentuk
sudah ditentukan oleh | yang tidak ditentuken
undang-undang (Pasal 38 | oleh undang-undang,
UUJIN), dibuat dihadapan | tanpa perantara atau
Pejabat-pejabat yang tidak dihadapan Pejabat
diberi wewenang dan di Umury vang berwenang.
tempat i mana akia '
tersebut di buat

Kekuatan Mempunyai kekuatan Menmipunyai kekuatan

Permbuktian pembukiian yang pembuktian sepanjang
sempurna. Kesempurnaan | pama pihak mengakuinys
akta Notaris sebagai alat {mengakui apa yang ada
buksi, maka akw tersebut | di dalam skia dengan
harus dilihat apa adanya, | membubuhkan tanda
tidak pertu dinilai atay tangannya} atay tidak
ditafsirkan lain, selain ada penyangkalan dari
yang tertulis dalam akia salah satu pihak. Jika
tersebut. ada salah satu pibak

yang tidak mengakui,

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH Ul, 2009
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maka beban-pembuktian \

diserahkan kepada pibak
yang menyangkal
tersebut, dan penilaian
penyangkalan
diserahkan kepada
Hakim.
Tanggal Akia Menjamin kepastian Tidak menjamin
tanggal {Pasal 1 PJN). kepastian tanggal.
Kekuatan Grosse Akta Otentik Tidak mempunyai :
Eksekutorial meripunyal kekuatan kekuatan eksekutorial
eksektorial seperti
putusan Hakim (Pasai |
angka 11 UUINYL
Kehilengan Akta | Hilangnya Akta Otentik Hilangnya Akta
lebih kecil, karena Minuta | Dibawah tangan lebih
Aktanya disimpan oleh besar dan asli dari akta
Notaris sebagai bagian tersebut tidak dapat
dari Protokol Notaris. digantikan.

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., Ajislit@f8Ras lndonesia



39

2.1.5.2. Syarat Akta Notaris

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, keotensitasan suatu Akta Notaris
ditentukan apabila memenuhi syarat-syarat scbhagai berikut

a. ‘Akta itu harus dibuat oieh {door) atau di hadapan (ter overstaan)
seorang Pejabal Unnum.

b. Akta itu barus dibuat dalam bentok yang difentukan oleh vndang-
undang.

¢ Pejabat Umura dleh — atau dibadapan siapa akta itu dxbuaz, harus
mempunyal wewenang untuk membuaat akia tersebut,”’

Sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon, bahiwa syarat
akia otentik .vaitu ... di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
onddang {bzszzwkﬁya bako) dan dibuat olch dan dibadapan Pejabat
Umum..” Serta dijelaskan pula oleh Irawan Seerodje, bahwa syarat
formal suatu akia otentik apabila memenuhi 3 {(tiga) unsur ¢senselia,

yaifu®

Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

Dibuat oleh dan di hadapan Peighat Umum.

¢, Akta yang dibuat oleh atau dibadapan Pejsbat Umum yang
berwenang untuk itu dan i tempat dimana akia itu dibuat™

o

Adapun menuryt C.A. Kraan dalam bukunya yang befjudul De
Authenticke Akie, bahwa akia otentik merpunyal oiti-ciri sebhagai berikut

v a. Suatu tulisan, d@ngan sengaja zifi:uai. sema{a»mata untuk
dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana

¥Ritab Undang-undang Hukum Perdata {Burgerlitk Wetboek), Op.Cit., psl 1868,

Pphilipus M. Hadjon, “Formulir Pendaftaran Tanch Bukan Akta Otertik) Surabaya Post, (31
Janusri 2001y 3.

Myrawan Scerodjo, Kepastion Fukam Hak Ares Tanah di Indonesia, (Surabaya © Arkola, 2003),
hal. 148.
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disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat
yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau
hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

b.  Suatu fulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dan
pejabat yang berwenang.

¢. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan
tersebut mengatur fata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya -
memuat  ketentuan-ketentuan  mengenai  tanggal, tempat
dibuatnya akia suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan
pejabat yang membuainya, dala dimana dapat  diketahui

. mengenat hal-hal tersebut).

d. Secrang psiabat yang diangkat ofeh Negara dan mempunyai sifat
dan pekerjaan yang mandiri {onafhankelijk-independence) serta
tidak memihak  (ompartiijdigheid-impartiality} dalam
menjalankan jabatannya.

g, Pemnyataan dari fakta atau tindakan yang discbutkan oleh peiabat
adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.”

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan terscbut di atas,
maka dapat divraiken dan ditarik kesimpulan, bahwa syarat-syarat suaty
akta otentik adalah apabila memenubi ketentuan Pasal 1868

- KUHPerdata, vaita -

1. Akita dibuat oleh (door) atav di hadapan (ter overstaan) Pgjabat

Umum.

Berdasarkan ketentuan d&i dalam Pasal 1 ayat (7) UUIN, bentuk
dan tata cara yang ditetapkan terhadap Relgay A&ta atau Partif Akva
mengacu kepada Pasal 58§ ayat (2) UUIN, yaitu harus dicatatkan
setiap hari dalam Dafiar Akta (Repertoriuen), baik dalam Minuta
akta maupun Originali, dengan mencantumkan nomor urut, nomor
bulan, tanggal, sifet akta, dan nama-nama para pihak vang
menghadap. -

Pembuatan akta-akta ini didasarkan pada keinginan atan
kehendak para pihak, dimana menurut Pasal 15 ayat (2) buref ¢

T Herlien Budiono, *Netaris dan Kode Etiknya" (Makalsh disempaikan pads Upgrading &
Refreshing Ceurse Nasional thatan Notaris lndonesia, Medan, 30 Maret 2607}, hal. 3.
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4]

UUJN, seorang Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan
hukum sehubungan dengan pembuatan akla tersebut, baik Releas
Akta atav pun Partij Akta sehingga apa yang dituangkan di dalam
akta merpakan kehendak para pihak.

Perbedaan antara Relaas 4kra dan Parij Akta dapat diuraikan
sebagal berikut : : o

Keterangan Partij Akia Relaas Akea

Definisi Akta Parti Notaris
mencantumkan secara | menerangkan alau.
otentik memberikan dalam

keterangankeierangan | jabatannya scbagai

dari orang-orang yang | Peiabat Umum

bertindak sebagai kesaksian dari semua
pihak-pihak dalam apa vang dilthat,
akta, hahwa orang- disaksikan dan
orang yang hadir dialaminys, yang
tarsebut telah . dilakukan oleh para
menyatakan pihak.
kehendaknya dan
dicantumkan di dalam
akta,
Tanda  tangan { Merupakan suatu Tidak merupakan
para pihak keharusan dan syarat | keharusan bagi para

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D.l,’ﬂymw !ndamgia
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keotensitasan akta. prhak untuk
Minimal berupa menandatangani
keterangan mengenat | akta, cukup Notaris
alasan tidak yang memberikan
ditandatanganinya akta | keterangan di dalam
ity oleh para pihak, . akta dan akta
yang dicantumkan olshi | tersebut tetap
Notaris pada akhir ofentik.
akta.
Keébenaran isi Dapat digugat terhadap | Tidak dapat digugat,
akia isi akta, tanps kecuali dengan
mennduh akan menuduh bahwa akta
kepalsvannya, dengan | itu palsu.
menyatakan bahwa
keterangan yang
tercanturn di dalam
akta adalah tidak
benar.
Contoh | Akta Hibah, Jual Beli, | Berita Acara RUPS,
Sewa Menyewa, Akta Pencatatan
Wasiat, Kuasa, Bundel, dan
Pengakuan Hutang, sebagainya.
dans sebagainya.

2. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.

Sebelum

jahir

UJUIN, kenotariatan i Indonesia  diatur

berdasarkan Instuctie voor de Naotarissen Residerende in Nederiands

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH U"ﬁ?ﬁ%’ensi:aa tndonesia
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Indie dengan Stbi. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, yang kermudian
dirubah menjadi Regz‘émem op Het Nolaris Ambt in Indonesie {Sth.
1860 : 3), yang dikenal sebagat PIN. Peraturan-peraturan tersebut
tidak berbentuk undang-undang, melainkan hanya berbentuk
Reglement. Hingga Oktober 2004, Iahirlah UUIN sebagai peraturan
. kKhusus di bidang kenotariatan berbentuk undang-undang. UUIN ini
menjadi pedoman yang mengatur segala hal-hal vang berkaitan di
bidang kenotariatan, termiasuk mengenai bentuk Akta Notaris, yang
diatur di datam Pasal 38 TUIN, yaitu setiap Akta Notaris terdiri dari
kepala akig, badan aktz dan penutup akia.

. Pgijabat Umum oleh — atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
Wewenang Notaris meliputi 4 {empat) hal, yaitu :

a. Notaris harus berwenang sepanjang vang menyangkut akia
yang dibuat itu, B
Seorang Pejabat Umum hanya dapat membuat aka-akia
tertentu, yakni akie-akia yang ditugaskan atau dikecualikan
kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b, Notaris harus berwenang sepanjang mengenal orang-orang
untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
Notaris tidak berwenang untuk membuat akea untuk
kepentingan setiap orang, axisalnya dalam Pasal 52 UUIN,
Notaris tidak diperbolehkan membuat akfa, untuk diri
sendiri, isterifsvami, atau orang laln vang mempunyai
hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena
perkawinan maupun  hubungan  darabh  dalam  garis
keturunan- lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa
pembatasan derajat, dan dalam garis ke samping sampai
dengan derajat ketiga, serta menjadi pthak untuk dir
senditi, maupun dalam suaty kedudukan ataupun
perantaraan kuasa. Maksud dan fujuanoya adalah untuk
mencegah  terjadinya  tisdakan  memihak  dan
penyalahgunaan jabatan,

PNotodisoerjo, Op.Cit., hal, 24-25.
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Notaris harus berwenang sepanjang mengepai tempat
dimana akta itu dibuat.™

Hal ini dapat dijalankan denpan ketentuan :

- Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya
{membuat akta} di luar tempat kedudukannya, maka
Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan
dibuat,

~ Pada akhir akta harus disebutkan tempat {kota atau
kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akia.

~ Menjalankan tugas jabatan di  luar fempat
kedudukan Notaris dalam wilaysh isbatan satu
propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau

va tidak terus menerus (Pasal 19 ayat (2) UUIN).Y

Dengan demikian, Notaris hanya berwenang membuat akta
di tempat wilayah isbatannys, sedangkan akta yang dibuai
di fuar wilayah jsbatannya adalah tidak sah.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai  wakiu
pembuatan 2kt itu, :

Notanis tidak berwenang membuat akia selama ia masih
cuti atau diberhentikan dari jabatamnya, schingga wntuk
mengisi kekosongan maka Notaris yang bersangkutan
dapat mepunjuk Notaris Pengganti (Pasat 1 ayat (3) UUIN)
atan Pejabal Sementara Notaris {Pasal [ ayat (2) UUIN),
demikian juga Notaris tidak boleh membuat akia sebelum
12 memangku jabatannya vyaitu sebelum diambil _
sumpahnya,

Apabils dar ketiga persyaratan di ates, ada salah satu yang tidak
terpenuhi, maka akia yang dibuat menjadi tidak otentik dan mempunyai
kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Probing Op.Cit., hal, 49.

®Adjie (2), Op.Cit,, bal. 133
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2.1.5.3, Bentuk dan Isi Akta Netaris

Aksz Notaris baik yang dituat di hadapan atau oleh Notarls bentuk
dan isinya ditentukan di dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari :

(1) Sectiap Akta Notaris terdiri dari :
a. awal akia atau kepala akia;
b. badan skta; dan
c. akhir atau penuotup akta,
(3} Awal akta atzu kepala akta memuat :
a, judul 2kta;
b. nomor akta;
¢. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
. d. nama lengkap dan termpat kedudukan Notaris.
(3) Badan akta memuat :
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewargancgaraan,
pekeriaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para
- penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. ist akia vang merupakan kehendak dan keinginan dart pihak
yang berkepentingan; dan
d. nmama lengkap, tempat dan tangga! lahir, serta pekerjaan,
. jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi
pengenal.
{4} Akhir atau penutup akta memuat ;
a. uraian tentang pembacaan akta schagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf | atan Pasal 16 ayat {7);
uraian tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari Hap-tiap saksi akta; dan

¢. uraian tentang tidak adanya perubshan yang terjadi dalam -

pembuatan akta atau uraien tentang adanya perubaban vang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian,

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khoses dan Pejabat
Sementars NWotarls, selain memuat ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, ayat (3), dan ayat (4), juga memuat
nomor dan tang§ai penetapan pengangkatan, serfa pejabat yang
mengangkatnya, ‘ _

Mndonesia {13, Op.Cit., psl. 38.

Universitas Indonesia
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Bentuk dan isi akta yang diatur dalam Pasal 38 UUIN mempunyai
perbedaan dengan susunan yang ada di dalam PIN, yaitu susunannya
terdint dari ;

Judul dan akia;

2. Kezam&gamk&te:angaa dari Netaris mengenai para penghadap
atau atas permintaan siapa cimuat berita acara atau lazim
dinamakan "komparisi”;

3. Keterangan pendahuiizan dari para penghadap (jika ada) atan
lazim dinamakan “premisse™

4. Isi akta itu sendin, berupa syarat-syarat dan ketentuan-kefentuan
dari  perianjian  yang disetujui oleh pihak-pthak yvang
bersangkutan;

5. Penutop dani akta, vang biasanya didahului oleh ;::zrkataan

perkataan : "Maka z;kta ini” dan seferusnya afau “Akta in

dibuat” dan setcrusnya,*

[
*

Perbedaan antara kedua peratucan ini terfihat di ﬁiaiém kepala akia
dan badan akta. Dalam PIN, kepala akta hanya memuat judul,
keterangan-keterangan tempat kedudukan Notaris dan nama-pama para
penghadap, sedangkan dalam Pagal 38 avat (2) UUIN, memuat judul
akta, nomor akta, pukul, hari, ftanggal, bulan dan tahun, dan nama
lengkap serta tempat kedudukan Notas. Sedangkan perbedagn vang
terlihat di dalam badan akta yaitu mengenai identitas para penghadap,
dimana di dalam PIN hal tersebut merupakan bagian dari kepala akta,
sedangkan memurut UUIN, identitas para penghadap adalsh bagian dari
badan aka ®

Kepala akta Notaris merupakan syarat subyektif darl perjanjian (Pasal
1320 KUHPerdata), sedangkan syarat obyektifnya terletak di dalam isi
atau badan akta. Sehingga, apabila di dalam kepala akta tidak memenohi
syarat subyektif, maka atas penmintaan pihak ketiga, alda tersebut dapat

“Tobing, Op.Cit, hal, 215,

BAdjie (1), Op.Cit., hal, 51.
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dibatalkan, sementara apabila syarat obyektif tidak terpenuhi di dalam isi
atau badan akta, maka akta tersebut batal demi hukum.

2.1.5.4. Keknatan Pembuktian Akta Notaris

 Setiap. Akta Notaris vmcm;;zmyai 3 (tiga) macam kekuatan
_pembuktian, yaitu :

1.  Kekvatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewiisrachi).

“... ialsh syarat-syarat formal yang diperlukan agar sesuatu
Akta Notars dapat berlaku sebagai akta otentik....”® Kemampuan
fahiriah susta akta adaleh kemampuan akta 3o sendin uphik
membuktikan keabsahannya karena telah memenuhi aturan syarst
sebagai akia otentik, sehingga tidsk diperlukan lagi alat bukt
lainnya. Syarat sebagai akta otentik ditentukan berdasarkan tanda
tangan Netaris yang bersangkutan, a§akah sah atau fidak sah, dan
hanya dapat diadakan melabn v{zisfzefdspracedaré, “... dimana hanya
diperkenankan pembuktian dengan surat-surat {bescheiden), saksi-
saksi (getuigen), dan ahli-abli (deskundiger)...”>

Apabila ada pihak Jain yang menyangkal. dan  ingin
membuktitkan bahwa akta tersebut bukan akia otentik secara Iahirish,
maka beban pembuktian berada pada pihak tersebut. Kemampuan

pembuktian lahiriah ini tidak terdapat dalam akte vang dibuat di

bawah tangan (Pasal 1875 KU/HPerdata).

2. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijslracht).

MNotodisoerje, Op.Cit., hal. 55.

yobing, Op.Cit., hal. 56.
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... yaitu kepastian bai‘twa sesustu keja%iian dan fakta tersebut
dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atay diterangkan oleh
pifzék-piimk yang menghadap....” ¥ Dalam arti formal untuk
membuktkan kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun,
pukul, identitas para penghadap, paraf dan tanda tangan para
penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat,
disaksikan, didengar oleh Notaris (pada Relags Akta), dan
mencatatkan keterangan pafa penghadap (Partiy Akta).

Apabila terdapat pihak lain vang ingin  melalaukan
penginghkaran atas aspek formal akin Notaris, maka ada 2 (dus)
kemungkinan yang dapat dilakukan. Pertama, pihak tersebut dapat
langsung memberikan bantahannya dan karenanya ada suatu
pemalsuan, dan harus dibuktikan melalui valsheidprocedre. Kedua,
pihak tersebut dapat rengatakan, babwa Notaris melakukan
kekhilafan atau kesalshan dan memberikan keterangan yang tidak
benar, sehingpa dalam hal ini tidak terjadi peralsuan melainkan
kekhilafan, yang mungkin tidak disengaja, sehingga tuduban
tersebut bukan terhadapv kekuatan pembuktian formal melainkan
kekuatan pembukiian material dari keterangan Notaris terscbut. ¥

s st ——EE T

3. Kekuatan Pembuktian Material (Materiele Bewiiskracht),

“... ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akfa itu
merupaksn pembukiian yang sah terhadap pihak-pihak yang
membuat akta atau mercka yang mendapat hak dan berlaku untuk
umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya...”®® Keterangan yang
dimuat dalam Relaas Akia, atau yang disampaikan para penghadap

. dalam Partij Akta harus dinilai benar, jike ternyata keterangan

“Notodisostjo, Loc. Cit.
*'obing, Op.Cit., hal. 38

Epiatedisoerio, Lon Cit,
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tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut f;wnja{ii tanggung
iawab di antara para pihak atau pata penghadap ilu sendiri. Notaris
tidak bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang telah
disampaikan para penghadap. ‘

MNamun apabila terdapat pihak vang ingin meémbuktikan aspek -

materiil akfa, maka ia herus membuktikan bahwa Nolaris tidak
menerangkan atsy menyatakan yang sebenarnya dalam akia, atau
para pihak yang felah benar berkata di hadapan Notaris menjadi
tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk
menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.*

o

2.1.5.8. Contoh Akta Notaris

HIBAH
Nomor
-Pada hari ini, T L R %, pukul ...
 — - Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan d&r;gan SAYA, 2erevecsveevrienns 5 Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dengan dihadini saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut

pada bagian akhir akta ini ;
I Toan X, dilahitkan &I eenenns , pada tanggal
Covreerresrmeneesvnsveconsas ) I , Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di ..., Jalan ..., Rukun Tetangga ..., Rukun
Warga ........, Kelurahan ......., Kecamatan ......., Kotamadya

.......... , Pemegang Kartu Tanda Penduduk NOmor | .vconvreenieinvreniny
yang berlaku hinppa @oggal ..., o =ee— Untuk selanjutaya

akan disebut PIHAK PERTAMA. -

¥ adjie (1), Op.Cit., hal. 74,

Tinjauan Yuridis..., Laila AndittdH¥@asBasdsdonesia
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0. Twan X, dilehitkan di ..o, pada  tanggal

(correcovormvrcvcssmmnencdy wmmneey, WGIgA Negara Indonesia, bertempat

tinggal di ..., Jalan ... . Rukun Tetangga ........, Rukun
Warga ... , Kelurahan ... , Kecamafan ....... . Kotamadya
.......... , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor e

yang berlaku hingga tanggal ..ccevvnnrn,
Untuk selanjutnya akan disebut PIHAK KEDUA.

Para penghadap menerangkan dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut di bawsah ini : we-mvnv

-

bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menghibahkan kepada
PIHAK KEDUA yang dengan ini»menerima hibah dari PIHAK
PERTAMA, atas 10 (seratus} saham haknya/miliknya PIHAK
PERTAMA dalam perseroan ferbatas PT. oeeiiiennns

Berkedudukan dan berkantor pusat di Iskarta, yang anggaran
dasarnya i muat dalam Akta tanggal ... L..... N ) ,

NOMOF ......., dibuat di hadapan ............., Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukuorn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
Surat Keputusannya, tanggal ..., (cveinnnicccnnnn}, Nomor ...,
dan telah diumumkan di dalam Lembaran Berita Negara Republik
Indonesia, tazzggél Wi Nomor ., Tambaban Nomor

----- T

-Untuk selanjutnys akan disebut Perseroan;

- masing-masing bemilai noshingl Rp. 100.000,- (seratus ribu

Rupiah) setiap saharm; ---
- demikian berikut tanda-tanda bukti dividen dan falon dari ssham-
saham yang bersanghkutan, ---
Selaniutnya para penghadap menerangkan bahwa hibah i

dilangsungkan dengan syarat-syarat dan  petjanjian-perjanfian
sehagai berikut
- Pasal 1

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH UI’@Qﬁ%&‘SﬂHS indonesia
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Hibah ini dilakukan tanpa PIHAK KEDUA diwajibkaﬂ untuk
memasukkan kembali apa yang telah dihibahkan dengan akta ini ke
dalam harta peninggalan PIHAK PERTAMA.
-—-- Pasal 2
PIHAK KEDUA menerima segala sesuatu yang dihibahkan dengan
akta ini dalam keadaan nyata pada hari ini. Dan nie_ngenai keadaan -
itu PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan tuntutan apapun juga. -
Pasal 3 -
Sepala sesuatu yang dihibahkan dengan akta ini dan segala

keuntungan atau kerugian yang didapat atau diderita dengan apa
yang dihibahkan tersebut mulai hari ini menjadi miliknya atau
dipikul oleh PITHAK KEDUA.

Pasal 4
PIHAK PERTAMA menjamin PJHAK KEDUA bahwa apa yang
dihibahkan dengan akta ini tidak dipertanggungjawabkan dengan

cara apapun juga kepaﬂa orang/pihak lain dan bebas dari sitaan.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA menerangkan dengari ini memberi
kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak substitﬁsi guna
melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan yang
dianggap perlu sesuai den;gan peraturan dalam anggaran dasar
Perseroan serta peraturan-peraturan dari yang berwajib berkenaan -
dengan Hibah ini. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bilamana
perlu juga member kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk selama
saham-saham tersebut belum dipindahkan/dibaliknama atas nama
PIHAK KEDUA, mewakili PIHAK PERTAMA sebagai yang .
berhak atas saham-saham tersebut dalam rapat—fapat Perseroan serta
dalam segala hal, urusan dan tindakan, tidak ada yang dikecualikan,
sehingga PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan dan
mengerjakan sebagai PIHAK PERTAMA sendiri berhak untuk
melakukan dan mengerjakannya.
Pasal 5

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.0JRiversi§as Indonesia
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Akhinya pare penghadap menerangkan bahwa mengenal akta ini,
pelaksanaannya dan segala akibat yang mungkin {imbul dari akta ini,
kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili)
vang telah wmum dan tetap, di Kantor Penitera Pengadilan Negen

-Para penghadap saya, Notaris; kenal.
DEMIKIANLAM AKTA INE - om e
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan
tanpgal tersebut dalam kepala akia ini, dengan dihadini oleh ; -

1. Nona A, dilahirkan di ... , pada tanggal ...
T Ty , Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di ........., Jalan ............., Rukun Tetangga .. . Rukun
Warga ....ovuee. , Kelurahan ......... , Kecamatan ... , Kotamadya

AT , Pemepang Kartu Tanda Penduduk Nomor
cevormmmennnnnenry YANE berlaku hingpa tanggal ..., ormee—n

2. Noma B, dilshirkan di ..., , pada tanggal ...
{ovrereansmrevrirevivnere s weemnnnny Wargs Negara Indonesia, bértampat
tinggal di ........ , Jalan v , Ruicun Tetangga ......... , Rukun
Wargd ..o , Kelurahan ......... . Kecamatan ......... . Kotamadya.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ...,
yang berlaku hingga tangeal ..o,

-kedua-duanya karyawan WNotaris, yang saya, Notaris kenal
sebhagal saksi-gaksi. !
-Begera setelah akia inl dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka sexetika itu ditandatanganilah akta
ini oleh para ;_:enghadap, saks_iusaksi dan saya, NOLaris, —=-~-mmr-mnn

~Dilangsungkan dengan ...
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2.2. TINJAUAN KHUSUS (Tinjauwan FPasal 8 ayat 1 hurul ¢ juncts .Pasal 3
huraf g, Pasal 11, dan Pasal 17 hurof d Undang-undang Jabatan Notaris)

Ketentuan Pasal 11 UUIN mengatur terhadap Notaris yang diangkat
sebagal Pejabat Negara wajib mengambil cuti selama menjalankan jabatannya
sebagai Pejabat Negara dan wajib menunjuk Notaris Pengpanti yang akan
menggantikan Notaris tersebut sebeium cuti menjadi Pejabat Negara, apabils
tidak- menunjuk Notaris Pengganti maka Majelis Pengawas Daerah {untuk
selanjutnya disebut MPD) akan menunjuk Notans lain sebagai Pemegang
Sementara Protokol Notaris untuk menerima Protokol Notaris yang daerah
hukumnya meliputl tempat keduduken Notaris vang diangkat scbagat Pejabat
Negara tersebut dan sefelah tidak lagi memungka jabatan sebagai Pejabat
Negara, maka Notaris yvang diangkat sebagai Pejabat Negara dapat melanjutkan
kembali tugas jabatannya sebagai Notaris.

Prosedwr mengenai cuti dengan Notarls Pengganti dalam pasal tersebut
teiah menimbulkan pro daa kontra di bidang kenotariatan, permasalahan
murncyi apabila ketenhaan Pasal 11 UUIN tersebut dikaitkan dengan Pasal 17
huruf d UUJIN, yaitu Notaris dilarang merangkap sebagai Pejabat Negara.
Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka di dalam pelaksansannya akan
menyebabkan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan
{conflict of interest) sehingga dapal mempengaruhi kemandirian seorang
Notaris yang tidak boleh memihak, hal int {gslibat di dalam pembuatan kepala
axta Notaris dan protokol-protokol Netaris yang diganti tersebut, di mana dalam
kepala akta mencantumkan nama Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara
beserta nama Notaris Penggantinya sedangkan Notaris tersebut sudah tidak
mempuryal k&wénaﬁgau lagi' sebagai Notaris, tetapi ‘namanya tetap
dicantumkan dan disebut sebagai Notaris. Dengan demikian tujuan UUIN
‘menerapkan ketentuan cuti bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara
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belum: tercapai secara menyeluruh. ™ Contoh kepala ai;t;at yang memuat kalimat
mengenal pengganti Notans yang sedang cuti

- Berhadapan dengan saya, ABC, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat

Keputusan Maielis Pengawas Pusat, tertanggal 25-05-2009 (dua puluk

lima Mei dua ribu sembilan), Nomor ; 1576/VAMPPACT2009,

penggantt dari Nyonya XYZ, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,

dengan dihadidi saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada

bagian akhir akta ini :

Perangkapan jabatan juga terithat dari eksistensi Notaris yang diangkat
sebagai Pejabat Negara, dapat dikategorikan bahwa Notatis tersebut masih
berpraktek, terlihat dari pspan namanya sebagal Notaris fetap terpasang dan
kantornya yang tetap buka serta tetap memakai Protokel Notaris yang diangkat

_ tersebut, meskipun fabatan dan namanya dipakai oleh Notans Penggantinya.
Berdasarkan ketentuan-ketenituan tersebut, maka menurit Pasal 8 ayat (1) huruf
e juncto Pasal 3 huraf g UUTN, Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara
diaﬁggap telah mémngkép jabatan sehingge Notaris tersebut harus berhenti atau
diberhentikan dart jabatannya.

Selain i permasalahan prosedur yang harus diambil untuk diangkat
sebagal Pejabat Negara jika dibandingkan depgan Peraturan Kepzia Badan
Pertanshan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peratiran Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah {untuk selanjutnya disebut Per. Ka. BPN) dan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyst, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

" Daerah {untuk selanjuznjfa diseshut ULl No. 10/2008), substansinya mengstur
secara berbeda-beda, artinya peraturan-peraturan tersebut tidak sejalan dengan
ketentuan yang diatur di dalam UUIN.

#8ri Lestari Budianti, “Implikasi Cuti Notaris Terbadap Pelaksanaan Jabatannya,” (Tesis Magister
Kenotariatas Universitas Indanesia, Depok, 2605), hal. 76-77.
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Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ Per. Ka. BPN, PPAT dilarang
merangkap jabatan atau profesi lain-lain jabaian yang dilatang peraturan
perundang-undangan, kermoudian ayat (2) menyebutkan bshwa PPAT yang
merangkap jabatan tersebut waﬁib mengajukan permohonan berhenti kepada
kepala BPN dan menurut ayat (3) jika masa jabatannya telah berakhir dapat
mengajukan persohonan kembali sestai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan ketentuan ini, maka prosedur yang harus diambil oleh PPAT
yang merangkap sebagal Pejabat Negara adalah wajib berthenti dan

mengundurkan did.
Sedangkan apabils ditinjau dengan ketentuan Pasal 12 hurmuf [ UU No.
10/2008 yang berbunyi :*! -

. bersedias untuk tidak ‘berprakiik  scbagal  akuntan  publik,
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan
tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara serta pekeriaan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai aaggﬂt&
DPD sesuai peraturan perundang-undangan;

dan ke{eatuan Pasal 50 ayat (1) huruf 1 UU No. 10/2008, yaitu :>

l. bersedia untuk  tidak  berpraktik  sebagai  akumtan  publik,
advokat/penpacarg, notaris, pejabat pembuat akis tansh (PPAT), dan
tidak melakukah pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara seria pekerjaan laim yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesual peraturan
perundang-undangan;

maka berdasarkan kedua pasal tersebut, Notards/PPAT yang menjadi anggota
legislatif — untuk  anggotz DPD dan  anggota DPR, DPRD

Hindonasia (4), Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralyst,
Diewan Perwakitan Duaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyot Daerah, 113 No. 18 Tahun 2008, psl. 12
huruf i,

% Ibid, psl 50 ayat (13 huuf 1.

Universitas indonesia
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Kota/Kabupaten/Propinsi harus bersedia untuk tidak berpraktek, ketentuzn tidak
berprakiek berlaku sejak Notaris/PPAT tersebut menjadi peserta pemilu,
schingga sebelum pemiln dilaksanakan, Notaris/PPAT tersebut wajib untuk
“tidak berpraktek, hal ini gona menghindari timbulnya konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD, DPR dan DPRD.
Sedangkan di dalam ketentuan UUIN keientuan tersebut tidek diatur secara
jelas, tetapi di dalam pelaksanaannya, Notaris yang msenjadi peserta pemilu
masih diperbolehkan wntuk berpraktek dan menjalankan jabatannya secara
nyata dan seteleh Notaris tersebut dipastikan terpilih maka Notards yang
diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti.

Mengenat adanya perbedaan-perbedaan pengaturan terhadap prosedur yang
diambil untuk menjadi Pelabat Negara dan terhadap pro dan kontra mengenai
cuti Notaris yang akan menyebabkan teriadinya perangkapan jabatan, maka hal
ini menimbulkan suate pertanyaan, prosedur manakah yang scbaiknya diambil
oleh Notaris yang merangkap sebagat Pejabat Negara, apakdh diberhentikon
dengan hommat atau diberhentikan sementara, atau mengambil cuti dengan
pengganti atau tanpa pengganti. Prosedur tersebut haruslah prosedur yang
bertujuan untuk menghindari beateran kepentingan tetap) telap mengutamakan
pelayanan untuk masyarakat umwm dan menjags kesinambungan jabatan
Notaris. Penulis akan meninjsu permasalahan dan perbedaan penafsiran dan
pandangan terhadap peraturan-peraturan tersebut, berdasatkan pro dan kontra
yang timbul di bidang kenotariatan.

Pertama, pro yaitu apa yang diatur di dalam Pasal 11 UUIN yaitu cuti
dengan menunjuk Notaris Pengganti tidak menimbrulkan svatu permasalahan,
karena ketentuan cuti tersebut telab jelas diatur di dalam UUIN yang
merapakan dasar dan pegangen bagi Notaris dalam pelaksanaan jaizatanﬁya’.
Selain itu, Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UUIN
yaitu patub dan setia terhadap UUIN dan undang-uadang lainnya,” juga harus
dijunjung tinggi oleh seorang Notaris,

Pindonesia (1), £p.Cit., psl. 4 ayat {2).
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ﬁardasarkan ﬁas-il WaWANCAs Seﬁgan Bapak ﬁar-zm kamil, S.H, Notaris di
Jakarta, ketentuan Cuti dengan Notaris Pengganti tidak menyebabkan suvatu
perangkapan jabatan, walaupun papan nama Notaris yang diangkat sebagai
Peiabat Negara masih terpasang dan kantomya tetap buka, Nofaris tersebut
tidak memiliki kewenangan lagi dalam menjalankan jabatannys, karena yang
menjalankan jabatan dan aktivitas kantor Notaris tersebut adalah Notaris
Penggantinya. Ketika pelantikan dan penyershan Protokel Notaris kepada
Notaris Pengganti, "jabatan Notaris tersebut telah diserahkan kepada Notaris
Pengganti, maka seketika itu Notaris Penggantinyalah yang berwenang,
sedangkan Notaris yang diangkat tersebut sudah tidak memibiki kewenangan
lagi sebapai Notaris.” Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara tidak
bertanggung jawab ferhadap kinerja Notaris Penggantinya, sehingga
pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Penpgawas Pusat (MPP) beralih
kepada Notaris Pengganti, tetapi Notaris yang dlangkat tersebut dapat ditegur
oleh MPP apabila Notaris tersebut memberi pengaruh dan memasuki dacrah
Kewenangan Nc;tazis Peﬁggéminy&%

Sedangksa nama Notaris yang masih dipakai di dalam kepala akts Notaris
Pengganti bukan pula merupakan suatu perangkapan jabatan, kerena ketentuan
mengenal sdanya nama Notaris tersebut adalah berdasar pada ieknik pembuatan
kepala akta MNotaris yang sedang cuti, sehingga nama Notaris Pengganti dan
nama Notaris yang diganti harus dicantumkan di dalam kepala akia, Selain itu,
Notaris yang diangkat tersebut tidak berhenti, melaipkan cuti yang berarti ia
masith berstatus sebagai scorang Notaris yang untuk sementara tfidak
menjalankan tugas jabatannya. Schingga dengan ketentuan itu, nama Notaris
tersebut  wajib éicantzzmkan di s&tzap akia yang dibuat olelh Notaris

: Penggantmya sebagai penjelasan bahwa Notaris Penggantmya mempakar:
pengganti dari Notarls yang sedang cuti.

*4dasi] wawancara dengan Harun Keamll, 8.H., Nofadds i Jakarta, 18 Maret 2009,

*Hasil wawancara dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Departemen Hukum den Hak Asasi
Manusia Repubiile Indonesia, 11 Maret 2609,
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Menurut Bapak Harun Kamil, S.H., Pasal 11 UUIN tidak menghendaki
Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara untuk diberhentikan, karena pada
saat perumusan RUU UUJN, pasal tersebut diperjuangkan agar Notaris dapat
menjadi Pejabat Negara tanpa harus mengundurkan did dan berhenti sebagat
Notaris, hal tersebut dibuat mengingat persyaratan dan prosedor teknis
pengangkatan Notaris tidaklah mudah, membutuhkan waktu, tenaga dan biaya

yang tidak sedikit, Notaris yang telah selesai menjalankan jabatan sebagai
“Pejabat Negara harus mengikuti ujian kembali dan diterpatkan seperti
layakoya Notaris yang baru menjabat. Hal ini yang menjadi pertimbangan
mengapa prosedur yang diambil adalah cuti buken dibethentikan. Di dalam
pembahasan RUU ULIN, Pasal 26 ayat {2) vaitu ketentuan penpambilan cuti
paling lama 5 {lima) tahun,®® dibuat karena Notaris dianggap sewaktu-waktu
dapat menjadi Pejabat Negara.

Menurot Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ Per. Ka BPN, PPAT yang diangkat
sebagai Pejabat Megara harus mengajukan permohonan pengunduran diri
sebagai PPAT, apabila UUIN dan Per. Ka, BPN dibandingkan maka prosedur
diberhentikan tersebut di dalam Per, Ka. BPN  tidak sejalan dan bertolak
belakang dengan prosedur cuti dalam Pasal 11 UUJIN. Hal ini tidak dapat
dijadikan perbandingan betul atau salab prosedur cuti yang diambil oleh Notaris,
karena Notatis dan PPAT adalah jabatan yang berbeda walaupun Notaris den
PPAT bagai satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Ketentuan Pasal 30
ayat (1) huruf ¢ tersebut mempakaﬁ pilthan bagi PPAT, welaupun dalam
pelaksanaannva sedikit banyak akan merugikan PPAT vang bersangkuian,
Tetapt Pasal 30 ayat (1) Per. Ka. BPN dinilai kurang mempeguangkan hak-hak
PPAT sebagai individu yang memiliki persamaan di dalam hukum, ketentuan
tersebut tidak memberi kesempatan dan celah bagi PPAT untuk menjadi Pejabat
Nepara tetapi tetap menjadi PPAT, walaupun tujuan dibuatnya ketentuan
prosedur diberhentikan sudah pasti untuk menghindari adanya benturan
kepentingan (conflict of interest).

®ndonesia (13, Op.Cit,, psl. 26 ayat (2).
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Sedangkan apabila ‘?asai 11 UUIN dibandingkan dengan Pasal 12 horuf |
dan Pasal 30 ayat {1} huraf' 1 ULJ No, 1072008, maksa kata-kata "bersedia univk
tidak berprakiek™ mempunyai pengertian bahwa Notaris yang diangkat sebagai
Pejabat Negara tidak harus berlenti, Notaris fersebul 1idak boleh berpraktek
dalam arti tidak boleh menjalankan jabatannya, kata-kata bersedia untuk tidak
berpraktek bukan berarti bersedia untuk berhenti, sehingga ketentvan cuti
Notaris dapat dikategorikan tidak berpraktek. Oleh karena itu prosedur yang
harus dilaksanakan terhadap Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Nepara
dalam Pasal 11 UUJIN dengan UU No. 10/2008 tidak bertentangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak-pihak yang pro terhadap
prosedur cuti dengan Notaris Pengganti berpandangan bahwa apabila Notaris
yang diangkat sebagai Pejabat Negara bertentangan dengan Pasal 11 ULUIN,
artinya ia tidak mengambil cuti maka hal tersebut barm dapat dikatakan gebagai
suatu permasalahan, selanjutnya terhadap Notaris tersebut akan diberhentikan,
ketentuan diberhentikan tersshut jugs  merupakan bégian deri - sanksi
administratif yang diatur di dalam Pasal 85 JUIN. Ul No. 10/2008 merupakan
Lex specialis dari aturan yang mengatur mengenai Peiabat Negara, sehingga
prosedur yang harus dilaksanakan harus sejalan dan mengacu kepada ketentuan
dalam undang-undang tersebut. Ketentvan UUIN tidek bertentangan dengan
UU No. 10/2008 karena Notaris yang sedang cuti dianggap ﬁdak‘berpral&ekﬂ
sedangkah Per, Ka.BPN bertentangan dengan UU No. 10/2008 karena definisi _
tidak berprakiek bukan berarti harus diberhentikan. Hubungan Pasal 8 ayat (1)
huruf e juncto Pasal 3 huruf g, dengan Pasal 11 UUTN adalah Pasal § ayat (1)
huraf e juncte Pasal 3 horuf g UUIN merupakan akibat atau konsekuensi tidak
dilaksanakannya Pasal 11 UUJIN, yang berarti bahwa apabila Notarls yang
diangkat sebagai Pejabat Negara tidak mengambil coti maka fa dianggap teleh
merangkap jabatan dan hazus diberhentikan, karena telah terjadi benturan
kepentingan yang mana hal terscbut barus dibindad dalam pelaksansan tugas
jabatan Notaris.

Kedua, kontra arfinya Pasal 11 UUIN menimbulkan suste permasalahan
vaitu jika dikaitkan dengan Pasal 17 huruf d UUIN, kedua pasal tersebut saling
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berfentangan dan mengakibatkan terjadinya perangkapan jabatan. Hal ini

terlihat di dalam pembuatan kepala akta Notaris Pengganti, jabatah Notaris
yang sudah diangkat sebagai Pejabat Negara tetap melekat dan tetap dianggap
sebagai Notaris, artinya seketika itw Notaris vang diangkat tersebut menjslankan
2 (dua) jabatan sekalipus yaita Pejabat Negara dan Notaris walaupun secara
fisik Notaris tersebut tidak sedang menjalankan fabatannys tetapi dengan
jabatannya yang masih sebagai Notaris serta papan nama dan kantomya yang
tetap buka serta Protoke! Notaris yang diangkat tersebut tetap dipakai,
dikbawatirkan ads intervensi Notaris yang diangkat fersebut dengan Notaris
Penggantinya seria Notaris tersebut masih mendapat penghasilan dari aktivitas
kantornye yang masih berjalan, apa yang dijalankan oleh Notaris Pepgganti
adalah kelanjutan dari jabatan Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara,
sehingpga Notaris tersebut secara tidak langsung masih menjalankan jabatannya
dengan diwakili oleh Notans Penggantinya, dengan demikian ketentuan cui
dalam Pasal 11 UUIN dianggap masih melaksanakan togas jabatan.
Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,
M.Hum, Notaris di Sursbaya, terhadap Notaris vang diangkat sebagai i’éjab&t
Negara berlaku 3 (tiga) aturan hukom, yaita UUIM, Per. Ka. BPN dan UU No.
1072008, berdasarkan ketiga peraturzn tersebnt, aturan hukumi vang mengatur
kedudukan Motaris/PPAT yanp menjadi ?ﬁjabat'Negam secara substansi sangat
berbeda. Pasal 11 UUJN, Notaris wajib cuti dan menunjuk Notaris Pengganti
dan untuk PPAT berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ Per. Ka. BPN,

‘ diwajibkan untuk bechenti, sedangkan menurut Pasal 12 huruf | dan 50 ayat (1)

huruf 1 UU No. 1072008, Notaris/PPAT bersedia untek tidak berprakiek atau
tidak menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris/PPAT.”

Berdasarkan Pasal 12 hurof { dan 50 ayat (1) huraf 1 ULT Ne., 10/2008 yang
merupakan Lex spesialis dard i(‘f:{iga‘ peraturan  fersebut yang mengatur
kedudukan Notaris/PPAT yang diangkat sebagai Pejabat Negara, pwsaéizmya
adalah Notaris/PPAT dilarang berprakiek. Menarut Pasal 11 UUIN, untek

Hasil wawaneara dengar Dr. Habib Adjis, $.H., M.Hum, Notaris di Surabaya, tanggal 28 Maret

2009,
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Notarts wajib cuti_ dan memmjizk Notaris Penggantt yang akan menerima
protokolnya dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara,
Notaris dapat melanjutkan kembali tugas jabatannya sebagai Notaris, maka
ketentuan tersebut dapat dikategorikan bahwa Notaris yang bersangkutan masih
berpraktek, meskipun jabatan dan pamanys dipaka oleh Notaris Pengganti,
tetapt papan namanya 'sab%ai Notaris tetap dipasang serta kantornya tetap buka
dan menjalankan aktivifas.

Sedangkan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf ¢ Per. Ka. BPN, PPAT
diwajibkan untuk berhenti dari jabatan dan dari segala akfivitas vang
berhubungan dengan jebatannya, dengan demikian papan nams PPAT terscbut
diturunkan dan kantornys ditutup, sehingea berdasarkan Pasal 12 huruf | dan 50
gyat {1} horef 1 UL No. 10/2008, ketentuan di dalam Per. Ka. BPN sudah
sejalan dengan UL No. 1072008, karena prosedur pengunduran diri atau
berhenti memenuhi kategori “dilarang berpraktek” dalam UU No. 10/2008.

Menurut Bapak Habib Adjie, Notaris yvang menjadi Pejabat Negara dengan
menunjuk Notaris Penggganti masih dikategorikan “praktek” atau menjalankan
fugas jabatannya, oleh karena itu Notars tersebut i;ukzm iagi harus guti, tetapi
harus mengundurkan diri atau berhenti tetap sebagai Notaris dan menyerabkan
protokolnya kepada Notaris lain dan memarunkan papan namanya dan menutup
kantornya. Dengan mengundurkan diri, maka konsekuensi hukurhnya, apabila
telah selesal menjalankan tugas scbagai Pejabat Mepars, dapat berpraktek
kembali sebagai Noetariz dengan menempuh prosedur pengangkestan §ebagai
Notaris baru, misalnya barus melibat formasi pengangkatan Notards seria ikut
wjian Notaris kembal:, dengan kata lain fidak diperlukan keistimewaan apapun
pada dirinya atau perlakukan khusus kepada Notaris tersebut.

Notaris yang tidak berhenti tetapi ‘menunjuk Notaris  Pengganti,
éikategorikan sebagal tindakan atan perbuaian diluar wewenang atau sudah
tidak mémpanyai kewepangan lagi, schingga akta-akta yang dibuat oleh ataun di
hadapannya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Notaris yang
sedang cuti tapi masih membuat akta akan mengakibatkan Pasal 1868
KUHPerdata vaitu akta yang dibuatnya tersebut mempunyai kekuatan sebagai
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menghindar perangkapan jabatan dan menjamin kepastian hukum, khususnya
bagi Masyarakat,

Dari pro dan kontra di atas, Penulis mempunyai pandangen bahwa
ketentuan prosedur culi dengan Notaris Pengganti masih menjadi permasslahan
i bidang kenotariatan. Perbedaan antara pandangan pro dan kontra terietak
paﬁa definisi praktek atau masih menjalankan jabatan. Dalam UU Ne. 10/2008,
substansi "bersedia untuk tidak praktek™ menimbulkan makna vang tidak jelas,
apakah tidak berpraktek mempunyai arti bahwa Notatis yang diangkat sebagai
Pejabat Megara boleh tidak berhenti arlinya cuti dengan Notaris Pengpanti
diperbolebkan scpanjang Notaris tersebut tidak menjalankan jabatannya sebagai
Notaris, atau kalimat tersebut mempunyal arti bahwa Nolaris tersebut
diwgjibkan untuk berhenti. Untuk mengetahui maksud dan tujuan kalimat
tersebut harus ditelusori dengan interpretast historis di Parlemen, sehingga tidak
menyebabkan pandangan yang berbeda-beda dalam menafsitkan  kalimat

tersebut. Prosedur untuk diangkat scbagal Pejabat Negara yang diatur di dalam _

VUIN dan peraturan lainnya harus menyesuaikan dengan prosedur yang diatur
oleh UU No. 10/2008 sebagai peraturan vang lex spesiaiis. Oleh karena itu,
penting kiranys untuk membuat satu aturan vang jelas terhadap prosedur yang
akan diambil, guna menghindari rangkap jabatan dan pertentangan kepentingan.

Menumt Penulis, rangkap jabatan secars fersirat térlihat dalam pembuatan
kepala akta Notaris Pengganti, jabazm Notaris vang sudah diangi(ét sebagai
Pejabat Negara tetap meiekat dan tetap disebut sebﬁagai Notaris, hal tersebut
sangat mempengarohi terjedinya rangkap isbatan Kkarens secara prosedural
jabatan yaitu dimana jabatan lehir akibat ada prosedural dan pemberian
wewenang, maka pada saat ity kewenangan Notaris sudah diberikan kepada
Notaris Penggantinya sehingga Notaris yang diangkat tidak dapat lagi disebut
sebagai seorang Notaris karepa jabatannya sudah diserahkan kepada Notaris
Penggaﬁti, Selain itu rangkap jabatan terlibat pula di dalam Protokol Notars,
Protokol Notaris vang diganti tetap dipakai dan dilanjutkan oleh Notaris
Pengganti, artinya Notaris Pengganti tersebut melanfutkan jabatan Notaris yang
diangkat, apa yang menjadi kinerja Notaris Pengganti tercatat di dalam Protokol
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Notaris tersebut, sehingga peiaks;maan jabatannya merupakan bagian dari
pelaksanaan jabatan Notaris yang diangkat. Hal ini berbeda dengan Pejabat
Sementara Notaris yang untuk sementars menjalankan jabatan Notans yang
meningpal dunia, diberhentikan atan  diberhentikan -sementam, Pejabat
Sementara Motarts melanjutkan pula jabatan Notaris yang digantinya dalam
menguras pekerjaan yang belum selesai, tetapi di dalan pelaksanaizmya Pejabat
tersebut mempunyai protoko! sendiri, sehingga pelaksanaan jabatan Notaris
yang diganti dan yang mengganti tidak akan tercampur dan tidak akan
menimbulkan rangkap jabatan.

Rangkap jabatan yang meényebabkan pertentangan kepentingan (conflict of

interest) akan mempengaruli kemandinian seorang Notaris menjadi terganggu,

hal ini terlihat apabila salah satu jabatan baik di Legislatif, Yudikatif dan
Eksekutif dipegang atan dirangkap oleh Notaris, maka kepentingan yang
berkaitan dengan masyarakat akan menimbulkan icamﬁik apabila menyeniuh
kepentingan Notaris yang diangkat tersebut, kewenangan Notaris tidak dapat
diberikan atau dilekatkan icepaziavjketiga lembaga tersebut, oleh karena itu
lembaga Notaris harus dipisahkan dari ketige lembaga tersebut, artinya Hdak
boleh térjadi rangkap jabatan karena akan mengganggu Kemandirian seorang
Notaris dalam membuat akta sehingga tidak menjamin kepastian hukum bagi
- masyarakat. Scbagal contoh Notans yang diangkat dapat mempengarvhi kinerja
Notaris Penggantinya dalam hal biaya dan waktu pembuatan akts, tetapi akan
sangat sulit untuk membuktikan bahwa Notaris tersebut tidek mandiri dan telsh
memberi pengaruh kepada Notaris Pengmantinya karena kemarz;iirim dan
keburpengaruhan tidak dapat dilihat dan hasil akia yang telah dibuat, tetapi di
dalamn proses pembuatan aktanya dapat dipengaruhi. Hal tersebut akan
mengganggu kemandi%ian seorang Notaris namun di sisi lain hal tersebut juga
tidak dapat dihindasi, schingga dalam pribadi Notaris tersebut sudah pas;ti alkan
terjadi konflik kepentingan {conflict of in:ems‘i}.

Ketentuan Pasal 11 UUIN memiliki 2 (dua) option atau pilihan prosedur
vang diambil oleh Notaris yang dlangkat sebagai Pejabat Negara, prosedur
tersebut diatur secara berbeda dan mempunyai akibat yang berbeda pula. Pasal

Univarsitas Indonesia
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akta di bawah tangan apabila akta tersebut tidak dibaruskan oleh undang-

undang untuk dibual dalam: benfuk akta otentik, fefapi akia tersebut akan .

menjadi batal demi hukum apabila diharuskan oleh undang-undang ant\ﬁ::
dibuatkan dalam bentuk akia otentik. Dalam hal ini, Masvarakat adalah pihak
yang paling dirugikan akibat pembuatan akta tersebut, oleh karena itu pelayanan
kepada Masysrakat harus lebih dintamakan daripada kepentingan Notaris,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak-pihak yang kontra terhadap
prosedur onti dengan Notaris Pengganti berpandangan bahwa Pasal 11 UUIN
bertentangan dengan Pasgl 17 huruf d UUIN, permasalahan timbul karena
Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negars dianggap masih menjatankan
jabatanmya-dan masih berprakiek, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya
perangkapan jabaian yang menyebabkan pertentangan kepentingan dan dapat
mempengaruhi kemandirian seorang Notans yang tidak boleh memihak.

Oleh karena telah terjadi perangkapan jabatan, maka berdasarkan Pasal 8
ayat (1) huref e jancro Pasal 3 huruf p UUJIN, Notaris vang diangkat sebagai

Pejabat Negara harus berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Prosedur

berhentt adalsh pilthan bag: Notaris vang diangkat sebagai Pejabat Negara,
apakah tetap meneruskan jabatannya scbagai  Notaris atau  berhenti
melaksanakan jabatannya dengan konsekuenst yang ada, sebagal perbandingan
ketentuan prosedur diberbentikan ini juga berlaku untuk profesi lain, seperti
PPAT yang distur di dalam Per. Ka. BPN, Pegawai Negeri, Tentara, dan
sebagainya, ' }

Berdasarkan ketentvan Pasal 8 ayat {1) huref e jrrcto Pasal 3 hunof g
UUIN yang menghendaki Notans yang merangkap sebagai Pejabat Negara
harus berhenlt atau diberhentikan dari jabatannya, dan Pasal 11 UUJN vang

memuat ketentuan bahwa Notards tersebut wajib mengambil cutt.dan menunjuk |

seorang Notaris Pengganti, maka kedua pasal tersebut terlihat saling
bertertangan dalam mengatur prosedur yang harus diambil oleh Notaris vang

diangkat scbagai Pejabat Negara. Seharusnya terhadap Notaris tersebut hanys

diberlakukan ketentuan Pasal & ayat {1} huruf ¢ furcso Pasal 3 huraf g untuk
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11 ayat (1) UUJN menghendaki Notaris tersebut wajib mengambil cuti dan
menunjuk Notaris Pengganti schingga mengakibatkan rangkap jabatan,.

sedangkan Pasal 11 ayat {4) memberi opfion bahiwa Notaris terscbut boleh tidak
menunjuk Notaris Pengganti dan MPD akan menurjuk Notaris lain sebagai
Pemegang Sementara Protokol Notaris, akibatnya tidak akan terjadi rangkap
jabatan, Hal ini menimbuikan svatu ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam
mengatur prosedur yang diambil, Selain itu, di dalam Pasal 11 ayat (4) UUJN,
apabila diinterpretast teoritiskan maka kata-kata “menunjuk Notaris lain untuk
menerima Profokel Wotaris” mempunyal arti  bahwa Notaris yang ditunjuk
tersebut berkedudukan sebagai Notaris Pengpanti atau sebagal Pemegang
~ Sementara Protokol Notaris, karena keduanya merupakan pejabat yang
berfungsi untuk mengpantikan Notaris yang diangkat dan keduanya menerima
Protokol Notaris tersebut, apabila MPD menunjuk Notaris lain schagai Notaris
Pengganti meka aktivitas kantor, papan nama seria jehatan Notaris yang
diangkat tersebut masih berjalan, tetapi apabila MPD menunjuk Notaris lain
sebagai Pemegang Sementara Protokol Dotis {Pasat 11 ayat (5) UUIN), maka
aktivitas kantor serta jabatan Notaris tersebut berhenti sementara, sehingga
maksud dan tujuan kelimat tersebut fidak jélas dan menimbulkan pluralisme
dalam menafsitkannya. Kemudian Pasal 11 ayat (5) UUIN tidak menjelaskan
mengenai SK pengangkatan Notais yang diangkat, apakah 8K tersebut tetap
dipegang oleh Notaris yang bersangkutan atau SK terSebut diserahkan kepada
MPD dengan ketentoan sewaktu-waktu dapat dikembalikan apabila jabatannya
sebagat Pejabat Negara telah berakhir atau SK tersebut diserahkan kepada MPD
dan terhadap Notaris yang diangkat terscbut diberlakukan ketentuan prosedur
pengangkatan kembali dengan SK pengangkatan baru, Hal ini harus dicermati
karena Pasal 11 ayat (5) UUJIN hanya menjelaskan mengenai pemyerahan
Pmtok.bl Notaris saja tetapi tidak menielaskan apa yang harus dilakukan
terhadap SK pengangkatannya, mengingat Protokol dan 8K Notaris sama-sama
mempunyai kedudukan penting dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Selain itu, apabila dilihat dari scgl kewenangan seorang Notads yang ada
dalam Pasal 15 UUIN, pada saat serah ferima protokol Notaris yang cuti
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tersebut, kewenangan mana yang holeh didelegasikan kepade Notaris
Penggantinya. Apakah wewenang  yang didelegasiken tersebut  adalah
kewenangan vyang diperolehnya berdasarkan  wewenang  abtibutif, atau
wewenang vang lainnya. Apabila wewenang  atributif Notaris sudah
didelepasikan kepada Notaris Penggantinya berarti Notaris yang cuti sudah
tidak mempunyéi jabatan lagi sebagal Notarts, karena seketika itu ia tidak lagi
mempunyai  kewenangan untuk menjalankan jabatannya sebagal seorang
Notaris, sehinggz hal ini harus dicermati karena akan berpengarvh ferhadap
perangkapan jabatan,

Sebagai perbandmgan, menurut Pasal 10 PIN jabatan yang mutlak tidak
baleh dirangkap oleh Notaris adalah Kepala Daerah Tingkat I, Anggota dari
Badan-badan Peradilan, Presiden, Anggota atan Sekretaris Balai Haria
Peninggalan, Pengacara, Procureur, Solisiteur dan Jurusita.>® Jabatan-jabatan
terschut adalah jabatan dalam ruang lingkup kekuasaan Eksekuiif dan Yudikatif,
sedangkan jabatan dalam kekuasaan Legislatif tidak dilarang untuk dirangkap.
Sedangkan menuriit Ketentuan Pasal 17 huraf ¢)d, ¢, f dan g UUIN, Notaris
dilarang merangkap jﬁbatan sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat,
Pemimpin atau Pegawai BUMN, BUMD atau swasta dan PPAT. Larangan
rangkap jabatan Notaris meliputi kekuasaan Eksekutif, Iegislatif dan Yudikatif.
Apabila ditinjau dari roang lingkup kekuasasn yang tidak baleh dirangkap oleh
Notaris, maka Notaris masih diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota
Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengingat KPU adalah badan yang
independen dan terlepas dar kekuasazn Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif,
schingpa tidak melanggar ketentuan UUJN. Hal ini menimbalkan pertanyaan,
jabatan yang bagaimanakah yang tidak boleh dirangkap oleh Notaris, tidak
mungkin apabila Notaris yang merangkap scbagai anggota KPU fidak
mengalami perfentangan kepentingan, mengingat Notaris dan Anggota KPU
adalah jabatan yang menyita wakiu dan harus berhubungan langsung dengan
Masyarakat. Dengan demikian aturan dan kriteria larangan rangkap jabatan
harus diperjelas, tidak hanya berpusat pada UUIN sebagai acuannya, sehingga

ran Theng Kie, Op Ciz, hal. 105,
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para Notaris dapat menjaga kemandirian dan ketidakberpihakannya di bidang
kenotariatan,

Menurut Bapak H. Imam Soebechi, §.H., M.H,, Notaris yang menjalankan
cuti tetap berstatus sebagai Notaris tetapi pada tenggang wakiu yang ditentukan
Notaris terschut tidak boleh menjalankan jabatannya sebagal Notaris, Walavpun
kantor dani papan namanya masih lerpasang, hal tersebut fidak menjadi
permasalahan karena yang menjalankan tugas jabatan adalah pengeanti dan
Notaris tersehut. Notaris yang diangkat scbapai Pejabat Negara dapal
menggunakan hak cutinya tanpa barus diberhentikan, sehingga masih rancu
apabila dikatakan sebagai rangkap jabatan. Namun untuk raeneogabi perbedaan
pandangan pro dan kontra terhadap hal tersebut, sebaitknya ketentwan cuti
direvisi berdasatkan tukar pikiran dan pandangan dari pihak yang pro dan
kontra.””

Penulis berpendapat, untuk menghindari adanya rangkap jabatan dalam
Pasal 11 UUIN dan Pasal 17 huruf d UUJN, serta adanya pertentangan prosedur
yang diatur oleh Pasal 8 aﬁfat {1) huruf e juncio Pasal 3 horof g UUIN dengan
Pagal 11 ayaf (1) UUIN, maka jalan tengah sementara yang dapat diambil
adalah dengan menecrapkan prosedur cuti tanpa Notaris Pengpanti (Pasal 11 ayat
{4) UUIN), berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Peagawas Dacrab
Notaris (MPIJ) Jakarta Selatan, apabila Notaris vang diangkat sebagat Pejabat
}iegm tidak menunjuk Notaris Pengganﬁ maka MPD skan mmjuk Notaris
lain sebagai Pemegar_zg Sementara Protokol Notaris untuk menerima penyerahan
protokol Notaris tersebut. MPD menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang
Sementara Protokol Notaris dengan kriteria kinerja dan kondite Notaris tersebut

 harus dinilai baik berdasarkan hasil pengawasan MPD.'® Pemegang Sementara
Protokol Notaris hanya berwenang untuk mengeliarkan salinan dari minuta
akta yang telah dibuat oleh Notaris yang diangkat terscbut sebelom menjabat
sebagal Peiabat Negara. Pemegang Protokol tidak diperkenankan raembuat zkia

®H1asil wawancara dengan H. Imam Soebechi, $.H., M.H., Hakim Agung, tangeal 20 Maret 2009.

" Hasil wawancara dengan Majelis Pengawas Daerahi  Notaris Jakarta Selatan, Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 13 Maret 2009,
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atas pama Notaris yang sedang ;::w:i, ia hanya bertugas meneruskan pelayanan
Notaris yang sedang cuti dalam hal mengeluarkan salinan, kutipan dan grosse
akta atas permintaan pihak yang berkepentingan. Apabila memilih ketetentuan
cuti tanpa Notaris Pengganti, berarti prosedur dalam f’asai 11 ayat (1) UUIN
harus dihapuskan dan diberlakukan ketentuan - Pasal 11 ayat (4) UUIN
sedangkan terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal. 3 huruf g UUIN tidak
lagi terjadi pertentangan dan tidak lagi dipermasalahkan, karena cuti tanpa
Notaris Pengganti akan menghindari adanya perangkapan jabatan dan
pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pembuatan kepala akta
Notaris dan protokol Notatis yang diganti tersebut .

Jalan tengah yang-lainnya, yaitu diberhentikan sementars, prosedur ini
bukan berdazar atas apa yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN, melaiokan
aturan baru yang diberlakukan terhadap Notaris vang diangkat sebagai Pejfabat
Negara tetapi mengacu kepada Pasal 62 jumeto Pagal 63 ayat (3) UUIN.
Protokol Notaris digerahkan kepada MPD yang kemudian akan menunjuk
Notaris lain sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris. Penyerahan
protokol dilakukan apabila pemberhentian sementara diajukan lebih dari 3 (tiga)
bulan, dengan ketentuan ind bagi Notars yvang diangkat sebagai Pejabat Negara
yang mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun, tidak menunjuk Notaris
Pengganti tetapi menunjuk Pomegang Sementara Protokol Notars. Seperti
halnya dengan cuti tanpa Notaris Pengganti, Pemegang Sementara Protokol
Notaris hanys berwenang mengeluarkan salinan, kutipan, dan grosse akta dari
minuta akta berdasarkan protokol Notarls yang dig}ﬁgang;’xya, ja tidak
diperkenankan membuat akia atas pama Notaris yang sedang cull. Dengan
ketentvan inf maka substansi Pasal 11 diuvbah menjadi diberhentikan serentara,
selain itu dengan diberhentikan sementara maka tidak ada permasalahian antara
Pasal 8 ayat (1) hurvf e juncto Pasal 3 huruf g UUIN dengan Pasal 11 UUJIN,
karerra dengan diberhentikan sementara, Notaris yang diangkat tidak merangkap
jabatan sebagai Notaris, untuk sementara ia melepas jabatannya tersebut dengan
ketetentuan apabila masa jabatannya sebapal Pejabat Negara sudah selesai,
protokol dan SK pengangkatannya dikembalikan oleh MPD.
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Kedua prosedur ini, sama-sama menunjuk Fcimgaﬁg Sementara Protokol

Notaris, karena hanya dengan jalan ini Notaris yang diaugkat sebagai Pejabat
Negara dapat terhindar dan perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan.
" Ketentuan ini merupakan win win solution terhadap permasalahan pro dan
kontra yang ada se}:(arang, di satu sisi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat
Negara tidak-harus diberhentikan sehingga tidak dimgiigan baik dari segi waktu,
tenaga dan biaya, di sisi lain dengan tidak membuat akia dan hanya
mengeluarkan salinan, kutipan dan grosse akta maka tidak -akan ditemui
permasalahan perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan lagi di dalam
kepala alta Notaris. Dengan demikian tjuan pro dan kontra dapat tercapai,
mengingat kedua pandangan ini sependapat bahwa Notaris harus menghindar
perfentangan kepentingan dalam menjalapkan jabatannys dan mengutamakan
pelayanan kepada Masyarakat dalam menjaga kesinambungan jabatan,

Prosedur mana dari 2 {dua) prosedur di atas yang paling baik untuk
disrhil harus disesuaikan dengan apa vang diatur dalam UUU No. 1472008,
mengingat kalimat “bersedia untuk tidak berprakiek” masih tidak jelas definisi
dan tujuannya, tetapi dengan kedua prosedur tersebut Notaris yang diangkat
sebagai Pejabat Negara sudah memennhi kriteria “bersedia untuk tidak praktek®,
sehingga selanjutnya apabila ketentuan prosedur cuti dengan Notaris Pengganti
akan dirubeh, maka sebaiknya di samakan dengan ketentuan yang ada di dalam
UU No. 10/2008 agar ketentuan yang ada di dalam UUJN dengan ketentuan UU
No. 10/2008 mengenal prosedur yang diambil oleh Notaris yang diangkat
sebagai Pejabat Negara, dapat sejalan dan mewujudkan unifikasi hukum.
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3.1.

BAB I

PENUTUP

Kesimpulan

1

Pengaturan terbadap Notarls yang dianpkat sebagai Pejabat Negara
terdapat <i dalam Pasal 11 UUIN. Notaris yang diangkat scbagai Pejabat
Negara wajib mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Apabila
i’iotaris tersebut tidak menunjuk Notaris Pengganti, maka Majelis
Pengawas Daerah (MPD)) akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang
Sementara  Protokol “i%tatis, unptuk menerima protokol Motaris Yang
dacrah hokomnys meliputi tempat kedudvukan Wotaris yang diangkéi_
menjadi Pejabat Negara, jika Notarls yang diangkat menjadi Pejabat
Negara tidak lagi meniabat sebagal Pejabat Negara, maka Notaris fersebut
dapat kembali menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Apabild Pasal 11
UUIN tidak dilaksanakan, artinya Notaris yang diangkat schagai Pejabat
Negara tidak mengambil cufl dan tidak menunjuk Notaris Pengganti,
maka kousckuensi atsu akibat dari Pasal tersebut adalah Pasal 8 ayat (1)
haruf e juncro Pasal 3 haruf g UUIN dan Pasal 85 UUIN, yaitu Notaris
tersebut dianggap merangkap fabatan sebagai Pejabat Negara dan akan
dikenakan sanksi adminstratif berupa pémberhentian {;aﬁj&batannya.

Efektifitas ketentnan larangan rangkap jabatan yaitn Pasal 17 huruf d
ULIIN terhadap pasal vang mengatur Notaris yang diangkat sebagai
Pejabat Negara yaitu Pasal 11 UUIN, pada pelaksanaannya di dalam
prakick kenotariatan ketentuan pasal-pasal tersebut tidak berjalan efektif,
karens keteniuan mengenai cuti dengan Notans Pengganti yang wajib
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diambil o_ieiz Notatis vang diangkat sebagai Pejabat Negara akan
mengakibatkan perangkapan jabatan karena peraturan yang mewajibkan
Notaris yang diangkat scbagal Pejabat Negara tersebut untuk mengambil
cuti dan menuniuk Notaris Pengganti, berarti bashwa dalam setiap akia
_yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut akan menyebutkan nama
Notaris dimaksud schingge mengakibatkan tetjadinya perangkapan
jabatan. Hal ini terlihat pula pada papan nama Notaris yang tetap
terpasang dan kantornya yang tetap buka serta tetap memakai Protokol
Notaris yang diangkat tersebut, meskipun jabatan dan namanya dipakai
oleh Notaris Penggantinya, hal-hal tersebut merupakan kelanjutan dari
jabatan Notaris” yang diangkat yang skan menyebabkan terjadinya
perangkapan jabatan dan pertentangan kepentingan atau conflict of
interest. Contoh kepala akta yang memuat kalimat mengenai pengganti
Notaris yang sedang cuti .

- Berhadapan dengan says, ABC, Sargana Hukum, berdasarkan Surat
gepzzmszn Majells Pengawas ?usai,‘zertanggal 25-05-20608 {dun puluh
lima Mei dua ribu sembilan), Nomor @ 1376/V/MPP/CT/2009; penggantt
dari Nyonya XYZ, Sarjana Hukum, Motaris di Jakarta, dengan dibadisi
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta inj : -
Selain ita, Pasal 11 UUIN fidak mengatur mengenai SK pengangkatan
Notarig yaﬁg diangkat, apakah 8K tersebut tetap dipegang oleh Notaris
yang bersangkutan atan SK tersebut disera.hkaﬁ kepada MPD dengan
ketentuan sewaktu-waktu dapat dikembalikan apabila jabatannya sebagai
Pejabat Negara telah berakhir atan 8K tersebut diserabkan kepada MPD
dan terhadap Notads yang diangkat tersebut diberlakukan ketentuan
prosedur pengangkatan kembaiildcﬁgan SK pengangkatan baru. Pasal 11
UUIN hanya menjelaskan mengenai pepyerahan Profokol Notarns saja
tetapi tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan terhadap SK
pengangkatannya. Qleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut ketentuan
vang diatur di dalam Pasal 11 UUIN tidak bedalan efektif dan
menimbulkan permasalahan di bidang kenotariatan.

Universitas indonesia
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Penyelesaian untuk menghindari pertantangaﬁ kepentingan dalam rangkap
jabatan_adalah merevisi ketentuan prosedur yang sudah diatur di dalam
Pasal 11 ayat (1) UUJN dengan ketentuan baru yang mengacu kepada
prosedur yang ada di dalam Pasal 11 ayat (4) UUIN atau Pasal 63 ayat (3)
UJUIN. Alternatif sementara antare lain ketentuan cuti dengan Notaris
Pengganti diubsh menjadi cuti tanpa Notaris Pengganti (Pasal 11 ayat 4
UUJN), sehingga Protokol Notaris yang menjabat sebagai Pejabat Negara
berada dan disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang
kemudian akan menunjuk Notaris lain sebagai Pemegang Sementara
Protokol Notarts. Untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris,

© Pemegang  Sementara  Protokol Notaris hanya berwenang uutuk

mengeloarkan salinan-salinan akia dari minuta vang telah dibuat oleh
Notans yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebelum ia menijabat
schagai Pejabat Negara, schingga tidak ditemukan permasalahan rangkap
jabatan yang terdihat di dalam pembuatan kepala akta Notaris dan
protokol-protokol Notaris vang diganti tersebul. Altemnatif lainanva, yaitu
tidak menumjuk Notaris Pengganti, Notaris yang bersangkutzn minta
diberhentikan untuk sementara waktu atau SK dan protokoinya diserahkan

-kepada Menteri atau MPD (sclama masa jabatannya scbagai Pejabat
- Negard) dengan ketentuan di kemudian bari dapat dikembalikan lagi

kepadanya bila masa jabatannya sebagai Pejabat Negara berakhir. MPD
selanjutniva akan mepunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris
tersebut sebagai Pemegang Sementara Protokol Notaris {Pasal 63 ayat (3)
ULIINY, dengan kondisi berhenti sementara waktu, maka fidak akan ferjadi
perangkapan jabatan.

Universitas Indonesia
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32. Saran

Berkenaan dengan adanya konflik yang menyebabkan perangkapan jabatan

dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN mengenai Notaris yang diangkat sebagai Pejabat

Negara wajib méngambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti, maka Penulis

mempunyai saran agar pasal tersebut direvist dengan ketentuan prosedur yang baru,

yaitu sebagai berikut ‘ o : '

1. Prosedur delam Pasal 11 ayat (1) UUIN dihapuskan dan diberlakukan ketentuan
Pasal 11 ayat (4) UUIN, artinya Pasal 11 UUIN secara keseluruban tidak
dihapus tetapi prosedur yang diterapkan harus diperbaiki dengan memberlakukan
prosedur dalam Pasal 11 ayat (43 UUIN yaitu cuti tanpa menunjuk Notaris
Pengganti. Dengan ketentuan ini maka Protoko]l Notaris dan 8K Pengangkatan
Wotaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib diserabkan kepada MPD
dan disimpan, kemudian MPD akan menunjuk Notaris iain sebagai Pemegang
Sementara Protokol Notaris untuk melayani Masyarakat atan pihak-pihak yang
‘berkepentingan meminta salinan, kutipén dan grosse akta dari minuta yang telah
dibuat oleh Notaris vang diangkat sebagai Pejabat Negara sebelum ia menjabat

sebagai Pejabat Negara. Protokel yang diserahkan fersebut dan SK Pengangkatan

vang disimpan akan dikembalikan oleh MPI} apabila masa jabatan sebagai
Pejabat Negara berakhir,

2. Pasal 11 secara keseluruhan dihapus dan diberlakukan prosedur baru dalam Pasal
62 jumcto Pasal 63 ayat (3) UUIN yaitu diberhentikan jementara. Dengan
keteptuan ini m&k& prosedur diberhentikan sesusi dengan prosedur yang diatur
dalam Per. Ka. BPN, Notans vang ’diangkaj: sebagai Pejabat Negara ti&zz:k cuti
dan tidak menunjuk pengganti, Notaris tersebut untuk sementara diberhentikan
dari jabatannya. Protokol dan SK Pengangkalannya diserabkan kepada MPD,
kemudian MPD akan menunjuk }’cmegaﬁg Sementara Protokol Notaris untuk
menerima Protokol terscbut guna ‘melayani Masyarakat dan  menjaga
kesinambungan jabatan Notaris, sedangkan terhadap SK Pengangkatannyz tetap
disimpan oleh MPD déngan ketentuan Protokel dan SK tersebut akan
dikembalikan kepada Notaris apabila jabatannya sebagal Pejabat Negara teleh
berakhir dengan tidak menempuh prosedur pengangkatan sebagai Notaris baru.

Universitas indonesia
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Jakarta, 11 Maret 2009

Nomor : C-MFPN.03.10- 09 Kepada Yt

Lampiran: - Ketua Program Studi

Perihal : Mohon Bantuan Data Magister Kenotariatan
Fakultas Hakum
Universitas Indonesia
Karapus Baru U,
Depok 16424,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 408/PN-
FHUL/03/2009 tanggal 11 Maret 2009 perihal mohon bantuan bahan-
bahan/data dan informasi unfuk penulisan tesis, deagan ind kamd
menerangkan bahwa seorang mahasiswa Magister Kenotatiatan Fakuitas
Hukum Universitas Indonesia di bawah ini :

Narma : LAILA ANDITTAP.D., 5HL.
N.FM : 0706177633,

pada, hari Karis, 11 Maret 2009 telah melakukan peneliian dalem
rangka penyusunan penulisan Tesis dengan judul ;

TINJAUAN TERHADAP NOTARIE YANG DIANGKAT SEBAGAIL
DIANGKAT SEBAGAI PEJAEAT NEGARA.

di Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris, Gedung Direktorat
Jenderal Administrasi Flukum Umum, Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia RE, Jalan FH.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan - Jakarta
Selatan .

Demikian, untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yih. :
Ketua Majelis Pengawas Fusat Notagis (sehagal Japotamhe . FH Ui, 2000




Jakarta, 18 Maret 2009

Kepada Yih.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakuitas Hukom Universitas Indonesia

di

Depok

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 408/PN-FHUK(3/2009 perihal
permohonan izin mempercleh bahan/data don informasi untuk penulisan Tesis, maka
dengan It saya menersngkon bahwa seorang Mashasiswa Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Didonesia vang bernama :

LAILA ANDITTA P.D., S.1
NPM @ 0706177633 Bl

pada hari Rabu, 18 Maret 2009 telali melakukan penelitian dalam rangka menyusun
penulisar Tesis dengan judul : *TINJAUAN TEREADAP NOTARIS YANG
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA ©,

Di Kanter Motarts HARUN KAMIL, 8 H, Jatan Hang Lekiu 1 Nomaor 3. Kebavoran
Bary, Jakarta Selatan.

Demikian, untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Notaris,

fere

HARUN KAMIL, 8.}
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SURAT KETERANGAN
Nomor + 171HAN.D1 881720089,

Majelis Pengawas Daerah {(MPD) Notaris Kotamadya Jakerla Selalan, dengan ini

mengrangkan bahwa :

Nama » Laila Anditta P03, 8.H.

NP M : 0706177833

Fakultas Hukum  ©  Universitas indonesia

Pragram . Magister Kenotariatan

Jucdual Tesis > *Tinjauwan Terhadap Nolaris vang diangkat Sebagai

Pejabat Negara”
Telah melaksanakan Wawancarag/Riset i Majelis Pengawas Daerah (MPDY Notaris
Kotamadya Jakarta Selatan pada fengga 13 Maret 2008 sehubungan dengan Penolisan

Tesis dengan judul tersebut di atas.

Dremnikian Surat Kelerangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperiunya-

Jakarta, 19 Wéret 2000
\ TILIA,

ARIEF DWI MESVANTO, S H., B

TEMBUSAN cisarpaikan kepada:

1. Yih  Kelua Majelis Pangewas Pusat {MPP} Notaris,
& Jakarla.

2. ¥ih.  Hetua Majdlis Fengawas Wilayah (MPW)
Notaris DK Jokarta
# Jakarla,

3. Mabasisws yang barsenglutan.
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Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

di

Depok

Dengan ini saya menerangkan bahwa Mazhasiswa Magisier Kenofariatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama :

LAILA ANBITTAP.D., 8 H
NPM : 0706177633

pada hari Jum’at, 20 Maret 2009 telah melakukan wawancara dalam rangka
menyusun penalisan Tesis dengan judal @ “TINJAUAN TERHADAP NOTARIS
YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA * di Iakarta.

Demikian, untuk diketshui sebagaimana mestinya,

Hakim Agung,

H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.
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Kepada Yih.

Ketua Program Studi Magister Kenotarigtan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

di

Depok

Pengan ini saya menerangkan bahwa Mzhasiswa Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Indonesia yang bernama -

LAILA ANDITTAP.D., S.H
NPM : 6786177633

pada hati Sablu, 28 Maret 2009 telal melakukan wawancara dalam rangka menyusun
penulisan Tesis dengan judul @ “TINJAUAN TERHADAP NOTARIS YANG
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA © di Jakaria.

Demikian, untuk diketaliui sehagaimana mestinya.

T Notaris,
-
Bn? ADJIE, S.H, M. HUM
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KATA PENGANTAR

Jusa Notarls di dalam proses pembangunan makin

. meningkat keberadaannya, kasena Nolaris atialah salah salu
' yebituhan hukam masyarakat, Untuk menjamin kepastiar,
" kelertiban daa perfindungan hukumnya dibutuhkan alat buki
' teruis yang bersifat olentik mengenal keadaan, parisiiva alau

perbustan hukum, Sebagai serindungan dan jaminen dexs

tercapainya kepastian bukurm, karena Netars merupakan
¢ jabatan terfentd yang menjatarkan profest dalam pelayanan
¢ hokum kepada masyarakal

. *Kami dari pengrhilingin mencoba membaniy masyarakat

untek dapatletih memahamivedang-undang yang dikehsarkan

Pemedniah yaitu Undanglindany Republik indanesia Nomar
20 Tahun 2004 Tentang Jabatar Notaris dengan penerbitan
yadang-undang tersebut dinarapkan masyarakal akan
mangerti dan memabami, serta dapal gipakal sebagai
referensi masyarakat yang berprofesi sebagal Nodzris.

Semoga buky ini bermanfast bagi Nolaris khususnya
gipakai sebagal acuan dalam menjalanian profesinya dan
kg masyarakat pada umumnya, Amien.

Randiung, Desember 2004

Cetakan Pertama, Desember 2004
Cetakan Kedua, Marat 2006

ISBIN 979-3963-56-5
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA »
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG '
JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT E"UH&N YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: |

a.

\baﬁwa Negara Rapublik indonegia sebégai nagara

hukun berdasarkan Pancasfla dan Undang-Undang
Gasar Nagara Republik Indonesta Tahun 1945 menjamin
kepastian, keleriban, dan pelindungan huisum‘ vang -
ban:iiikan kebenaraa dan keadilan;

bahwa uniuk menjamin kepastian, ketertiban’ dén .

_ger“ifzdungan hukum dibuluhkan alat bukd terlulis yang

bersiat slentik menpenal keadaan, petistivg, alay .
perhuatan hukum yang diselenggaraken melalui fabstah
tertentu;

bahwa notaris’ merupekan jabalan lerlenty yang
meanjalankan protesi dalam pelayanan hukum kepada
masyarakal, perly mendapatkan periindungan dan
{aminan demi ierca;}aiﬁya kepastian hukum;

bahws jasa nolards dalam ;ircsas ﬁemizanguaan makin

" meningkal sebagal salak satyt kstzuwﬁan hukum

magyarakal; |
bahwa F?eg?emsni &n Me! Nofensﬁmbm Irw’owsza {S%b

1860:3) yang mengatur mengenal jebatan notars dak .

sesyai fegl dengan perkgmbangan hukum dan kehutihan

mrasyarakat;

«Litra Umbara 4
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f. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana ’

dimaksud dalam h;{ruf,a, buruf b, huruf ¢, horuf 4, dan
huruf e, perlu membentuk Undang-undang tentang
Jabatan Notaris;

Mengingat:

Paszl 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat 3) Undang-Undang
Dasar Negara Republix Indonesia Tahun 1945.

Ceangan Perselujuan Bersama
DEWAN ?ﬁ&WAE‘ZiL&M RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESK}E?% REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapian:
UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS,

BAB |
KETENTUAN UMUM :

Fassit

Galam Undang-undany inl yang dunsksud dengan:

1. Nolaris adalah pejabal umum yang berwenang untuk |
membyal ak's olentik den kewsnangan lainnya

sebagaimena dimaksud dalam Undang-undang in.

Z. Pejsbal Ssmentara Netaris a3slah senrang yang unluk
sementara menjabal sebagal kotaris unfuk menjalankan
Jabatan Notaris yang meningsal dunia, siai}efhenti&an
alau diberhentiken sementara.

-2 Citra Umbara

H

Tinjauan Yuridis...,

Netaris Pengganti adalah searang vang unfuk semizntara

‘diangkat sebagai Notards untuk mengganiikan Notoris,

yang sedang culi, sakil, alau unluk sementara bethalangan
menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Notaris Pepggant Khusus adalah seccang yang diangkat
sebagai Motaris khusus untuk membual akla lerteniy
secagaimana disebulian dalam sural penelapannya
sebagat Nolaris karena didalam salu daerah kabupaten
alay kola ferdapal hanva seorang, Notaris, sedangkan |
Nolaris yang barsangkulan menurut keteatran Undang-
undang ini tidak boleh membuat akia dimaksud.

Organisasi Nolaris adalsh efganisasi profesi jabatan
Nelaris yang berbeniuk pe{kampu an ?aﬁg herbadan
hukum.

Majelis Pengawas adalah suatu badan vang mempunysi
kewcnangan dan kewajiban untuk melsksanakan
pembinaan dan pengawasan lerhadap Nolaris.

Akta Nolazis adalah akiz otentik yang dibuat oleh atay

dihadapan Nolads menunt benluk dan ala cara yang
ditetapkan dalam Undang-undang il

Minula Akia adalah asti Akla Notaris.

Salinan Akla adalah salinan kata demi kala dari seluruh
2kiadan pads bagian bawah salinen akla tercanium asa
“diberikan sebagai salinan yang sama buayinya.

. Kufipan Akle adaleh kulipan kala doryd kalp dadd salu

ateu beberapa baglan deri 2kla dan pada bagian bawash
kutipan a¢la tercantum Fasa "diberiken sebagat kulipan”,

. Grosse Akta adalah salsh saty salinan akla wntuk

pengakuan ulang dengan kepals akie "DEM KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA® g
mempunyai kekualan ekselwiorial. -

. Formasi Jabatan Nolarls adalah penentuan jumiah -

Notaris yang dibutuhkan paga suatu wilayah jabatan

- Nolaris.

Laila Anditta P.D., FH UI, 2009
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13. Protoko! Notaris adalah kumrpulan dokumen yang
merupakan arsip negara yang harus disimpan dan |

dipalihara olel Notaris.

14. Menteri adalzh Mentari yang bi
. . g bidang lugas dan (anggun
Jawabnya melipuli bidang kenolariatan, e

BAR ||
PENGANGKATAN D!}N PEMBERHENTIAN NOTARIS
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 2

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi i i
! jadi Notaris
dimaksud dalam Pasal 2 adaiah: o

8. Warga negara Indonesia:

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahur:
sehat jasmani dan rohani;

berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang str‘ala dua
kenotariatan; '

lelah mlenjalani Magang atau nyata-nyata lelah bekerja
sebagai karyawan Notaris dalam wakiy 12 (dua belas)
bularll _berlurut—luful pada kantor Notaris atas prakarsa
sendiri atau altas rekomendasi Crganisasi Nolaris seteiah
lulus sirata dua kenotariatan: dan =~ ;

" g. fidak bersta,luslsebagai pegawai negeri, pejabat Hegara.
advokal, alau tidak sedang memangku jabalan lain yang

f

b.
C.'
d
€.

l

i

4 - Citra Umbara

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH

LT

()

. )

oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan
jabatan Notaris. '

Pasal 4

SeBelum menja:anka-n jabatannya, Notaris wajib
mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di
hadapan Menter atau pejabat yang ditunjuk. - .
Sumpahijanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyzi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji; .
bahwa saya akan patuh dan_setia-kepada-Negara
Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
undang tentang Jabatan Notaris serta peraluran
perundang-undangan lainnya. -
bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan
amanah, jujur, saksama, mandisi, dan lidak berpihak.
- bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah aku saya, dan
- akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode
elik profesi, keharmatan, martabat, dan tanggung jawab
saya sebagai Notaris,

- bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan
yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. % Hake

ngraik .

. bahwa sayaunluk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama
atau dalih apa pun tidak pernah dan tidak akan
memberikan atau menfanjikan sesyatu kepada siapa pun.”

Pasal 5

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana
dimaksud datam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat .

Citra Umlbara -5
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% {dug) buian ierhitung sejal tanggal kepulusan pengarigkatsnl.

s#bagal Notads,
Fagal 6
Ralam haf pe%zguca pan sumpaivianit tidak dilakuian dalam

kepulusan pengangkatan Notaris danal dibatalken ¢leh
Menled. .

Pagal ¥

-

Dalam' fangka wakiy 20

bersangkulan wajib:
a.  menjaiankan jabatannya dengan rivaia;

- b menyampaikan berita acara sumpahdang jabatan Nolars :
kepada Menter, Ordonisasi Notars, dan Majelis Perpawas §

Daerah; den

6. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan
paral, serta teraan capfstempel jahatan Netaris hernvams
méerah kepada Mesler! dan pejabat lain yang
beddanggung jawab o hidang agrariafpertanahan,
Organisasi Notaris, kelun pengadiian negeri, Majalis

Peng:lawas Dasrah, sarta Bupati sty Walikola ¢i tempal
Notaris dizngkat L :

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasaf 8
{1}

Notaris berhenti atau diverhentiksn dar

jbatannya
dengan hormat kareng: )

8« Cltra Umbara

» wiga puluh) har terhi.!ung sejaky
tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang

E} a‘
jangka wekiu sebagaimana dimaksud delam Pasal 51

meninggal dunie;

telah berumur B0 (enam puluh ima) 1ahua;
permintien sendifl; '
tidak mampu secera rohani dan/atau jasmani untuk
.melaksanakan luges jabatan Noteris secara terus
menenys lebih dari 3 {figa) tahun; atau

merangkay [abatan sebagaimana dimaksud datom
- Pagat 3 huref g,

ao o

e,

{2y Helenluan umur sebagaimang dimaksud pada ayat {1

huruf by dapal diperpaniang sampat berumur 67 (enam
puiun luiuhj tahun dengan mempertimbangkan kesehatan
yang sersangkutan.

Pazal ¢

(1} Notarisdiberhentikan sementara dad iabstannya karena:
2. dalam proses pailit atau penundazn kewajiban
pembavaran ufang;
. berada di bawah pengampunan;
g, melskukan perbualan leicels; alau
g, melakukan pelanguaran lerhadap kewajiban den
larangan jabalan,

12} Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilakukan, Notars dibedi

© . kesempatan untuk membela gid dihadapan Majelis
Pengaviag secara bedenjang. '

{3) Pemberhenfian sementara Notaris sebagaimana
dimaksud pada ayet (2) dilakukan oleh Menter! atas usul

~ Maelis Pengawas Pusat. ,

{4) Pembeshoniian sementara bardasarkan alasen sehagaimana
dirnaksud pada ayal (1) hurf ¢ dan hurufd berlaku pafing
tama 6 {snam} bulan. -

Citra Umbara -7
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(1) Notaris yang diberhentikan sementara sebhagaiman

(2

—

(3)

{4

5
p()

¥

G
&
f :

Pasal 10

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf

selelah dipulihkan haknya.

Notaris yang diberhentikan serrentara sebagaimand:

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ atau huraf &

dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Mentei: ¢

selelah masa pemberhentian sementara berakhir.
Pasal 11

Notaris yang diangkat menjad; pejabat negara wajit
mengambil cull,

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuf
selama Notaris memangku jabalan sebagai pejabat
Negara.

Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat {1) wajib
menunjukkan Notaris Pengganli, :

Apabiia Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayal (3), Majelis Pengawas
Daerah menunjuk Motaris fain unluk raenerima Protakel
Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat
negara, |

Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

Notaris. d jabatan
“sleh Menleri alas usul Majells Pengawas Pusat apabila:

', dinyataken paill berdasarkan putusan pergadian yang
dapat diangkal kembali menjadi Notaris oleh Mente} .~

engadilan ¥ . al
Earfna melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 5 {ima) tahun atau lebih.

ntuan lebin lanjut mengenal : : .
2 n dan pemberhentikan sebagaifana gimaksud

pengangkata 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal |

galaim pasal 3, Pasal 8, pasal Pass
1% dan Pasal 13 dialur dalam Peraluran Menteri.

(4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.

Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meajalankan
kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)- diserahkan
kembali kepadanya. '

8 -CitraUmbara

Pasal 12

‘.berhenlikaﬁ dengan tidak hormat dari jabatannya

telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
be}ada di bawah pengampunan secara {erus-menerus
tebih dari 3 {tiga) tahun; -

melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan .

dan martabat jabatan Nolaris; alau

melfakukan pelanggarary bidral terh

adap-kewajiban dan
larangan jabatan. '

Pasal 13

' Nolais dibementikan dengan tidak hormat oleh Meateti
' karena dijatuhi pidana penjara hardasarkan- putusan

ang tefah memperoleh kekyatan hukum tetap

Pasal 14

. BABIII .
KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LAR{\NGAN
x " Bagian Pertama
" Kewenangan o

syarat dan tata cara

Citra Umbara-9 * ‘
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i 7o Pasal 15

{1} Notaris barwenang membual akla olenti mengernai
Semua perbuatan, perjanjian, dan kelelapan yang
diharuskan sleh paraturan perundang-undangan dan/
a?au yang dikehendaki cieh yéng berkepentingan unluk
dinyalakan da'am akin oteniliz, menjamin kepastian

tanggal pemi_uzazan akla, menyimnan akta, memberikan
grosse, salinan dan fulipan akia, semuanya iy

sep&z;;‘r&ng pez;z?wa tan akia-akla itv fitak juga dfugasken |
atay dikecusiikan kepada peizhal fain say orang fain |

- Yang ditstapkan olah Undang-undang.
{2} Notaris berwanang puia:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan

kepastian tanggal sural & bawah langan dengen
‘mendaftar dalam buke khusys; '

b, membikikan surat-surat o bawah lengan dengan
mendafiar datam buky khusus:

£ membual iiopl dari asi; surat-surat i bawsh tangen
bgm;:};a salinan vang memual uraian sebagaimana
ditulis dan digambarkan dalam surat yang
besangkutan; - topg ol nbierg

d. me!akuia«:&zz bengesahan kecucokan folokeni dengan
szt aslinya; o Fobokspr smung it

&. memberikan penyuluhan hukum sehubungan
dengan pembualan akia;

i g:embuaiakta yang herkaitan dengan pertanshan;
alay

Q. masmbuai akia risalah felang,

{3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksue pada ayal
o 5;2? ayal (2}, Notar's mempunyai kewenengan lain
vang diatur defam persturan pesundang-undangan,

18+ Citrs Umbara
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Bagian Kedua -
Kewaliban

Bagal 18

(1) Dalam menialanken fabalannya, Nofaris beﬁsemgiban:

beriindek jujur, saksama, mandid, tidak berpihak,
dan menjaga kepentingan sihak yang lerkalt dalam
perhuaian hukum; .

membugt akia dalam bentuk Minula Akta dan
rianyimpannya sebagal bagian dan Protokol Nodaris;
menpeluarkan Grosse Akta, Salinan Akla, atau
Kutipan Akla berdasarkan Minuta Akla;

" memberikan pelayanan sesuai dengan ketenluan

dalam Undang-undang 4ni, terkecuali ada alasan
untuk menclaknye,

merahasizkan segals sesuaty mengenal akia yang
dibuatnya dan segala keterangan yang dipercleh
guna pembuatan 2ks sesval dangan sumpahifjani
jabatan kecuall Undang-undang menentukan laiy;
menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 {safu} bulan
meniadi buky yang memual tidek lebih dad 5 (lima
pululs} akia, dan jika jumiah akta lidsk dapat dimuat
datam salu buky, akis tersebut dapat ddilid menjadi
lebih dasi satu buky, dan mencatat jumizh Minuta
Akia, bulas, dan tahun pembuatannya pada sampul
saliap duku; .

mambuat daflar dari akia profes terhadap tidak
dibayar alau {idak diterimanya surat berharga;

membuat daftar skla yang bet%enaarz dengan wasial
menint urutan wakiy pembuatan skta seliap bulan;

mengiimkan daflar akta sebagaimana dimeksud

dalam huruf 1 atau daflar oibil yang Derkenagn

Citral{émbara - 44
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dengan wasiat ke Dafter Pusat Wasiat Depariemen ; (5) Akta originali yang berisi kuasa yang behum diis mama -

yang tugas dan langgurg jawabnya di bidang § penesima kuasa hanys dapat dibuat datam 1 {satu]
kenotzaian dalam waktu § {ima) haripada mingge §. - tangkap. :

perfama seliap bulan benkunyz; (5] Benivkdan ukuran capistempel sebagaimana dimaksud

I mencatat dalam repsriorium langgal pengitiian | da ayat {13 hurf k dilelapkan dedgen Peraturan
daftar wasiat pada seliap akhir bulan; 3 ﬁefzgri% { ,

k. mempunyal capistempel yang memual lambang | ‘ imaksud pada ayat {1}
; IS E oy pombarann akia sebagaimana dimaksud pada gy
negara Republik indonasta dan pada ruang yong : 0 hiTnf 1 i ak Wajgbgéigagukanl jika penghadap

e e { saar akla Lidak dibacakan karend
kedudukan yang bersangkutan; r menghendakl ag

; ' - penghadap felah membaca sendiri, mengetahul, dan .
hooe R S emahami isinva, dengan keteniuan bahwa hal tepebul

diadir oleh paling sedfit 2 (duaj orang saksidan | ginyatakaa galam penutup akia serla pada setiap’

ditendatengani pada saat i juga oleh penghadap, |°  yzaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan
sanks), dan Nolaris, , - .

T

Notaris.

M. menerima magang calon Notaris, (8} Jia salah saty Syarat sebag agmaga,dimak%ﬁd pada ayat
(2) Menyimpan Minuta Akla sebagaimana dimaksud pada | - (1) huruf | dan ayat {7) tidak dipenuhi, akiz yang
" ayal {4) hursi b tidak berloku, datam hal Notadis | . begsangkulan hanya mempunyai kekuatan pembukiian

mengetuarkan akie daiam beniuk originalf, sebapat ghta ti bawai 1angan. '
(3) Akte originalt sebagaimana dmaksud pada ayet (2} | {9) Kelenluan sebagsimana dimaksud pada ayal {8} tidak

s¢alah akia: sedaky yntik pembuatan akla wagial.

A pembayamn sang sewa, bunga, dzh pensiun;

b, penawaran painbayéran &us.zal; ' Bagian Ketlga

c. protes terhadap lidak dibayainyz atav lidak Larangan

diledmanya surat berharga; |
d.  akia huasa; ! Pasal 17

kelerangan kepemifikan; alay

{ kla lainnya berdassrkan peraturan perundang- | Neleds dilerang: ‘ o "
undangan, : : a, manjalankan jebatan di fuar wilayah jabalasaya ‘
{4} Altaoviginell sebagaimana diragksid pada ayal {2) dapat b, meninggalkan wilayah jabatanaya lebin garl 7 (ujuh) ban
© dibual lehik dari 1 {galu} rangkap, ditendatangani pada kerja beriurut-turut tanpa alasan yang sah;
wakiy, benluk, dan isi vang sams, dengan kelenluan |- kap sebaaa pegawal negen;
vaida sefiap akla leruls kata-kalza"berlaku sehagal saly X nerang ap, g2 p hata eeabat A
dan satu beriaku uniuk semua” d, merangkap jabalan sebagal pejaual negare;

12 « Citra Umbara $itra Umbara - 13
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€. merangkap jabalan sebagal advokat;
{. merangkep jabatan se bagai gemimpin atau pegave]

Pass! 20

 badan usaha milk nagara, badan usaha milk dasrati- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk

alay adan usaha swasta:

8. merangkap jabalen sebagai Peiabat Pembuat Akta Tenail

di fuar wifayah ishatan Notaris;
b, menjadi Nolans Penggant: atau

i melakukan yekaq’aag lais yang heﬁe}xtangaa} denganf
norma agama, kesusiaan, ateu kepaluten yang dapell

mempengaruhi kehormatan dan martabs
Noleris. '

BABIV .
TEMPAT KEDUDUKAN, FORMAS!, DAN WILAYAR
JABATAN NOTARIS

Baglan Parlama
Kedudukan

Pasal 18 -

{1} Motarls mempunyal lempat kedudukan di daerah
kabupaten atay kota,

(2} " Noteris mempunyai witayah jabatan mefipuli selursh
wilayah piovins: darl tempal kedudukennys,

Pasal 19
{1} Nolarls wafib mempunyai hanya sat kanlor, yaity di
tempat kedudukannya,

(2} Netaris tidak herwenang secara leratur menjalankan
jebatan di tuar temipat kedud ukannya,

14 » Qitra Umbars

jabatang

i
1
i

-

perserikalan perdata dengan telap memperbalikan
kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan

. inbalennya, ) -
{2) Benluk perserikaten perdala sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} diatur ofeh para Notaris berdasarkan
keleniuan peratran perundang-undangan, R

{3} Ketanluan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam

menjalankan jabalan Notars sebagaimana dimaksud
pada ayal (1} dialur dalam Pergloran Mentsr,

Bagian Kedua
Formasi Jabatan Hota;is
Pasal 29

Menlen terwenang menoniukan Formas! Jabalan Notaris
pAYS daerah sebagaimans dimaksud dalam Pasal 18 ayat

{1} dengzn mempertimbangkan syl dan OrganiSasi Notads.

<|
i

Pagal 22

{1} Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: '
3. kegiatan dunia ysohz;
L jurniah pendudui; danfatas

¢. rata-raz jurmiah akla yang dibuat oleh dan/alay di
hedapan Notaris sefiap butan,

(2 keianluan lebil lanjut mengenai Formasi jebatan Nolans
* sebagaimara dimaksud pada ayat.(1} diztur dalam
Perafuran Monteri.

Citra Umbara » 15
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Bagian Keliga
Pindah Wilayah Jabatan Notaris

Rasal 23

{1)Notarfs dapat mengajukan permohonan pindah wilayah |

jabalan Notaris secara terdulis kepada Menter.

{2} Syaral pindah wilavah jabatan sebagaimana dimaksud
padaayat (1} adalah selefah 3 (figa) lahun berwruttung

metaksanakan tuges jabatan pada dagrah kabupaten |

alau kol lerteniu tempal kedudukan Notans,
(3} Permohongn Sebagaimana dimaksud paga ayat {1)

dizjukan selefah mendapat rekomendsasi dart Organisasi

Notaris,

{4} Wakiy sebagaimana dimaksud pada ayat {2) lidak
enesug cull yang efah dijzlankan olely Nolans yang §

bersangkuian,

{5} Kleienmaﬁ tebih lanjut mengenal tatz cara permotnan
ﬁnda?ziwlayeh jabatan Noteris dister defam Persturar
sniet, - Ea

Pagat 24

[}aigm keadaan tertente alas permehanan Notaris yang
ber‘s;an_gkuﬁan, Menler dapal memindahkan seoreng Notaris
dari saly witayah jebatar ke wilayah fabatar ain,

\ BAB V
CUTENOTARIS DAN NOTARIS PENGGANT

Baglan Partams
. Cul Notaris

16« Citra Vnbara

Pasai 25

-

1{1) Holaris mempunyal hak clili,

[2) Hak cull sebagaimang dimalksud pada a)'fat {1 da;zar-‘
diambil seielah Notaris menjalankan jabaten selama 2
{cua) tahun, ‘

(3} Selama menialankan cuti, Notaris wojib menunjuk

senrany Nolaris Pengganti,

Pasai ZS

{1} Hak cull sebagaimana diraksud dalam Pasal 25 ayat
{1} dapat. diambil setiap tahun atal sekaligus untuk
beberapa tzhun. ‘
(2% Sefiap pengambilan oy paling lama S {lima} tahun sudah
fermasuk perpanjanganiya, :
{3 Selama masa jabatan Notarls jumlah waktu eulf
keselurchan paling tama 12 {dua belas; {shun,

Pasal 27

{1} ‘Notaris mengajukan permchonan culi secard terlufis
giserial usulan penuniukkan Notards Pengganti.
(23 Pormohonen culf sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
disiukan kepada pejabal yang berwenang, yailu:
2. Malelis Pengawas Daeeah, datam hal jangka waklu
ouli titiak febih dari 6 (enam) buian; \
b, Maielis Pengawas Wilayah, datam hat jangka wakiy
coli lidak lebsih dari € (enam) bulan sampai dengan
1 {saty) tahun; atay .
¢ Majolis Pengawas Pusal, dalam jengka wakiu suti
1ebih darl 1 {salu) fahun,

Citra Umdara - 17

o
!
|

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH t‘JI, 2009




- 18- Citrdr Umbarg

(3] Permohortan cutl dapat diferima atau dilolak olsh pefabal

yang berwenang mamberikan izin cull

{4) Tembusan mrmghenan sebagaimana dimaksud pads
;yat {E’Z} huruf b disampaikan kepasa hdefelis Pergawas
usat, ‘

{8} Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pads
ayat (& bunuf ¢ Bsampatkan kepada kajells Pengawas
Daersh dan Majelis Pengawas Wilayzh,

" Pasal 28

Pasal 36

mengeiarkan sediftkal st

{2} Serfifikat cutl sebapaimana dimabsud pada ayat {1)
memuat data pengambilan cull,

{3) Data pengambilan culi sebageiman gimaksud pade ayal
(2} dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 27 ayat (2).

{4) Fas setiap permohonan quli ditampirkan setifikat ot

' sabagaimana tdimaksud pada ayal {21

Dalam keadaan mendesak, suambfisty atay keluargs sudamh } {5) Menlerialay peiabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan

da{m naris ﬁafzfs dart Notaris dapat mengajukan permshonan
cuti kepada Majelis Pengawag sabagaimana dimaksud daism
Pasal 27 ayat {2).

Fasst 29

{1) Suratkelerangan izl cutf paling sedikil memuat:

2. nama Nolerig ’
b tanggal mulai den berakhirnya culf dan

. nama Noters Penggantl diseda; dokumen yang
menguiung  Nolaris Pengganti  lersebul

sebagaimena dialyr dalam pefaluran parundang-
undangan.

{2} Tembusan surat keterangan izin cull dasi Mzielig
Pengawas Daerzh disampalkan kepada Menlerd, Majelis
Pengawas Pusat, dan Majelis Fengawas Wilayah,

(3) Tembusan surat keterangan izin euti dar Majelis
Pengawas Wilaysh disampaikan kepada Mentsri dan

Kaiehs Pengawas Pusat.

{41 Txemizzzsgn surat Eae!teraagan izin cuti dari Menter
disampaikan *ks:pacia Majells Pengawas Pusat, fazjels
Pengawas Wiayah, dan Majelis Pengawas Dasrah,

duplikat sertifikat cull atas serifikat cuti yang sudsh fidad
_dapal digunakan atau hilang, dengan germehonan
Notaris yang bersangkulan.

Pasal 31

berwanang memberikan cull

{2} Penolakan permohonan culi harus diserial alagan
penolaken, , :

{3} Pencizien permohonan cull pleh Majelis Fengawas
Daerah dapat digjukan banding kepada Majelis
Pengawas Wilavah,

{4} Penclakan permohenan cuil oleh Majelis Pangawas
Witayah dapa! dizjukan-banding kepada Majelis
Pengawas Fysal,

Pasal 32

{1) Netaris yang menjslankan cuti wajib menyerahkan
Profgkol Notards kepada Nolaris Penggant.
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{1} Menteri atay pejabat yang ditunjuk berwenang

{1} Permohonan ocull dapat ditalak oleh pejabel yang




{2} Notaris Penggani menyershkan kembali Prolokal} ¥ Notaris Penggant Khusus sebagaimana dimaksud pada
Retarts kepada Noters selelah cull berakhir, ayat {1} walib diambil sumpahijanji jabatan oleh Mented

. e , ; ai peishat yang dituniy
{3) Serah terima sebagaimans dimaksud pada ayat (1) danf. aleut pejebat yang . * L ;
2yat (2} divvatkan berlta acara dan disnmpaikan kepadal Pasal 35 /
Majefis Pangawas Witayah, _ :

;.
(1} Apabila Notaris meninggal dunia, suamifisti atay
. hefuergs sedorah dalam geris furus keturunan semenda
dua wajib memberitahikan kepada Ma;eiis Pengawas:
Daerah, ’

3
é&) Pemberilahuan sebagaimana dimaksud peida ayat {1)
3

Bagian Kedua
Notarls Penggenti, Notaris Pengganti Khusus, dan
Pejabat Sementara Notaris

disampaikan dalam waktu pafing lama 7 {tujuh) har kera.

13} Apabila Nolans meninggal dunia pada saat menjalankan
{1} Syanat uniuk dapat diangkat menjadi Notaris Penggenti § -

Pagaf 33

cull, lugas jabeten Nolaris dijalankan tieh Nolars

Hatarls Pengganti Khusus, dan Pejabal Sementara

Notaris adalah warga negara Indonesia yang berjazah}

safiena hukum dan lelgh bevena sebagat karvawan
kantor Notaris paling sedikit 2 {dua} tahon berunst-duro!,

{3 Kelentuan yang berlaku bagl Notaris sebagaimana |

dimaksttd dalary Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17
beriaky bagh Molaris Penggant, Notads Penggantt

Kbusus, dan Pejabal Sementarz Notaris, kecvali!

Undang-undang inl menenlukan lain.
Pasal 34

Apabita dalam saty wilayah jabatan hanya kudapal 1
{satuy Motaris, Majelis Pengawas Dagrah dapat
menuniuk Motans Pengganti Khusus yang barwenang
untuk membual akta unluk kepentingan ;mbadz Notaris
fersebis atpu keluarganya,

Penunjusan semeniara s&bagﬁé?mana dimaksud pada
ayat {1} tidak disertal dengan serah ledms Protoko!
Notaris.

e

Pengganti sebagel pejabal Sementara Notaris paling
jama 30 (iga puivh) hap terhilung sejak langyal Notaris
meninggat dunia.

Pejebut Sementara Nolards menyeratikan Profoke!
Notaris dari Nolarls yang meninggal dunia kepada
Majelis Pengawas Daerah paling lama 80 {eram puluhj
hari teshitung sefak tanggal Notarls meninggal dunia,

Peiabat Sementare Nolars sebagaimana dimarsud pada
ayat (3} dan ayat (4) dapat membual akia alas namanys
sendiri dan mempunyai Protokol Notards,

BAB VI
HONORARIUN
Faszl 38

Nataifs berhak menedma honaranum slas jasa hukem.
yang diberikan sgsyal dengan kewenangannya,

Citrs Umbara - 21 -
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{2} Besamya honsrarium yang diterima oleh Motz
didasarkan pada nital ekonemis dan nita sosialogis cia;
© seliap 2kl yang dibustnga.
ol N.iiai ekonomis sebagaimane dimaksud pada ayat {2
ditentukan dar objek seliap akla sebagai bkt
&  sampai dengen Rp. 100.000.000,00 {peratus juiat

ripiah} ataw ehulvalen gram emas kelikally, honorarkm

. yang diterima paling besar adalah 2 5% fdus komast

. lima persen) i
b i alas Rp, 100.000.000,00 (seratus juta rupiahjf
© sampai dengan Rp, 1.000.000.000,00 (saiy millal
rupiah) hororarium yang diterima paling besar 1,5%F

. {salu koma fima persen); alay s

6. diatas Rp. 1.000.000.000,00 (saty milfar rupiakif”
fonoterium yang diterima didasarkan paéat_ '

- kesepakatan antara Notaris dengan para pitiek}
“etepl idak melebiti 1% {satu persen} dari objek|
vang dibyalkan aktanya, [

{4} Nilai sosiolegis ditentukan bersasarkan lungsi sosial der
- obiek sefiap gkla dengan honorarium yang diterima
' paling besar Rp. 5.000.606,00 fima juta rapiah}, :

Pasal 37
Notaris wajib memberikan jasa hubum di bidang kenotaniatan

$e6ara CUma-CLima kepada orang yang fidak mampy,

BAB Vil
AKTANOTARIS

Bagian Perfama :
Benfuk dan Sifat Akta

22« Gitra Umbsara

Pasal 38

{1} Satiap akia Notars ferdiyi dart:

& awel akla alav kepals akla:
b, Gadan skl dan
¢ akhir atay ponuiup akla.
{2} Awal ahla alau kepale skl memuak
3, judulakls
b, nomor skl .
¢. jam had, langgal, bulan, dan tahun; dan
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notards,

{3} Badan akia memusl :

.a. nama lengkap, tempal dan tanggal lahir,
kawargenegaraan, pekerfaan, jabatan, kedudukan,
tempat inggal para panghadap danfalay drang yang
mereka waki .

b. kelerangan meagenal kedudukan pertindak

T penghadap: )

. isi akia yang marupakan kehendak dan keinginen

dari pihak yang berkepentingan; dan '
nama lengkap, fempat dan tanggal lakdr, serta
pekeraan, jabalan, ketdutdukan, dan tampat inggel
viari tiap-tiap saksi pengenal, .

{43 Akhir atay penutug akia memual;

g uraiah tentang pembacaan akla sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 18 avat {1] hurufl aley Pasal
18 ayal {73,

. uraisn tentang penandatanganan dan tempat
perandaianganan atau penerjemahan ekia spabila
a0a; - -

¢. namalengkap, tempal dan tanggal iahir, pekerjaan,
jsbatan, kedudukar, dan tempat tinggal dad liap-
1Ay saxstakla; dan

e
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5) Akta Notaris Pengganti, Notasis Pengganti Khosus, dan |
Pejabat Sementara Nolaris, selain memuat ketsntuan §
sebagalmana dimakeud pada ayat {2}, ayat (3), don ayat §

(13

(2)

{2)

24~

d. waien entang lidak adanya perubahan yang terjad) :

Galam pembuatan skia alay uraian lenlang adenys

perubahan yang dapat berupa penambahan,
pencoretan, atau penggantian.

{4}, juga memual somor dan laaggal penelapean
pengangkatan, serts pejabat vang mengangkalnys,

Pasal 38

Panghadap harus merensihi syarat sebagai berikut:

4. paling sedikitberunur 18 {delapan befas} ‘Tahiun atau |

- telah manikah: 4an
b cakap melekukan perbuatan hﬁizzm*
Penghadap harus dikenal oieh Nolads alay
diperkenatkan kepadanya eleh 2 (dua) orang sanksi

pengenal yang berumur paling sedikit 18 {defzpan balas)
tahun atau ielah menikah dan cakap melakukan

perbuatan hukum atay dlperkenaikan olgh 2 {duz) |

penghadap lzinnye,

Fengengian sebagaimana dimaksud pads ayat {2
dinyatakan secors lagas daiam aka.

Pagal 4(

Seffap ekia yang dibacakan vieh Notaris dihadir pat ng

fi&dzkit?(dua} orang saksi, kesuall peraturan perungang- -

undangan menaniukas b

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus
memenuhi syaral sebagal harikut:

© paling sedivit berumur 18 (c?eia;;aé belas) tahun aiau
telah menikah;

Clira Umbare

cakap meiaxﬁ?,én perbuatan hukum;
mengerti bahasa yang digunakan dalam kals,
dapst membububian tanda tlangan dan paraf; dan

lidak mempunyal hubungan perkawinan sisy
hubungan darah datam gavis ke semping sampal |
dengan derafsl keliga dengan Nolards atau parg
pifak

{3} Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
dikenal oleh Notars alay diperkenaikan kepada Nolaris
aizy diterangkan lentang identitas dan xﬁwenangannya
kemada Notads oleh penghadap,

w o oo

" {4} Pengenaian alau pernyataan tentang identilas dan

« kewenangan saksi dinyvatakan secars legas dafam akia.

Pasat 41

Apabila ketentuan dalem Pasal 39 dan Pasal 40 tidak

dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyal kekuatan
pembukiian setagal akia di bawah tangan.

Pasal 42

{1] Akia Notaris ditufisken dengan jelas dalam hybungan
salu sama lain yang tidak terpulus-pulus ziran tidak
menggunakan stagkatan,

{2} Ruang Jan sela kosong delam akia digaris dengan jelas
sshelum akla ditandatangeny, kecual unluk akla yang
dicetak dalam benluk fommulic berdasarkan peraluran
perundang-undangan. )

{37 Semua bilangen untuk menentukan banyakaya atay
jumizhnya sesuatu vang disebut dalam elda, penyebulen
{angaal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan
hariss didahulul dengan engka.
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{4} Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak
baddaku bagi sural kuasa yangbelum menyehutkan sama
panering kuasa.

Pasal 43

{1} Aktadibuat dalam buhasa indonesia,
{2) Datam hai penghadap tidak mengert bahasa yang

digunakan dafam akla, Nolaris wajib meneriemahkan |

stau menjelaskan isi akla Hu daiam bahasa yang
gimengerli oieh penghadap.

{8} Apabiia Notails tidak depal menerjomabkan alau
menjelaskannya, akiz lersebul dilerfemabkan atay
dijelaskan oleh seseorang penergmah regmi.

(4] Akla dapal gibuat datam bahasa lain yang dipahami oleh
Notaris dan saksi apabila pihak yang berkegentingan
menghendaki sepantang Undaag-yndang lidak
menantukan laln,

{3 Dalam hal akla dibuat sebagaimana dimaksye pada ayat

{4), Notars wajib meneriemahkannya ke dalam hahasa
Indonesia,

Pasal 43

{1} Segers setelah akia dibacakan, akig lersebut
ditandsiangani oleh seliap penghadap, saksi, dan
Notarig, kecualt apabila ada penghadap yeng tidak dapat
menbubuhkan landa tangan dengan menvehylkan
alasannys.

4] Alasansebagaimana dimaksud pada ayat{{} dinyelekan
" secars fegas dalam akis.
{3) Akia sebagaimana gimaksud daiam pasat 43 ayat {3}
ditandatangani oleh penghadap, Noteris, saksi, dan
penerjemah resmi,

26 - Citra Umbara

{4} Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan
penandatanganan sebagaimana diraksud pada ayat {1}
dan ayat{3) dan Pasal 43 ayat {2), ayat {3), dan ayal (5}

- dinyatakan secara legas pada akhir kata,

Pasal 45

{1} Dalam hal penghadap mempunyel kepentingan hanya
pada bagian tedenty dad akta, hanya bagien kala lertentu -
tersebul yang dibacekan kepadanya,

{4} Apabilz bagian lertenty sebagaimana dimaksud pada
ayal {1) diteriemaniken alau dijelaskan, penghadap
membutuhkan parafl dan tanda tengan pada baglan
larsebut. .

{3} Pembacaan, peaerjemahan atay penje%‘asan; gan
penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
Garn ayal {2 cinyalakan secara tegas pada akhir akia.

Pasal 46

'(1} Apabila pada paémbzzatan pencalalén harga kekayaan

alau berita acara mengenai svalu parbuatan atau -

perisitvg, terdapal penghadap yang:

2. menciak membuhuhkan tanda langannys; atay

b, tidak hadir pada penulupan skia, sedangkan
penghadap beium menandatangant akta tersebut;

val tersebut hatus dinyatakan dalam skta dan akta

lersebul telap merupaken 2kia ofenlik.

{2) Penslakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haut
4 harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan ‘
alzsannya.
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! Pazal 47

{1} Suratkuasactentk alau suratlainnya yang menjadi dasar
kewenangan pembualan akia yang dikeluaikan datam
beniuk ooiginall atawr surat kuasa df bawzh langan wajin
deratkan pada Minvia Akls,

{7} Surat kuesa olentik yang dibual dalam berluk Minuta
Akia dipralkan datam gkia,

{3} Keténfuan sebagaimana dimaksud pada aygt (1) fidak

wajih difakukan 2pabila surat xuasa teiah cilakatkan pada.

aki2 yang dioual dihadapan Nolars vang sama dan bal
- lersabut dinyatakan dalam akda.

Pagal 48

(1} Isi akia fidak boigh diubsh atau ditambah, baik honpa
penulisan tndih, penvisipan, pencorelan, atau
penghapusan dan mengganiinya dengan yang lain.

12} Perubzhan atas akla berupa penambahan, penggantian,

atau pengoretan dalsm zkls haaya sah apablla

perubahan tersebul diparel alay diberi tanda pengesahan
lain ¢leh penghadap saksl, dan Noians.

Pasaf 49

{1} Beliap pervbahan atas akta dibust di sisi Kirf akta

(2} Apabita suatu perybahan fidak dapatl dibual df sis kin
akia, perubahan lersebul dibuat pada akiir akle, sebelum
penuiup his, dengan menuniuk bagian yany divbah atay
dengan menyisipkan lembar tambanan.

- (3} Perubahan yang dilakukan tanpe menuniuk bagian yang

diubah mangakidatkan perubahian tersobul Batal,
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 Pasal 50 C e

{1} Apsbils dalam akia pery dilakykan pancoreian kalg,
hural, alau angka, hal tersebuf dilekukan dewiklan rupa
sehinggs ialap dapal dibaca sesual dengan yang
tercantum semuls, dan iumleh kata, hurul, 2lay angia.
vang dicore! dinyatakan pada sisi akia,

{2 Pencorelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan szh seledah diparaf atau dibed tanda
pengesahan Iain aieh penghadap, saksl, dan Nolars,

{3F Apanila terjadi perobahan lain terhadap perubahan
sehagaimana dimaksud pade ayat (2), perubahan e
gilakukan pada sisl skia sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 49, '

{4} Pada penutup seliap akla dinyatakan jumiah perubahan,
pencoreian, dan penambahan.

Pasai -

{1} Notars benvenang untuk membelulkan kesalahan fulis

danfatav kesalahan ket yang lerdapal padas Minula
Akla yang letah ditandatangari,

{8) Pembelulan sebsgaimana dimaksud pada eyat (1) -
dilakukan dengan membual berita acara dan
memberiian calalan ientang bal lersebut pada Minula
Akla aslidengan meayebulhan tanggal dan nomor akia
betita acara pembetulan,

(3] Salinan akla berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayal{2) waph dissmpalkan kepada para phak.

Paszl 82

(3] Notaris tidsk diperkenankan membuat akla unluk dir
sendiri, istri/suam, aleu orang lofn yang mempunysi
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hubungar kekeluargaan dengan Notaris baik karena
perkawinan maupun hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke bawah dan/falauv ke atas tanpa
pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping

sampai dengan derajat keliga, serta menjadi pihak untuk| .

dinl perantaraan kuasa.
{2) Ketentuan sebagaimeha dimaksud pada ayal {1} ticak

beraku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuall|

Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di
muka umur,, sepanjang penjualan ity dapat dilakukan

di hadapan Notaris, persewaan umum, atav}
pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang |,

risalahnya dibuat cleh Motaris.

(3) Pelangparan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
apabila akta ilv dilandatangani oleh penghadap, tanpa
mengurangi kewajiban Notaris yang rrismbuat akla ity
uniuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada
yang bersangkutan,

Pasal 53

Akla Notaris lidak boleh memuat penetapan atau ketentuan
yang memberikan sesualu hak danfatau keuntungan bagi;

a, Notaris, istri atau suami Nolaris;
b. saksi, isti atau stami saksi; atau

¢. Orang yang mempunyai hubijngan kekeluargaan dengan |.

~Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis
lurus ke alas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat
maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat
. ketiga, : :
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, Baglan Kedua
Grosse Akta, Salinan Akla, dan Kutipan Akta

Pasal 54

Notaris hanya dapat memberikan, memperlinatkan, atau
memberitahukan isi akla, Grosse Akla, Salinan Akla alau

Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung '

pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak,
kecuali dilentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat
catalan pada minuta akta mengenai penerima Grosse
Akla dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut
ditandatangani oleh Notaris.

(2} Grosse Akta pengakuan utang yang dibual di hadapan
Nolaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan
eksekutarial.

(3) GrosseAkla sebaguimanadimaksud pada ayat (2) pada
bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan
pada bagian akhir atau penutup akla memuat frasa
"diberikan sebagai grosse pertama®, dengan
menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk
siapa grosse dikeluarkan seria tanggal pengeluarannya.

{4) Grosse Akla kedua dan selanjutnya hanya dapat

diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan_. .
3
Pasal 56

(1) Akla originali, Grosse Akla, Salinan Akla, atau Kutipan

Akla yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan |

capisiempel.
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{2) Teraan oap sebagaimana dimaksud pada ayst (1} harus
puta dibubuhkan pada salinan surat yang dlekalkan pada
Kintta Akla.

{3} Surat i bawah tangen vang disahkan aleu dilsgalisasi
sural di bawah tangan yang didgaftar dan pentocokan
fntokopt nieh Notars wajib diberi teraan cap/stempel seria
paraf dan tardda tangan Notaris, '

Pagal 87

Grosse Akta, Salinun Akta, Kuiipan Akta Notars, atau
pengesahian suratdi bawah tangan yang dikalan peds akia
yang disimpan dalam Prolokel Notaris, hanva dapal
dikeluarkan oleh Notaris yang membualnys, Holaris
Pengganti, siau pemegany Frotokol Nolaris yang sah.

Bagian Ketiga ‘
Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahen
Protokel Netarls

Pasal 58

{1} Notaris membual daftar akie, daflar surat &i bawah
tangan yang disabkan, daftar surat di bawah langen yang
dibukukan, dan dafiar surat lain yang tiwajibkan aleh
Undang-undang ini,

{2) Dalam dahar skia sebaysimana dimaksud pacagyal{i),
Motaris selap Kari mencatat semua g4ls yang dituat oleh
atau dl hadapannya, balk dalam beniuk Minula Akia
maupun originafi, lanpa sela-sela kosoeng, masing-

. masing dalam ruang yang difulup dengen gars-garis
tinta, dergan mencantumban nomer Urul, ramor bulanan,
tfanggal, sifal akia, dan nama semua orang vang

© 32~ Cltra Umbara
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&

~ dalam ruang yang ditulup dengan garls-garis linta, -

bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagal
kuasa orang lain. '

Akta yang dikeluarkan dalars benluk oriéinaii yang dibuat
dalam rangkep 7 (dua) atau lebih padda saal yang sama,
dicatat dalem daftar dengan satu nomor,

Setiap halaman dalam dafiar diberi nomor urdt dan

digarat ¢leh Majelis Pengawas Daersh, kecuali pada |

halaman periama dan lerakhir dilandalangani dleh
Majelis Pengawas Daerah.

Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan

keterangan lentang jumiah halaman daflar akia yang
ditandatangant oleh Majelis Pengawas Dagrah,

Dalam daftar surat di bawah tangan vang disahkan dan -

daflar surat di bawan langan yang dibukukan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Nolers sstiag harj
mencatat sural di bawatr tangan yang disahkan alau
dibubukan, {anpa sela-sela Kosong, masing-masing

dengan mencantumban somor urut, {anggad, sifal sural,
dannama semua erang yang berindak balk untuk didnya
sendii maupun sebagal kvasa orang lain,

Pasal 54

Notaris membyal daftar kiapper untuk daftar akia dan
daftar surat di Bawah tangan yang disahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun
menunt abjed don dikerfakan séliap bulan,

Daftar dinoper sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiat nama Semua orang yang menghadap dengan

-menyebulkan dibalakany liap-tiap nama, sifat, dan nemer

akia, alau surat yang dicats! dalam dafar akla dan daflar
sural df bawah {angan.
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{1} Aktavang dibuat oleh stau di hadapan Notaris Penggant | R
ata Notaris Penggant Khusus dicalat dalam daftar akia.

{7} Suraldibawahlanganyanp disshkandansuratdibawah i | .
tangan yary dibukukan, dicala! dalam dafter surat di m
bawah tangan yang disahkan dan daltar swral di bawah
tangan vang dibukvkan,

Fasal 88

Prssl §1
&

e

(1) Notaris, secara sendir atau melalui kvasanya,
menyampaikan secara tertulis sefinaa yang telak
disahkannya dari daftar akla dan dafar lain yang dibual
pada bulan sebelumnyz paling lama 15 {lima belas) har |

*pada bulan berikulnya kepada Majeiis Pengawas | {3)
Daerah,

{2) Apabila dalam waktu 1 {saty) bulan Notar's lidak
membual akta, Notarls, secara sendiri atay melaiui| .
Kitasanya menyampaikan hal tersebut secara terfulis s

- kepada Majelis Pengawas Qaerah dezlam waktu (4)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalum hat Notads: | (5}
A meninggal dunia;

b. telah berakhir masa jabatannya;

£ minta sandid; :

g {idak mambu secara rohani danfaiay jasmant uniuk

melaksanakan tegas jabalan sehagai Notaris secara
lerus menerus febin dari 3 {iiga) ishun; ("

e, diangkal menjadi pelabat negara:
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pindah wilayah jabatan;
diberhentikas sementara: alau
diberhentikan dengan dak hormal,

Pasal 63

Penyerahan Prolokol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 dilakvken pafing lama 30 [tiga puluh} ha
denyan pembuatan bedla 2tara penyerahan Protukol
Nofaris yang ditandatangani oleh yang menyecahkan dan
yang menerima Proloks! Noterls. )

Dalam hal terjadi selagaimana dimaksud dalam Pasal
62 huruf 8, penyerahan Frotokel Notaris dilakukan oleh

ahli waris Notaris kepada Notarls lain yang ditunjuk oleh ;

Majelis Pengawas Daerah,

Dalam hai terjadi sebagalmana dimaksud dalam Pasal
62 hurgf g, penyerahan Prolokol Notaris dilakukan oleh
Nolaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh hajelis
Pengaviaz Daeyah jika pemberhentikan sementara fobih
dari 3 {tiga) bulan,

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf £, atau hurf h,
penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris
xepada Notais lain yang ditunjuk oleh Menter atas usl

Majelis Pengawas Daerah,
Frolokol Nelaris dari Nuotaris (ain yang pada wakiu

periyerahannya berumur 2§ {dua‘pulut fima) tahun atau -

lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris
kepada Majelis Pengawas Daerah, . '

Pasal 64
Proloxel Notarls darf Notaris yang diangkat menjadi

pejabal negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk
oleh Majelis Pengawas Dacrah, i
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12} Notaris pemegang Pratokol Hotaris sebagaimans -
dimaksud pada ayat {1) berwenang mengeiuarkan
Grosse Akla, Salinan Akla, lay Kutipan Akla,

F‘aszi 5

Notaris, Notaris Penggant, Notaris Penggant Khusws, dan

Pejabat Sementara Nolaas beranggung javab atas setiap
akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah
giserahkan atau ézpmdaﬁkan kepada pihak penyimpan

Protokol Notars.

]

BLEVIl
PENGAMBILAN MINUTA AKTA z}au\w/’

PEMARGGILAN NOTARIS
Pagal 65

{1} Untuk kepentngan proses peradilan, ponyidic, penuntit
umum, atau hakim dengan persetujuen Majells
Paagawa; Dasrah bemepaag
3 mengambi Iolokopl | Mmzztaﬁ\k a4 amatau sisabsural

yang dileldtkan pada Miruta Akte alau Prolokol
Notaris dafam penyimpanan Nolars, dan
b, mem&nggii Ng;taﬁs untuk hadiz datam pemerixsaan
yang berkaitan dengan akta yang dibualnya atay
Prolokol Notaris yang berads dai am peny&mpaﬁan
Notars.
(2} Pengamm an {ciokopi Minuta Aklz atau sural-sural
sebagaimana dimaksud pade ayai {1) huruf &, dibuat
~ perita acara pengemmn

-

P
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BAR X
PENGAWASAN

Bagizs Pertama
Umuim

Pasal 67

{1} Pengawesan atas Notaris diiakukan oleh Menles.
{

2} Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimazsud pada ayal (1) Menteri membentuk Maielis
Pengawas.

{3) Matelis Pengawss sebega}marza dimaks ud padaayat (%)
herfmiah 9 {sembilan} orang, terdid alas.unsur
2 pementitzh sebanyak 3 liga) orang;
b, organisasi learzs sebanyak 3 {liga} orang; dan
% ahlifakademist sebanysk 3 (iga) erang.
{4} Dalam hal suaty daerah fidak terdapat unsus instansi

pemarintah sebagaimana dimaksud pada ayat {3) hursf

3, xeanggotaan dalam Majeiis Pengawas diisi dad unsur
1ain pang dituniuk oleh Menten,

{8] Pengawas sebagaimana dimaksid pada ayat (1) melipeli
periaku MNotarls dan pelaksanaan jabatan Notars.

(&) Keteniuan mengenai pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5} berdaku bagi Notaris Pengaanti,
Nolaris Pengganti Khusus, dan Pajabat Sementara
Notaris,

- Pasal 88

Maielis Pangawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat {7} terdi alas:

a. Majelis Pengawas Drerah;
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b, Meielis Pengawas Wilayah; dan N
¢. Majelis Pengawas Pusal,

Baglan Kedua
Malulis Pengawas Dasrah

Fasat 89

{1} Maglis Pengawes Daerah dibeniuk di kabupeten atau

keta,
{2} Keanngolann Majelis Parngawas Dasrah lardii ajes

Unsuz-lnsur sei}aga;maaa dimaksud da?am Pasal 87 ayal .

{3}.

{3} Ketua dan Waii Ketun Majelis Pengawas Daerafi dipiih

ari dan gieh anngola sebagaimans dimaksud sada ayel

{2). ‘

{4} Masa jabatan keltia, wakil keiua, dan anggots Majelis
Pengawas Daerah adaiah 3 fliga) tshun dapat diangkal
kembal,

{5} Maielis Pengawas Doergh dibaniy oleb seorgng
sekeetais atau lebih yang ditujuk dalem Rage! Majelis
Pengawas Daarah,

Pasat 70

Majslis Pengawas Dasrah berwenang:

a. mMenyelenggarakan sidang unluk memeriksa adanya
dugaan pelanggaran Kode £ Notaris alau pelanggaran
pelaksanaan jabatan Nolaris;

b medakuken pemeriksaan lerhadap Prolokol Notaris
secara batkala 1 (satu) kel dalara 1 (salu) tahun atau
" seliap wakly yang dlanggap peiu;

38« Citra Umbara

1'c. memberkan izin culf uniuk wakiu sampal dangaa 8

{enam} bulan,

4. menslapkan Nolaris Pengganti dengaa mampezhaﬁ&anl o

ysul Nolaris yang bersangiistan;

g, menenfukaniempat peayimpanan Protokoi Nolars yang

pada saat serah ledma Proloksl i&ioiarzs tetgh berume
25 {dua puluh fima) lahun atey lebin;

£ menunjuk Nolaris vang akan bertindak sebagal
nemegang semantera Prolokol Nolarls yang dianggap
sebaga pejabal negars sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat {4)

¢ menerima laporan der masyarakat mengenal adanya
dugaan pelanguaran Kode Elik Molaris atau pelanggaran
ketentuan dafarm Undang-undang ind; dan

h. membust dan menyampaikan laporan sebagaimana
dirmaksud pada hurul a, hunl, hurufc, hurold, hurel e,

. huuf{, dan huni 9 kepada Majelis Pengawas Wilavah.

Pasad 74

Majelis Pengawas Daersh herkewaiiban:

a,  meacaial pada buku daftar yang lermasuk da%am
Frojokol Nolaris dengan menyebuikan tanggal
pemeriksaan, jumlah akla seda jumiah surat di bawah
fangan yang disshkan dan yang dibuat sejak tanggal
pemenksaan lerakhin

b, memblial beris scam pemenksaandan mepyampalkannya
- kepada Majelis Pengawas Wilayah sefempal, dengan
“tembusan kepada Moleris yang bersangkutan,
Organisas] Notaris, dan Majelis Peagawas F‘usa!
¢, merghasiakan isi akta dan hssxl pemeriksaan,

d. menerma salinan yang telah disahken dar déftar akta B
dan dafiar Iain dari Nolarls den metahasiakannya;
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¢.  memeriksa. laporan masyarakal terhedap Nofaris dan
menyampaikzn hasil pemeriksaan ersebul kepada
Majelis Pengawas Wilayah dalam wakiv 30 (lige pulub)
harl, dengan lembusan kepada pihak yang mélaporkan,
Notans yang bersangkulan, Majells Pengawas Pusal,
den Organisasi Notatls,

.  Menyampaikan permohonen banding terhadszp
kepulusan penolakan cull,

Sagiazé Ketina
Mialells Pengawas Wilayah
Pasal 72

{1} Majelis Pengewas Wilayan dibenluk dan berkaduduken
o hukota provins!,

{2} Keanppotean Majelis Pengawas Wilayah terciri alas |

unsur sebagaimana dimaksud datam pasal 67 ayat {3},

{3) KaluadanWakil Kelua Mojelis Pengawas Wilayah dipitih
daridan aleh anggota sebagaimana dimaksid pada ayst
(2},

(4) Masa jabatant kelua, wakil ketua, dan anggota Majelis

Pengawas Wilayah adalah 3 (liga} tabun dan dapal

diangkat kembali.

{5} Majelis Pengawas Wilayan dibantu oleh seorang
sekretars atau [ebift yzng dilunjuk dalam Rapat Majelis
Pengawas Wilayah,

Pasai 73

Yy

{1} Majslis Pengawas Wilayeh berwenang:

3. menycienggarakan sideng unluk memeriksa dan

mengambil keputusan 2tas laporan masyarakat

40 - Citra Umbara
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yang disampaikan meiaiu: Ma;etis Pengawas
Wilavah;

b. memanggl! Notaris terlapar untuk dilakukan ”
pemeniksaan alas laporan sebagaimana dimaksud )
pada hund g;

¢. membarikan izin cull lebih darl 6 lanam) bulan
sampai 1 {saty} ahun;

¢. memerksa dan memzzms atas kepulusan Majelis
Pengawas Dasrah yang menolak cull yang digjukan
sleh Nolars pelapor: \

e. memberikan sanks! berupa teguran fisan atay
terfulis;

I ' mengusilcan pemberian sanksi larnadap Molads
kepada Majelis Pengawas Pusal berupa:

1} pemberheniian sementara 3 {iga) bulan samga; .
dengan & {enam) bulan; atay

2} pemberhentian dengan dak hormat.

g. membual berita acara atas setiap keputusan
penjatuban sanksi sebagaimana dimaksud pada
hyruf e dan huruf f,

(2) Kepulusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf & bersifat final.

(3) Terhadap seliap keputusan penjatuhan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) burul & dan huny!
f dibualkan berita acara,

Pasal 74

1 {3} Pemeriksaan dalam sidang Majolis Pengawas Wiayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 73 aval {1} hund g
bersifal teriutup untuk umum,
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{2 Notads barhak untuk membsta din dalam pemenksaan
ﬁiaiam szdang dajelis Pengawas Wilayah,

Pasal 78

Majailis Pergawas Wilsvah berkewagiban:

8. meayampaikan kepuiusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat {1} hurufa, huruf ¢, hurul ¢, hunale,
dars huruf { kepada Notaris yang bersangkutan dengan
tembusen kepada Majelis Pengawas Pusal, daa
Organisast Hotads; dan

b, menyampalkan pengajuan banding dari Notaris kegaéﬁ
WMaiehs Panoawas Pusatiarhedan penjaluhan sanks; gan
~ pendlakan cutl

Bagian Keempat
Maielis Penpawas Pusat

Bagal 78

{1) Maelis Pengawas Pusat dicenluk dan bersedudukan
ibukala negara,

{2} Keanggelzan Maiglis Pengawas Pusal terdi alas unsur
sebaguimana dimaksud dalam pasal 87 ayat {2)

{3} Ketua dan Waki: Keluz Majelis Pengawes Pusal digifih
dari dan oleh anggols seba@gaimana dimeksud pada ayal
(2}

{4) Masa febalan kelug, wakil zelua, dan angqota Majelis

Pengawas Pusal adaish 3 {liga) ishun dan dapat}

diannket kembalk

{5} Majelis Pergawas Pusat dibantusieh seciang sekrelasis
- atau lebih yang dilunjuk dalam Rapai Majelis Pengawas
Pusat,

il
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_ ’Pasal 77

Malslis ?angawes Pusal befwanaag
a4 menye &z"ggamkaﬁ sidany uniuk memerikea dan

mengambil kepulusan galam lingkat banding lechadap

penjaiuhan saiksi dan penﬁ}akan suti:

" b memanggil Notaris terlaser antuk dilakukan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud peda hurdf a:
menjatuhkar sanksi pemberhentingn sementara; ¢an

mengusuikan penberian sanksi berupa pemberhentian
dengan tdak hormat kepada Mentst,

Pasal 78

{1) Pemeriksean dalam sidang Majells Pengawias Pusal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf & bs;szfat .

{grbuka unluk veum.

{2} Nolanis berfak uniuk membela diri datam pemernikasan
sideng Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huad a
xepads Menieri dan Nolaris yeng bersangkutan gengan
tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis
Pengawas Daerah yang bersangkulan serta organisasi Notaris.

Pasal g0
{1} Selama Notaris diberhentikan sementera dari jabalannys,

Majefis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejebal
Sementera Nitaris kepada Menteri.
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{2) Menlgri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol
Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut rengenai tata cara pengangkaian dan
pemberhentian angaota, susunan organisasi dan tata kerja,
serla tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur derigan
Peraturan Menteri.

BAB X
ORGANISASI NOTARIS

Pasal 82

(1) Notaris berhimpun dalam salu wadah Organisasi Notaris.

(2} Keten*uan mengenailujuan, lugas, wewenang, tata kerja,
dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran
. Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 83

(1} Organisasi Notaris menstapkan dan meregakkan Kode '

Etik Notaris.

(2)- Organisasi Motaris memiliki buku daftar anggota dan

salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis
Pengawas.

BABXI .
‘KETENTUAN SANKS!
.Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap
ketentuan sebagaimana' dimaksud dalam Pasal 16 ayat {1)
] ; !l
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huruf i, Pasal 16.ayat (1)-huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal
48, Pasal 48, Pesal 50, Pasal 51, atay-Pasal 52 yang'
mengakibatkan suatu akta hanya-mempunyai. kekuatan
pembykiian sebagai akia di bawah tangan atay suatu akla
menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi_pihak
yang menderita kerugian uniuk menuniut pengganlian biaya,
ganii rugi, dan bunga kepada Nolaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7, Pasal 16 ayat (1) hurul a, Pasal 16 ayat {1) huruf b, Pasal
16 ayat (1) huruf ¢, Pasal 16 ayat (1) huruf 4, Pasal 16 ayat
(1} huruf e, Pasal 16 ayat (1} huruf {, Pasal 18 ayat {1) huruf
g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal

. 16 ayat 1) huruf j, Pasal 15 ayat {1} huruf k, Pasal 17, Pasal

20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal
59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

2. teguran lisan;

b. teguran terulis;

c. pemberhentian sementera;

d. pemberhentian dengan hormat; atau

e. pemberhentian-dengan lidak hormat,

BAB Xl
YETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, peraturan

pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap
berlaku sepanjang lidak berentangan atau belum digaﬁti

- berdasarkan Undang-undang ini,
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Fasal 7

Nolaris yang telah diangxat pada saat Undang-unzang ini
mulal berlaky, dinyatakan sebagai Nolaris sebagaimana
diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 88
Pada saat Undang-undang ini mulai beriaky, permohonan
untuk diangkat menjadi Notaris yang sudab mementhi
persyaratan secara lengkap dan masih dalam proses
penyelesaian, tetap diproses berdasarkan kefeniuan
peraluran.perundang-undanaan yang lama,

Pasal 89

Parla saat Undang.undang ini muta edaky, Kode Bk Nolads
yany sudah ada letep berlaky sempal ditelapken Kode £k
Notaris yang bare berdasarkan Undang-undang i,

Pasal 86
Lukusan pendidian Spesialis ?*é;ziarié yang beﬁﬁm diangkat
sebagai Notars pada saat Undang-undang int mulal beriakas

tetap dapat diangkat menjadi Notaris menunsl Undang-
undang ini, '

BAB X
KETENTL{AN PENUTUP
Pasal 91

Pade saat Undang.undang inf mulsi bedaku:
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1. Reglament op Hel Notads Ambt in indonesie {Stb 1860:3}
sebagaimanatélah diubah terakhir dalam Lembaran
Negara Tahun 1945 Nomor 101;

12, Qrdonantie 16 Septembdt 1931 tentang Honorarium

Notaris;

3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil

Notaris dan Wakil Notaris Sementera {Lembaran Negara
Tahun 1954 Nomer 101; Tambahan Lembaran Nagara
Nomor 700)

4. Pasal 54 Undang-undang Nomor § Tahun 2004 tenlang
Perybahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 11888
todang Peradilan Umum {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tembanan Lembaran
Negata Repriblix indonesia Nomor 4378); dan

5. Peraturan Pemerinteh Nomor 11 Tahun 1948 lenlang
sumpahfani Jabatan Nolads;

ditabul dan dinyatakan fidak berdaku,

Pagal 82

‘Undanguntiang inimulai berlzky pada tanggal diundangkan.,

Agar selfap vrang mengelahuinya, memerintabkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempalannya
datam Lembaran Negara Republik indonesia.
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Disattkan df Jakaria
Pada tanggal § Cklober 2004

PRESIDEN REPUSLIK INDONESIA,

1.
MEGAWATI SOERARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarla
Pada tangge! 6 Oklober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUELIK INDONESIA

ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDORESIA
TARUN 2004 NOMOR 147
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PERJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDARG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG
JABATAN HOTARIS

UMUR

Undang-Undeny Dasar Negara Republik indonesia Tahun
1443 meneniukan secars tegas bahwa negara Republik
indenesia adalah negara hukum, Prnsip negara hukum
menjamin kepastian, ketorfiban, dan perfindungan hukum
yang banniikan kebenagran gan keadiian,

Kepastian, ketertiban, dan petlindungan hukum
menuniyl, antera lain, bahwea lale iinfas hokuny dalam
kehidupan masyarakal memeriukan adanya alst bukd
yang mensntukan dengan jelas hak dan kewajiban
sezeorang sebagal subjek hukum datam masyarakal,

Akta olentik sehagai ulal bukli terkual dan ferpenuh
mempunyai peranen penting dafam seliap hubungen
hukim dalam kebidupan masyerakat. Dalam berbagai
hubungaa bisnis, kegiatan di bidang perbankan,
pertanahan, keglaten sosisl, dan lain-ain, kebuluhan
akan pembuklian teriuiis berupa akia olentik makin
maringkat seialan dengan berkembangnys unlutan akan
kepastian hukurn dalam herbagai hubungan ekonomi den
sosigl, balk pade tinukat aasional, reglonal, maupun
giobat Meislui aldz oleniik yang meneniukan secara jglas
hak dan kewaiiban, menjamin kepastian hukum, das
sekaligue diharapkan pita dapat dihindari terjadinye
sengketn. Walsupun sengkels lersebut Gidak dapat
dikindan, dalam proses penvelesaisn sengkela fersebut,
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akla otentk yang merupakan alat buld terlis terkust
dan terpenuh memberi sumbangan ayata bagl
penvalesaian perkara secara murah dan cepat,

Notaris adalah peiabat wmum yang berwenang unfuk
membual akla olentik sejpuh’ pembuatan skia olentik
terienty fdak dikhuseskan haga pejubal umum lainnya.
Pembuatan akle otentik zda vang diraruskan oleh
peraturan perundang-undangan daam rangka
menciptakan kepasiian, keterfiban, dan pedindungan
hukum, Selain akia oleatik yang dibuat aleh atay di
hadapan Notards, bukan saja karena diharuskan oleh
peraluran perundang-undangan, lelapi higa karens
dikehendani oleh pihak vang berkepentingan unjuk
memaslikan hak dan kewajiban para gihak demi
kepastian, kelediban, dan pedindungan hukum bagi pihak
yany berkepentingan sekeligus bani masyarsiial secara
keselurrhan,

Akta otentik pada hakikainya memuat kebenarsn formal
sesbgi dengan apa yang dibenilahuken para pihak kepada
Molans, Namun, Nolans mempuaysi kewailban unhuk
memasukkan bahwa apz yang lermuzt dalam Akla
Notaris sungguh- saﬁggah ielah dimengedi dan 2esusi
gengan kehendak para pihak, yaite dengan cara
membacakannya sehinggs menjadi jelas is Akia Natans,
sertd memberikan akees termadap informasi, lermasuk
akses ferhadan peraturen perundengundangan yang
{erkait bagi para pihak penandatangan skla, Dengan
demikian, para gihak dapal menentuken dengan bebas
unluk menyeluiul alay fidak menyelujul isi Akla Notads
yang akan ditandatangeniaya,

Peraluran perundang-undangan yang mengatur ‘antang
Jabatan Nolarls vang kini berlaku sebaglan besar mash
didasarkan pada pergluran perundang-ungangan
peninggalan zaman kolonial Mindia Belaada don
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sebagian lagi merupskan pecaturan perUndang
vadwngan nasional, yalt

1. Reglement Op Het Netaris Ambt Jn Indonesie
{Sth, 1880:3) sebacaimana telah diubah terakhir
dalam Lembaran Negars Tahun 1984 Nomor 161;

2. Ordonantie 16 Seolember 1931 fentang Honaramm )
Motaris;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tabun ‘i%é Tahun Wakif
Notaris dan Wakil Notaris Sementara {Lembaran
Negara Tahun 1854 Momor 101, Tembahan
Lermbacan Negara Nemor 700);

4 " Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 iezz{ang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1998 tenteng Peradilan Umum {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 34,
Tembahan Lembaran Negara Roepublik Indonesia
%amcrdﬁ?m dan

5. Peratlran Pemerinizh Nomor 1 Tahun ?349 tentang
Sumpahidanjl Jabalsn Notars,

Berbagal ketenluan dalam peraturan pemadaag~
undangan tersebut sudah lidak sesval lagl dengan
serkembangan dan kebuluhen hukum masyarakal
Indonesia, Oleh karenaity, perly disdakan pembahamusn
dan pengaluran kemball secara menysiwuh dalam saly

untdang-undang yang mengatur tentang jabatan nolaris. -~

sehingga dapal lercipta suatu unifikasi hukum yang -
beriaky unluk semua penduduk di seluruh wilaysh negara
Republit indonesia. Dalam rengka mewujudkan unifikasi
hukum di bdang kenolanatan tersebut, dibentok Undang-
Undang tentang Jabatan Molaris,

Jalam Undang-Undang ini dislir secara nngl lenlang
izbatan umim veng dijabat oleh Notasds, sehingga
diharapkan bahwa akia olentik yang dibuat cleh atau di
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hadapan Notaris marmpu menjamin kepastian, ketertiban,

dan perlindungan hukum. Menginga! Aklz Notars

sebagai adla otentik nisrupakan 2lat bkl tertulis yang
terkuat dan terpanun, dalam Undang-Undang ini diabir
tentang bentuk dan sifal Akla Nolards, seria tenfang
Minila Akta, Grosse Akda, dan Safinan Akia, moupun
Kulipan Akta Netaris.

Sebaga alat bukti lerulis vang lerkuat dan terpentn, apa
yang dinyatakan dalam Akla Netaris harus diterima,
kecugli pihak yang berrepentingen dapal merbukiiken
hal yang sebaliknya secara memisaskarn di hadapan

persidengan pengadilan, Fungsi Motaris i Juar -

pentbuatan zkia cleniik diatur untuk perlams kalinya
secara komprehensif dalam Undang-Undang ini,
DBemikian pula ketentuan lenlang pengawasan terhadap
pelaksanaan jabalan Nolaris gilskukan gengan
mengikutsertakan pihak ahiifakademisi, di samging
Reparlemen yang twgas dan langgung jawabnya df
bidang kenotariatan serla Qrganisasi Notars, Kelentuan
ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan
perindungan hukum yaag lebih baik bagi masyarakat,

. PASAL DERMI PASAL

 Pasal 1

Cuup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 1.

Huruyf 2
Cukup jelas
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l
|

Huref b
. Dukup felas
Huraf ¢

Cukup ielas

Hurut o ' y
Yang dimaksud denpan "sehat jasmani dan fﬁham
adalzh mampu secara jasmani dan rohani uniuk
melaksznakan wewenang dan kewajiban sebagal
Notaris, : '

Huryf o
Cukup ielas

Hurgt § .
Yang dimaksud dengan “prakarsa sendir ‘adalah
bahwa calon npieris dagat memilih sendir di kantar
yang diinginkan dengan tela;zxmem{apatkan '
eekomendas can Orpanisasi Notarls.

Huruf g ‘ .
Yang dimaksud dengan 'pega\yat negeri dan
“pejabal negara” adaleh sebzgairang dimaksud
dalam Undang-Undang Momor 43 Yat}un 1699
tentasg Perutahan alas Undang-Undang ﬁqmor 8
Tahun 1574 lentang Pokok-pokok Kepegawsaian.

Yang dimaksud dengan “adwakel® adalgh
sghapaimang dimuaksud dalam Undang-Undang
Nomuor 18 Tahun 2003 tentang Advokal.

Pasal 4

Cukup jeias

Pasal &

Cukup jeias
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Pasal 6
Cukup feias

Fasal 7
Hurdf g
Cukup jelas

Hurgf &
Cukup jelag

Huruf ¢ .
Kelentuan il dimaksudkan uniuk mengetahui Notars

yang bersangkulan telsh melaksanakan lugasnya
dengan nyata.

Pasal B
Avat {1)
Huruf a
Curup lelas

Huraf &
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf d
Ketidalimasmpuan secara rohani danfalay
jasmani secara terue menerus datam kelentuan
inj dibukbikan dengan sural keterangan dokter
ahii,”

Huruf ¢
Cukup jelas

54. Citra Umbara
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Ayat i3
Cuhkup iclas

Pagal 8§
Ayat {1)
Huruf o
Caikup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢ .
Yang dimeksud dengan “melakukan parhuatan
lereela® adalzh melakukan perbuatan yang
bertentengan dengan norma agama, norma
kesusiaan, dan norma adat. )

Huruf ¢
Cukup jelas

Ayat (2} P
Yany dimaksud dengan "secara berjenjang” dalamy
Ketentuan inj dim:ai dan Majelis Pengawas Dagrah,

- Majolis Pengawas Wilavah, sampai dengan Maislis
Pengawas Pusat,

Ayat (3
Cukup jelas

Ayat {4
Lukup jelas

Pasal 18
Cukup lelas
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Pasal 13
Pasal 14 v Cukup jelas
Ayat {1}
Ketentuan inl dimaksudkan unluk menghindar | pasal 14
pertentangan kepentingan karena sebagai Noteris, Cukup jelas
e barsifal mandit dan berkewajiban lidak berpihak. .
' Pasat 15
Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (3}
£ Ayal (2
Cukup jovas 4 Hl{Jri.lf 2
Ayat {43
Cukup jelas
ﬁyaz 5
Cukun |
R Slas eleh Hoteris.
Ayat {6}
Cukun Je! Hurf &
vkyp jelas Cubup cial
Pasal 12
Huruf 3 Huruf ¢ ‘
Cukup ielas P Cukup jelas
Huruf B Humf d
Cukup jelas Cukup jelas
Huruf ¢ = Huruf e
Yeng dimaksud dengan "perbualan yang merardehkan Cukup jeias
kehormatan dan mariabal” misalnya berjudi, mabdk,
menyalehgunakean narkoba, dan harzing, Hurl |
(ukupielas |
Hure! ¢
Yang dimaksud dengan “pelanggaran berat’ adeiah Huruf g
tidak memenubi kewajitan dan melanggar larangan Cukup jelas
jabatan Notaris,
54+ Citrd Unibara
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Kelentuan ini merupakan legalisasi ferhadap
akda di bawah langan yang dibuat sendin oleh
piang persenrangan atay oleh pars pihak diatas -
kertas vany bermaterai cukup dengan jalan
pendafaran dalam buke khusus yang disediakan
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Ayat (3}
Cukup jetas

Pagal 18
Ayat {1}
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b :
Kewgjiban dalam ketenfuan ini dimaksudkan
uniuk menjaga keolentikan suaty akla dengan
mienyimpan akta dalam bentuk asinya, sehingga
apatila ada pemalsuan atau penyalehgunaan
. Grosse, salinan, alsy kutipannya dapat segery
diketehui’  dengan  mudah 4 Brigan
meancacokkannya dengan asiinya.

“Huref ¢
Grosse Akta yang dikelvarkan berdpsarkarn
kelentuan inf edalah Grosse pedama, sedang
Berikuinya hanys dikeluarkan atas perinlay
- pengadilan,

Huruf d
Yang dimaksud deagan *alasan uniuk
menolaknya®  adalzh  alasan yang
mengakibatkan Notars tidak berpinak, seperd
adanya hubungan dareh ataw semenda dengan
Notans sendiri glgu dengan suamifistinys, salah
salu pihak tidak mempunyal kemampuan
berlindak untuk melakukan perbualen, stau hal
lain yang tidak dibolshian oleh uncang-undang,

Huruf &
Kewslihan untuk merghasickan segald sesualy
yang berhubungan dengan akia dan surat-surat
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Huruf b

lainnya adalah untuk mefindungf kepenlingan
semua pihak yang lerkait dengan akia tergebut,

Huruf §
Skta dan gurat yang dibuat notaris sebagal
dokumen resmi bersifat otentik memedukan
pengamanan baik terhadap alla ity sengiri
maupun {ernadap isinya untuk mencenah
penyalahgunaen secara lidsk berlanggung
jawab.

Hurui 'g
Cultup jolas

Huruf & .
Kewajiban yvang diatur dalem ketentuan ini
adalah penling unluk memberi jaminan

- gerlindungan terhadap kepentingan ahli wars,
-yang seliap saal dapal dilakukan penelusuran
atau pelacakan akan kebenaran dari sualu akia
wasiat yang teleh dibuat di hadapan Nolaris.

Muryf |
Cukup isise

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada.
hati pengiriman, hal inl penling uniuk
membukiikan bahwa kewajiban Notarls
sebagaimana dimaksud Jalam huruf{ dan huryf
g telah dilaksanakan,

Hurel &
Cukup jelas

»ad

Gltra Lfmhara « 89



Huruf |

Bahwa Notaris harus hadic sécara fisk dan
menandaiangani akia & badepan penghadap

dan sanksi,

Huruf m
Penerimaan magang calon Nolarls berari
mempersiapkan czlon Nelars agar mampu
menjadl Nolaris yang profesional,

Ayat (2) -
Cukup jaias

Ayat (3)
Cukin felas

Ayat {4)
Cukun jelas

Ayat 15)
Cukug jelas

Ayat (8]
Cukup jelas

Aval {73
Cukug ielas

Ayat (8}
- Cukup felas

Ayat 8
Cukup jelas

£5 - Citra Umbara
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Pasal 17
Larangan ini dimaksudkan unluk menjamin kepentingan
masyarakat yang memeriukan jasa Nolaris,

Huruf 2 \ ,
Larangan dalam kelentuan ini dimaksudkan unlak
mamberi kepaslian hukum kepada masyarakal dan
sekaligus mencegah ferjadinyl persaingan tidak
sahat antar Notars dalam menjalenkan jabatannya.

Huruf &
Cukup ielas

Huruf ¢ ,
Lihat Penjelasan Pasal 3 ol g.

Huruf o .
Lihat Penjglasan Pasal 3 hisuf g.

Heruf o .
Lihat Peniglasan Pasal 3 huef g

Huruf {
Cukup fefas

Hurf g
{askup jelar

Huruf h
* Larangan menjadi "Nolaris Pengganki; berdaku untuk
Notarls yang helum menialankan jabalannys, Nolaris
yang sedany menjalani cuti, dan Notaris yang défam
proses pindzh wilayah jabalannya,

Huruf |
- Gukup jeias
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Pasal 18
Cukup iaigzs

Pasal 18
Ayat (1}
Lengan hanya mempynyst saly kaator, beradi
Notaris difarang mempunyal kanior cabang,
perwakilan, danfatau bestuk lainnya,

Ayat (%)
Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di
kantor Notaris kecuali pembueian akla-akla ledent

Pasal 20 *
Ayat {1}
Yang dimaksud dengan *parserikeion perdata” dalam
kelentuen ini adalah kantor bersama Notaris.

Ayat (B
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasat 2% ]
Formasi adalah kebuluhan akan pengisias jabatas
Notaris. .

Pagyl 22
Ketentuan mangenai Formasi Jabatan Nolaris berlaky
hajk uniuk pengangketan sedama kali maupun pindab
vilayah jebatan Notars,

Pasal 23

Hyat {1}
Cukup jelas

§2. Cltra Umbara

. . 20 g

|

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kabupaten aleu kota
ierlenty” datam kelenisan ini adalah kabupalen slay
kole tempat Nolaris melaksanakan tugas jabatan
Malaris pada saat pengajuan permohonan pindsh
wilayah jabatan Notarts.
Ayat {3)
Yang Jimaksud dengan “rekomendasi” dalam
ketentuan ini hanys menyangkut kondite atas
mrestasi keda Notars.

Ayat (4)
Cukup jolas

Avat 15)
Cukip felas

| Pasal 24

Yang dimaksud dengan “keadaan wrienlu” anlara fain
xarena bencana glam, keamanan, dan hal iainnya
menurut pertimbangan kemanusiaan,

Pasal 28
Cukip jelas

Pasal 28
Ayat (1) .
“Pengambilan cut setiap tahun” dalem ayat inf tidak
mengurangt hak Notars untuk mengambil ouff lebih
dan 1 {agtu) kalt dalam 1 {satu) tahun.

Ayat ()
" Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jefas

Pasal 27
“Cukup jolas

" Pasat 28

Yary dimaksud dengan keadasn mendesak” pdalah
apabila seurang Nolars fidak mempunyal kesemeatan
mengajukan permohonan oiti karena berhalangan
zemanlara,

Pasal 28
Ayat (1)
Huryf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup felas
Haruf ¢
Lokumen yang mengdukung Notads Pengganti
_adaiah sebagai berikut: g
1. folokop fazah paing rendal sariana huk\m’;
yang disahkan uieh perguruan finggl yang :
" bersangkutafy |
2. folokepi kerty tands penduduk yeng
disahkan dleh Nelaris;
3. dolokopt akta kelahiran vang disahkan f&i h
Notans;
4. lolokop! ekia perkawinan bagt yany sudah
kawln yang disahkan cleh Nolaris; .
5. surai keterangan kelgkuan baik der
kepolisian setempal;
64 - Citra Umbdra
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6. sural kelerangan sehal darn dokist
pemainiah;

7. pasloto terbary heswarna wkuran x4 om
sebanvak 4 (empat) lembar; dan

8. daltar riwayal hidup.

Ayat {2}
Cukup jelas

Ayat {3
Dukup jelas

Ayat {4}
Cukup Jetes

Pasal 33
Cukup jetas

Pasal 31
Cukup jelss

Fasal 32
Culiup jelas

pasal 33
Cukup islas .

Pasal 34
Curup elas

 Pasal 35

Ayat 1) e
Cukup jelas

Ayat ()
Cukup jelas
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Ayat (3]
Gukup jelas

Ayat {4)
Berdasarkan ketentuan ini, Pejabal Sumentara
Notaris™ bertangoung jawab sendii stas semua ha!

yang dilakukannya defem menjalanken tugas.dan
jpbatannya,

Ayat (5}
Cukuy jplas

Pasal 35
Ryat (1)
Lukup [alas

Ayat (2}
Cukup felas

Ayat (3}
Cukup jelas

Ayat (4]
Akla yang mempunyai fungs! sosial, misalnya aida
pendirian vayassn, akla pendirian sekolah, akis
tanah vakad, akia pendirian rumah ibadah, sty akla
penditian rumah salgt,

Pasal 37
Cukup jelas

Fasal 38

Ayat {1}
Cukip jnlas

88 . Qitra imbars

ayat 2)
Cukuplelas

Ayat {3}
Huref a
Cukup ielas

Huruf &

Yarg dimaksud dengen, "kedudukan berindax
penghadap” adalah dasar hukum berlindak.

Huref ¢
Cukup jelas

Hurut &
Cukup jelas

Ayat 1)
Cukug jelas

Ayat {3)
Cukup jelas

Fasal 39
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelss

Pasai 42
Ayat (1)
 Cukup jelas

Tinjauan Yuridis..., Laila Anditta P.D., FH:UI, 2009
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Ayat () :

Yang dimaksid dengan “digers” dalam kelenlvan

ini sdalah vntuk menyalekan bahwa hiang alau sela
kosong dalam akta lidak digunakan lagl.

Ayat 3
Cukup jetas

Ayal (4

Cukup jelas B

~ Pasal 43

Ayat (1) .
Bahasa Indenesis yang dimaksud dafam Ketentuan
in! adalah bahasa indonasia yang lunduk pada
kaidah bahasa Indonesia yang baku,

Ayat {2)
Cukup jelas

Ayat {3
Yang dimaksud dengan "panerernah resmi” adalah
pensriemah yang disumpan,

Ayat (4 . .
Yang dimaksud dengan "pihak yang bardiepentingan”
adalah penghadap alau plhak yang diwakill oleh
penghadan.

Ayat (§)
Cukug jelas

Pasal 44
Cukup jelas
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Pasal 4%
Cukup jelas

“ Irasal 48

Cukup slas

Pazal 47
Cukup jslas

Pasal A8
Cykup jelas

Pasal 4%

Pasal 5¢
Cukup jslas

Pasal §1
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jeles

Ipacal 53
Cukup jelas

iPagal 54
Cukup jelas

Pasal &%
Cukup jelas

Pasal 56

¢ Cukup jelas

-
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Pasal 97
- Cukup jelas

Pasyl 88
Gukup ielas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal &1
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 15 {i;ma belas) hart adalah
dihitung dori tanggal 1 samipst dengan tanggat 15,

.&yaz 2
© Qukup jelas

Pasal 62
Profokol Notaris terdini alas;

a. rhinu"laAkta'
b. buku daftar akta atau repertoriun;

% buku daftar akta di baweh langen yang
peradalanganannya ditakukan di hadapan Notars
atay akig di bawsh langan vang didaftan,

d. buku dafter aama ponghadap alau klepper
& buku daftar proles;
{. buku daftar wasiat, dan

g Quku dafler lain yang herus disimpen ofeh Notads
berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undahyan.
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Pasal 63
Cukup jeles

Pass! 84
Dukup jelas

Pagal £5
Cukup jelas

Pagal 86
Cukup jelas

Pasal 87
A}l'u.i {1}
Yang é;maksud dengan pengawasan dazam
kelentuan ind termasuk pembinaan yvang difakukan
cieh Menler ferhadap Notars,

Ayat [
Cukup jelas

Ayat {3)
Huruf a .
Unsur pemerinizah ditentukan oleh Meriteri,

Hutuf b
Cukup jglas -

Huraf ¢ : ‘

Yany dimaksud dengen "shiifakademisi® delam
ketenluan ini adalah ahiifakademisi & bigang
Hutum, .

Ayat {4)
Cukup jelas

Citra Umbara « 71

Laila Anditta P.D., FH Ul, 2009



Agat (5}
Cukup jeiss

Aya. {8
Ciikug islas

Pasal 68
Cukug mlas

Pasal 88
{sukup jelas

Pasat 70
Humf 2
Cukup jelas

Hurdf b
Dukup jelzs

Huruf ¢
Cukuz jelas

Muruf ¢
Cukup jelas

Hurgf e
Cukup jatas

 Hunf §
Gukun [eias

Huref ¢

H
H
i

1
|

Yarg dimaksud dengan *laporan dari masyarakat®

termasuk faporan dar Noteris iain.
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Huryf h

Cukup jelas

‘ Pasal 74

LGukup eles

Pasal 72
Cukup jplas

Pasal T3
Ayat (1)

Cikup jelas

Ayat @

Yang dimaksud dengan "bersifat final* adalah-‘ '
m}engmat dan lidsk dapat disliken bmﬁﬁg kepaéa\_‘ .

Ma;e%%s Pengawas Pusat.-,

. Ayat (3}

Cukup jelas

Fasal 74

Gukup jolss

Pasal 75
- Cukup Jelas

Pasal 78
Dukup iefas

 Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jeias

f
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Bagal 78
Cukup jelas

Pasal 86 .

Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasgl §2
Cukup jelag

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bag? |
Notarts Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan .
Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas -

Pasa| 87
Cukup jelas

Pagal 28
ukup jeles

Pasai 84
Lukup jetas
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Pasal 90

Cukup jelas

; Pasal #1

Cukep jelas

'Pasal 82
Calip Jeias
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